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Agus Setiawan. Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan 
Soeharto Tahun 1966-1971. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2009.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) latar belakang 
diberlakukannya kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 
1966-1971;  (2) kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-
1971; (3) pelaksanaan kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 
1966-1971;  (4) dampak kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto di 
bidang ekonomi dan politik tahun 1966-1971. 
Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber primer tertulis dan sumber sekunder tertulis. Data penelitian 
dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Prosedur penelitian meliputi 
heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) latar belakang 
diberlakukannya kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 
1966-1971 adalah terjadinya kekacauan di bidang moneter, terganggunya 
produksi, defisit neraca perdagangan, serta defisit anggaran pemerintah yang 
semakin meningkat, utang luar negeri, demoralisasi yang semua itu merupakan 
warisan yang ditinggalkan pemerintahan Soekarno; (2) kebijakan moneter pada 
masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 adalah didasarkan pada Ketetapan 
MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli tentang Pembaharuan Kebijakan 
Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan MPRS tersebut 
menghendaki kebijakan ekonomi-keuangan yang bersifat integral, yang 
menyangkut dua sisi yang tak dapat dipisahkan, yaitu aspek produksi fisik dan 
aspek moneter. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru menjalankan kebijakan 
ekonomi yang memberikan prioritas kearah stabilitas moneter dengan melakukan 
koordinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan ekonomi makro 
lainya yang mendorong ke arah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi; (3) 
pelaksanaan kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-
1971 adalah diawali dengan melakukan penjadwalan hutang-hutang luar negeri 
dan meminta bantuan luar negeri guna menciptakan anggaran berimbang dan 
pemulihan ekonomi Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan 
usaha-usaha mobilisasi tabungan, penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas 
dalam perekonomian, dan melakukan penyesuaian suku bunga tinggi serta 
mengembalikan pada nilai tukar tunggal; (4) dampak kebijakan moneter pada 
masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 antara lain di bidang ekonomi 
adalah berhasil menurunkan laju pertumbuhan uang yang beredar dan laju inflasi,  
meningkatkannya mobilisasi tabungan masyarakat, terciptanya anggaran 
berimbang,  nilai ekspor dan impor ke tingkat yang lebih stabil sesuai 
dengan dengan kebutuhan perekonomian Indonesia dan pulihnya aliran 
modal ke dalam negeri. Adapun dampak dibidang politik antara lain: (a) 
Pemerintahan Orde Baru menggunakan pembangunan ekonomi untuk 
memperkokoh legitimasinya; (b) Pemerintahan Orde Baru menciptakan birokrasi 
sipil yang efektif dan setia pada kekuasaan eksekutif untuk mendukung program 
pembangunan ekonomi; (c) Orde Baru muncul sebagai Negara-Borokratik-
Otoriter (NBO) sebagai konsekuensi terciptanya stabilitas politik yang 
mendukung pembangunan ekonomi (d) Ketergantungan pada Mafia Berkeley dan 




Agus Setiawan. Monetary Policy In Suharto Times during 1966-1971 
periods. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta 
Sebelas Maret University, August 2009. 
The objective of research is to find out (1) the background of monetary 
policy enactment in Soeharto times during 1966-1971; (2) the monetary policy in 
Soeharto times during 1966-1971; (3) the implementation of monetary policy in 
Soeharto times during 1966-1971; and (4) the impact of monetary policy in 
Soeharto times on the economical and political sectors during 1966-1971. 
This research used a historical method. The data source employed was 
written primary and secondary sources. The data of research was collected using 
literary study technique. Technique of collecting data employed in this study was 
a historical analysis technique. The research procedure included heuristic, 
criticism, interpretation, and historiography. 
Based on the result of research, it can be conclusion that: (1) the 
background of monetary policy enactment in Soeharto times during 1966-1971 
was the monetary riots, the production disruption, commercial balance deficit, as 
well as the government’s increased budget deficit, foreign debt, demoralization, 
all of which are the inheritances from Soekarno government; (2) the monetary 
policy in Soeharto times during 1966-1971 was based on the MPRS Provision No. 
XXIII/MPRS/1966 on July 5 about the Reformation of Economical, Financial and 
Development Foundation Policy. Such MRS provision required an integral 
economic-financial policy, pertaining two inseparable sides: physical production 
and monetary aspects. Therefore, New Order government undertook an 
economical policy prioritizing the monetary stability by making monetary policy 
coordination, fiscal policy or other macroeconomic policy supporting the 
economical stabilization and rehabilitation; (3) the implementation of monetary 
policy in Soeharto times during 1966-1971 began with the scheduling of foreign 
debt and asking for foreign grant to create a balanced budget and to recover 
Indonesian economy. Along with it, the government made the attempts of saving 
mobilization, credit distribution to the priority sectors in economy, and adjustment 
of high interest rate as well as the recovery of single exchange value; (4) the 
impact of monetary policy in Soeharto times on the economical and political 
sectors during 1966-1971 in economic sector included the success of reducing the 
growth rate of circulating money and inflation rate, the improvement of public 
saving mobilization, balanced budget establishment, the more stable export and 
import value corresponding to Indonesian economic requirement and the recovery 
of capital flow to home. The impact in political sector included: (a) New Order 
Government used economic development to strengthen its legitimacy; (b) New 
Order Government created civil bureaucracy that was effective and loyal to the 
executive power to support the economic development program; (c) New Order 
occurred as the authoritarian bureaucratic country (NBO) as the consequence of 
political stability establishment supporting the economic development; and (d) the 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Dalam tahap awal, perkembangan negara yang sedang berkembang 
tampaknya mengalami kesulitan dalam proses pembentukan sistem 
kenegaraannya. Konsep-konsep Barat, khususnya demokrasi liberal dicangkohkan 
untuk menciptakan partisipasi politik masyarakat secara luas. Namun di negara 
sedang berkembang partai-partai politik ini gagal untuk menciptakan integrasi 
politik, bahkan lebih banyak menimbulkan krisis. Usaha-usaha untuk mengatasi 
integrasi sosial, dalam perkembangan politik pada tahun 1950-an dan 1960-an, 
diartikulasikan dalam bentuk munculnya pemimpin yang kharismatik, 
pembentukan partai tunggal atau front nasional serta tampilnya kekuatan militer 
yang berhasil melakukan proses integrasi ke dalam sehingga membentuk politik 
yang kohensif. Namun pada umumnya, pemusatan pada pembangunan politik dan 
integrasi sosial ini telah menimbulkan kelalaian dalam proses perkembangan 
ekonomi. Oleh karena itu seringkali timbul issu politik yang dilatar belakangi oleh 
masalah-masalah ekonomi yang menyebabkan goncangan situasi politik. (M. 
Dawan Raharjo, 1987: 79) 
Stabilitas politik sebagai aspek pendukung perkembangan ekonomi yang 
seharusnya sebagai dasar perkembangan ekonomi. Oleh karena itu fokus 
penilaiannya diarahkan pada hasil ekonomi itu sendiri. Suksesnya perkembangan 
ekonomi dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi. Apabila angka-angka 
indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif, maka kebijakan 
politik yang ditetapkan dapat dilegitimasikan. (M. Dawan Raharjo, 1987: 60) 
Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, dalam 
perkembangannya menunjukkan suatu pola hubungan dua arah saling 
mempengaruhi antara ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam 
arti, ketidakstabilan politik mendorong terjadinya ketidakstabilan ekonomi, 
sementara itu ketidakstabilan ekonomi juga merupakan faktor utama yang 
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mempengaruhi ketidakstabilan politik. (Dumairy, 1997: 1) Perkembangan politik 
Indonesia semenjak merdeka, perhatian masyarakat terhadap politik lebih banyak 
terangsang daripada perhatian kepada pembangunan ekonomi. (Arbi Sanit, 2003: 
4) Oleh karena itu perkonomian sering bergerak ke arah ketidakpastian mengikuti 
iklim politik yang selalu tidak stabil.  
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai dimulainya masa Demokrasi 
Terpimpin telah membawa perubahan mendasar pada bidang politik dan ekonomi 
di Indonesia. Perkembangan politik pada Demokrasi Terpimpin melibatkan tiga 
aktor politik utama yaitu Presiden Soekarno, Militer, dan PKI. Hubungan 
kekuasaan yang kompetitif menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisien 
pemerintah. Kebijakan yang seharusnya untuk kepentingan nasional, seperti 
pembangunan ekonomi sering kali dikesampingkan untuk menjanjikan 
keuntungan jangka pendek bagi kepentingan golongan yang memperebutkan 
kekuasaan. Pemerintah selalu menunda keputusan-keputusan ekonomi untuk 
menjaga keseimbangan politik tersebut. Dengan kata lain keseimbangan politik 
dijaga dengan mengorbankan keseimbangan ekonomi. (Mohtar Mas’oed, 1989: 
47) 
Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin sangat dikuasai 
kepentingan-kepentingan politik. Misalnya, pembiayaan politik pembebasan Irian 
Barat dan konfrontasi dengan Malaysia, proyek-proyek mencusuar untuk 
memberikan kesan modern di mata dunia luar dan pemberian proteksi perusahaan-
perusahaan negara yang tidak efisien hanya karena idiologi bahwa negara harus 
memagang peranan perekonomian. (Herbert Feith, 1963: 99). Bahkan karena 
ingin menghancurkan imperalisme dan perjuangan nasional untuk menyelesaikan 
revolusi Indonesia. Pemerintah memutuskan kebijakan ekonomi militan dan 
tindakan radikal anti-imperalis dan tidak mengindahkan paket-paket stabilitas 
ekonomi dari IMF. (Yahya Muhaimin, 1991: 271) 
Dengan kuatnya unsur-unsur politik dari Presiden Soekarno yang tidak 
diimbangi pertimbangan-pertimbangan ekonomi telah menyebabkan inflasi yang 
parah bagi Indonesia. Gejala-gejala tersebut karena bertambah cepatnya peredaran 
jumlah uang pada tahun 1954 sebesar 11 milyar, setelah 12 tahun kemudian 
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meningkat menjadi 20.550 milyar. Pembengkakan biaya pemerintah yang jauh 
lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan, mengakibatkan defisit anggaran 
belanja besar-besaran. Defisif anggaran ini telah meningkat dari hanya 63 % dari 
penerimaan pemerintah dalam tahun 1962 menjadi 127 % dalam tahun 1966. 
Yang paling memberatkan sebagian besar defisit itu ditutup bukan menarik pajak, 
melainkan dengan mengambil uang dari Bank Sentral dan mencetak uang baru. 
(Mohtar Mas’oed, 1989: 65) Peningkatan jumlah uang yang beredar diikuti oleh 
bertambahnya hasrat konsumsi masyarakat. Terciptanya permintaan efektif 
masyarakat tanpa disertai peningkatan produksi, sebalilknya permintaan uang 
terus menurun. Konsekuensinya nilai uang menurun sedang harga-harga 
meningkat 30 – 50 % per bulan. Hal ini diperparah dengan tidak ada pengendalian 
jumlah uang yang dari pemerintahan. Selain itu laju pertumbuhan ekonomi yang 
terjadi selama periode 1962-1966 adalah kurang dari 2 %, yang berarti lebih 
rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan 
terjadinya penurunan pendapatan per kapita. (Arifin M Siregar dalam Hendra 
Esmara, 1987: 158) 
Kebijakan pemerintah dalam menutup defisit dengan mencetak uang itu 
dilakukan dengan berbagai cara bahkan dengan terlebih dahulu mengubah 
undang-undang. Hal ini merupakan suatu tindakan yang secara moneter sangat 
disesalkan. Sebab dalam kerangka pengawasan keuangan negara, pada tahun 1953 
telah berhasil dibuat UU tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang diberi 
hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas bank, sehingga pemerintah tidak 
mempunyai akses langsung ke Percetakan Kebayoran yang mencetak uang kertas 
di Indonesia. Tetapi ternyata UU tersebut diubah sedemikian rupa sehingga 
pemerintahan memiliki akses langsung terhadap percetakan uang. (Radius 
Prawiro, 1998: 46) 
Dengan perubahan-perubahan undang-undang tersebut, kewenangan BI 
untuk mengatur peredaran uang dan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan 
undang-undang menjadi lunak. Bahkan BI yang menjadi pemegang otoritas dalam 
pengendalian peredaran uang menjadi mandul. Intervensi kekuasaan dalam bidang 
moneter menjadi besar (Radius Prawiro, 1998: 49)  
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Bank Sentral yang diharuskan mengusahakan penjaminan uang yang 
beredar dengan emas atau alat pembayaran yang convertible dari tahun 1958 
sampai 1965 menunjukkan penurunan cadangan emas yaitu pada tahun 1965 
pemerintah hanya memiliki cadangan emas sebesar 0,02 % dari jumlah uang yang 
beredar. Kecilnya cadangan emas tersebut sebagai deking jumlah uang yang 
beredar menunjukkan bahwa situasi moneter begitu parah. Padahal perudang-
undangan mensyaratkan jaminan emas itu sebesar 20 % dari uang yang beredar. 
(Radius Prawiro, 1998: 51)  
Cadangan devisa yang sebetulnya bagi suatu negara menjadi jaminan 
solvabilitas dalam pembayaran luar negeri mengalami defisit. Cadangan devisa di 
tahun 1960 sebanyak $ 326,4 juta merosot begitu cepatnya mencapai suatu value 
yang sangat mencemaskan sebesar hanya $ 8,6 juta. Keadaan ini jelas 
membayangkan insolvensi Indonesia yang sangat sedih, melihat cadangan devisa 
yang sangat tipis dengan sisa hutang yang harus dilunasi sebesar $ 2,5 milyar. 
(Kompas, 27 Juni 1966) 
 Pengawasan devisa yang ketat disertai kurs devisa multipel yang 
dimaksudkan untuk mengatur pembagian cadangan devisa yang semakin langka, 
telah menyebabkan kurs pasar gelap. Sebagai akibatnya, pelarian modal ke luar 
negeri dan kegiatan-kegiatan spekulatif tidak dapat dielakkan lagi. Masalah-
masalah ini semakin dipertajam dengan sering ikut campurnya pemerintah dalam 
perekonomian, yang dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak sektor swasta. 
(Arifin M Siregar dalam Hendra Esmara, 1987: 158) 
Situasi yang tidak normal tersebut, menyebabkan masyarakat Indonesia 
sedikit sekali menyalurkan tabungannya melalui sistem perbankan. Investor lebih 
senang menanamkan tabungannya dalam beberapa jenis komoditi, hal ini untuk 
mendapatkan laba yang tinggi dengan penjualan komoditi tersebut. Sebagai 
akibatnya sistem perbankan berada dalam posisi yang tidak mampu menarik 
deposito maupun tabungan dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan 
pinjaman bagi para nasabahnya. (Arifin M Siregar dalam Hendra Esmara, 1987: 
158) 
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Situasi politik yang memang tidak menentu pada masa Demokrasi 
Terpimpin dan pengelolaan ekonomi yang tidak rasional, serta inflasi yang 
menimbulkan kebobrokan ekonomi menyebabkan terbentuknya masyarakat yang 
korup serta terjadinya demoralisasi. Kondisi tersebut secara jelas diungkapkan 
oleh Radius Prawiro sebagai berikut (1998 : 36):  
“Kita telah tahu bahwa arus inflasi itu sendiri yang menghebat itu akhirnya 
bermuara dalam masyarakat yang penuh dengan korupsi dan demoralisasi. 
Korupsi ini selanjutnya merusak akhlak baik pada penjabat-pejabat 
maupun sebagian rakyat yang ikut menyalahkan keadaan itu. Korupsi ini 
menimbulkan pembagian rezeki yang pincang, yang akhirnya 
mengakibatkan ketidakadilan sosial. Ya, dalam alam inflasi ini segolongan 
kecil yang sudah kaya bertambah menjadi kaya, sedangkan yang 
mayoritas rakyat seperti pegawai negeri yang jujur, rakyat pekerja dan 
rakyat miskin makin sengara dan menderita”.  
 
Dari latar belakang di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut kebijakan 
moneter di Indonesia dan dampaknya di bidang politik dan ekonomi. Untuk itu 
penulis membatasi penelitian ini pada kebijakan moneter pada masa pemerintahan 
Soeharto tahun 1966-1971 serta dampaknya di bidang ekonomi dan politik.  
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan 
masalah sebagai berikut:  
a. Apakah yang melatarbelakangi diberlakukannya kebijakan moneter pada 
masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971? 
b. Bagaimanakah kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 
1966-1971?  
c. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan moneter pada masa pemerintahan 
Soeharto tahun 1966-1971? 
d. Bagaimanakah dampak kebijakan moneter pada masa pemerintahan 




C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penulisan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan latarbelakang diberlakukannya 
kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971. 
2. Untuk mengetahui kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto 
tahun 1966-1971. 
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kebijakan moneter pada masa 
pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971. 
4. Mengetahui dampak kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto 




Manfaat dari penelitian ini adalah :  
1. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 
penulis mengenai kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto 
tahun 1966-1971 secara ilmiah. 
b. Hasil penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar 
sarjana pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
 
2. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi terutama bagi para 
mahasiswa pendidikan studi sejarah agar memperluas cakupan penelitian, 
tidak hanya pada penelitian sejarah politik namun juga sejarah ekonomi. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara 
ilmiah bahwa kebijakan moneter sangat berperan penting dalam 










a. Pengertian Pemerintahan 
Menurut Poerwadinata dalam S. Pamudji (1993: 3) pemerintahan berasal 
dari kata pemerintah sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Adapun arti 
kata tersebut adalah: (a) perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh 
melakukan atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara; (2) pemerintahan 
adalah perbuatan, prihal, cara, perbuatan, urusan suatu badan untuk memerintah.  
Pengertian pemerintahan menurut pendapat Kuntjoro Prabopranoto 
dalam Sumdodo Tikok (1998: 167) sebagai berikut: 
“Pemerintahan dalam arti luas (regering atau government) adalah 
pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-
petugas yang diserahi wewenang mencapai tugas negara. Dalam arti 
sempit (bestuur atau government) mencakup organisasi-organisasi 
fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan ini dapat dipandang 
sejajar atau berhadapan dengan fungsi dan tugas perundang-undangan 
maka tugas pemerintah dapat diartikan secara negatif adalah tugas 
penguasa yang bukan peradilan atau perundang-undangan penguasa atau 
overheid disini diartikan dengan kekuasaan keseluruhan organisasi yang 
berbentuk dengan tujuan untuk menyusun dan menegakkan masyarakat 
dalam satu wadah negara. Singkatnya, pemerintahan mempunyai 
kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif yang ketiganya merupakan 
cabang pemerintahan”. 
 
Menurut S. Pamudji (1983: 2) pengertian Pemerintahan dalam arti luas 
adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan 
negara (tujuan nasional), sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah 
perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam 




Sedangkan Samuel Edward Finex (1992: 23) menyatakan istilah 
goverment (yang sering diartikan pemerintah atau pemerintahan) paling sedikit 
memiliki empat arti yaitu sebagai berikut: (1) menunjukkan kegiatan atau proses 
memerintah yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain; (2) menunjukkan 
masalah-masalah hal ihwal negara didalamnya ada kegiatan atau proses; (3) 
menunjukkan orang-orang yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah; (4) 
menunjukkan cara, metode untuk memerintah suatu masyarakat tertentu. Dari 
difinisi Finex tersebut, tampak bahwa dia mengakui ada pemerintah dan 
pemerintahan dalam arti luas. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit menurut 
tata hukum negara positif Indonesia terdiri dari presiden, wakil presiden, dan 
menteri-menterinya. Hal ini berlaku bagi negara-negara pada umumnya, baik yang 
menganut pemerintahan presidensiil maupun yang menganut pemerintahan 
parlementer, akan tetapi yang maksud dengan pemerintahan dalam arti sempit 
adalah perdana menteri dengan kabinetnya.  
Dari pendapat diatas dapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 
pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta koordinasi badan-badan tersebut untuk 
mencapai tujuan nasional dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi suatu negara. 
 
b. Pengertian Kebijakan  
Menurut Arief Budiman (2002: 89), menyatakan bahwa kebijakan 
merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan 
dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah 
proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara 
pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang 
dilibatkan dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi. 
Menurut Miriam Budiardjo dan Tri Pujiastuti (1996: 229), menyatakan bahwa 
kebijakan (policy) merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui pemilihan 
alternatif yang tersedia dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dengan demikian kebijakan akan 
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menyangkut dua aspek besar yaitu proses pelaksanaan serta dampak dari 
pelaksanaan keputusan itu. Menurut William I. Jenkins dalam Solichin Abdul 
Wahab (1990: 22) kebijakan adalah seperangkat keputusan yang saling 
berhubungan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan 
dengan pemilihan tujuan dan sarana pencapaiannya dalam suatu situasi khusus 
dimana keputusan-keputusan itu seharusnya, secara prinsip, berada dalam 
kekuasaan para aktor tersebut untuk pencapaiannya.  
Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan 
adalah seperangkat keputusan yang dibuat oleh suatu negara demi mencapai cita-
cita masyarakatnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat birokrasi atau 
aktor yang berkepentingan di dalamnya untuk menangani permasalahan yang 
timbul. 
 
c. Kebijakan Pemerintah 
Menurut C.F. Strong yang dikutip oleh S. Pamudji (23-24) bahwa 
Pemerintah mempunyai hak, tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur 
kehidupan negara. Pemerintah mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan 
berdaulat atau tertinggi oleh karena itu pemerintah diberi tanggung jawab untuk 
pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, dari dalam dan luar negeri. 
Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah harus memiliki (1) kekuasaan militer 
atau pengawasan atas keamanan negara; (2) kekuasaan legislatif atau pembuatan 
hukum atau keputusan; (3) kekuasaan keuangan, yaitu kesanggupan memunggut 
uang yang cukup untuk mempertahankan negara dan menegakkan hukum yang 
dibuat oleh negara. Oleh karena itu, wewenang pemerintah dalam hal ini 
diwujudkan dalam bentuk pembuatan kebijakan pemerintah ataupun peraturan 
pemerintah.  
Menurut Robert P Clark (1989: 83), Kebijakan Pemerintah yang 
dimaksud adalah kebijakan untuk mewujudkan dan mengarahkan proses 
modernisasi dimana harus diperlihatkan sifat dari kultur politik, interaksi antara 
kegiatan mental yang berbeda-beda tingkatannya dan sifat penggerak perubahan 
sosial untuk mencapai cita-cita, tujuan, prinsip, dalam usaha mencapai sasaran 
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yang diinginkan, sedangkan menurut Hochman dan Person yang dikutip dari Jan 
Erik Lane dan Staven Ersson (1994: 2-3), Kebijakan Pemerintah artinya negara 
atau Pemerintah pada akhirnya mampu mengusahakan redistribusi pendapatan dan 
kemakmuran melalui instrumen anggaran, jadi Pemerintah yang mampu 
mengambil sebagian kekayaan dari pihak yang berlebih (melalui pajak) dan 
membaginya kepada kelompok sosial yang kekurangan (melalui progam-program 
tunjangan bahkan kesejahteraan sosial).  
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988: 111), 
Kebijakan Pemerintah (Government Policy) adalah setiap keputusan yang 
dilakukan oleh Pejabat Pemerintah/Negara atas nama instansi yang dipimpinanya 
(Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen, Dirjen dan sebagainya) dalam rangka 
melaksanakan fungsi umum pemerintahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu; 
atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan 
perundangan yang telah ditetapkan, dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan 
perundangan tertentu atau bentuk keputusan formal tertentu.  
 
d. Pola Kepemimpinan Dalam Pembuatan Kebijakan 
Di negara-negara berkembang, pemerintah diharapkan lebih banyak 
mewujudkan tugas kepemimpinannya untuk memperbaiki kondisi politik, 
ekonomi, sosial masyarakat. Menurut Likert yang dikutip oleh Albert Widjaja 
(1982: 75) membedakan empat pola kepemimpinan dan masing-masing 
mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap yang dipimpin. Ke-empat macam 
pola kepemimpinan adalah: 
1) Otoriter ekploitatif 
Tipe pemimpin ini hanya memperhatikan kepentingan pimpinan 
dan statusnya. Kebijakannya banyak mengandung pembatasan dan 
ancaman dan ancaman tersebut menumbuhkan ketakutan agar tercipta 
kepatuhan dari pengikutnya. Komunikasi pola kepimpinanan ini pada 
umumnya mengarah dari atas ke bawah, baik secara komando maupun 
informasi. Kebijakan dan program selalu datang dari atas ke bawah. Selain 
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itu yang dipimpin selalu mengganggap sepi kebijakan-kebijakan karena 
merasa sebagai bagian dari organisasi.  
2) Otoritas setengah hati 
 Tipe pemimpin ini lebih lunak dari otoriter dimana pemimpin 
lebih sensitif pada kebutuhan bawahan. Pemimpin berkenan percaya pada 
bawahan, keputusan masih berada ditangan pemimpin, namun bawahan 
diberi kesempatan turut dalam memberikan masukan atas keputusan itu.  
3) Konsultatif 
Tipe pemimpin ini dalam komunikasi dari bawah ke atas, dimana 
pemimpin masih memberikan kesempatan pada bawahan menyampaikan 
masukan. Keputusan berada di tangan pemimpin, namun bawahan 
memiliki andil dalam keputusan tersebut.  
4) Kelompok partisipatif 
Tipe pemimpin ini melihat bahwa motivasinya (kepentingan 
ekonomi, politik, sosial) tidak jauh berbeda dengan motivasi yang 
dipimpin serta dengan tujuan organisasi. Tipe pemimpin ini mengambil 
bagian dalam usaha bersama secara lumes dan bekerja sama secara kreatif 
dengan yang dipimpin. Kebijakannya tidak dipandang sebagai perintah 
akhir, tetapi terbuka bagi penyempurnaan dan peningkatan sesuai dengan 
tanggapan-tanggapan dan perubahan sosial.  
Herbert Feith, membedakan tipe kepemimpinan menjadi dua yaitu tipe 
administrator dan solidarity makers. Dalam tipe adminsitrator kepemimpinan 
didefinisikan lebih sebagai kemampuan untuk menciptakan negara modern 
dengan segala perangkat teknis-administratifnya pemimpin, dalam tipe itu, 
bukanlah seseorang yang menguasasi retorika dan teknik-teknik persuasi. 
Walaupun memiliki kekuasaan politik yang amat besar, ia sesungguhnya adalah 
seorang nonpolitisi par excellence, teknokrat, birokrat, militer. Keahliannya 
bukanlah dalam membujuk dan merayu masyarakat, tetapi dalam memecahkan 
masalah teknis – dengan duduk di belakang meja – serta merealisasi wewenang 
birokratisnya. Tipe adminsitrator lebih mementingkan bidang pembangunan 
ekonomi, melihat keadaan negaranya, pembangunan ekonomi harus dijalankan 
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secara bertahap dan mau menerima modal asing dan tenaga asing. (www//http. 
article &id=226:tipe-kepemimpinan-baru&catid=46:tulisan-rm&Itemid=120) 
Menurut Herbert Feith yang dikutip oleh Moedjanto (1989: 80), tipe 
solidarity maker merupakan kebalikan dari tipe administrator. Dalam tipe 
solidarity maker kepemimpinan lebih sebagai penganjur persatuan karena 
mempunyai kemampuan untuk mempersatukan berbagai golongan yang memiliki 
hubungan sangat akrab dengan massa, mempunyai kemampuan berbicara tentang 
berbagai ide, gagasan atau memberi harapan-harapan yang muluk-muluk, tetapi 
tidak mempunyai kecakapan untuk mewujudkannya. Dalam bidang pembangunan 
kurang praktis-rasional dan menekankan sikap sentimentil terhadap modal dan 
tenaga asing secara tegas. Karena akan mengurangi kedaulatan 100%. 
 
e. Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah 
Masyarakat di negara berkembang pada umumnya adalah masyarakat 
bekas jajahan yang baru memperoleh status kemerdekaan seusai Perang Dunia II. 
Setelah memperoleh kemerdekaan negara sedang berkembang dihadapkan tugas-
tugas perumusan kebijakan-kebijakan ataupun meneruskan kebijakan-kebijakan 
sebelumnya yang berkaitan dengan perancangan dan pemantapan lembaga-
lembaga politik dan birokrasi, meningkatkan pembaruan sosial dan membangun 
sektor-sektor ekonomi, baik yang berkaitan dengan sektor pertanian dan industri. 
Selain itu juga dihadapkan tugas-tugas untuk memelihara kelangsungan hidup 
sistem politik ditengah-tengah suasana kecurigaan politik dari dalam dan luar 
negeri. Kebijakan di negara berkembang dengan demikian merupakan suatu usaha 
besar-besaran dan ambisius yang dimaksudkan untuk mampu memecahkan 
beraneka ragam tuntutan serta sekaligus mampu memecahkan masalah yang 
kompleks. (Solichin Abdul Wahab, 1990: 147) 
 Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988: 111) 
bahwa ruang lingkup kebijakan pemerintah itu sendiri sangat luas, baik mengenai 
substansi (politik, ekonomi, sosial, administrasi negara dan sebagainya) maupun 
strata (kebijakan strategis, kebijakan manajerial, kebijakan teknis operasional) 
 xxviii 
atau status hukumnya (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Presiden, Instruksi, Keputusan Menteri, dan sebagainya).  
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988: 124-126) 
ditinjau dari stratifikasi kebijakan pemerintah dibedakan menjadi tiga yaitu:  
1) Kebijakan Strategis, yaitu kebijakan jangka panjang (10-20 tahun 
atau lebih) dan jangka sedang (3-5 tahun) serta kebijakan yang 
dilakukan oleh MPR dan Presiden. 
2) Kebijakan Manajerial, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Presiden 
atau para Menteri Negara.  
3) Kebijakan Teknis Operasional, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh 
para Dirjen, Gubernur, Bupati dan sebagainya.  
Berbagai kebijakan pemerintahan yang dikelompokkan berdasar 
stratifikasi kebijakan pemerintah diatas, dapat juga dikelompokkan menurut sifat-
sifat tertentu yaitu keterlibatan pemerintah (eksekutif) dalam pelaksanaan 
kebijakan menjadi tiga yaitu: 
1) Kebijakan Langsung, yaitu kebijakan dimana utnuk mencapai tujuan-
tujuan yang diinginkan, Pemerintah melakukan sendiri berbagai 
keputusan, dan aturan yang terdapat dalam kebijakan.  
2) Kebijakan Tidak Langsung, yaitu kebijakan dimana untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang diinginkan, pemerintahan tidak melaksanakan 
sendiri kebijakan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau 
tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah yang sesuai dengan 
tujuan yang dinginkan.  
3) Kebijakan Campuran, yaitu kebijakan dimana untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang diinginkan, terbuka kesempatan baik dari 
pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan ataupun campuran 
dari keduanya.  
 
Lebih lanjut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988: 124) 
menyatakan bahwa ditinjau dari substansi kebijakan pemerintah antara lain 
politik, ekonomi, sosial, adminsitrasi negara, kebijakan keuangan. Menurut Prof. 
Drs S. Pamudji aspek dari kebijakan pemerintah berupa lingkungan fisik dan 
lingkungan nonfisik (sosial). Lingkungan sosial meliputi aspek idiologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Selain itu, lingkungan sosial tersebut dapat 
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berupa lingkungan sosial dalam negeri dan lingkungan sosial internasional. Dalam 
penelitian ini kebijakan pemerintah yang relevan berwujud antara lain:  
1) Kebijakan Ekonomi 
Indonesia pada waktu itu dapat dikatagorikan sebagai negara 
berkembang. Negara berkembang adalah negara yang mempunyai 
pendapatan per kapita riil relatif rendah dibanding negara-negara maju. 
Menurut Bauer dan Yamey, negara yang pendapatan per kapita rendah di 
ukur dengan standar pendapatan per kapita Amerika Utara, Eropa Barat 
dan Australia. Dimana pendapatan per kapita AS saat itu di atas 2000 
dolar per tahun. Sedangkan negara berkembang pendapatan per kapita di 
bawah 200 dolar per tahun. (M. L. Jhingan, 1994: 15) Penduduk negara 
berkembang umumnya mempunyai tingkat kesehatan yang rendah, 
tingkat melek huruf yang masih terbatas dan hidup dalam rumah-rumah 
buruk dengan pangan yang kurang bergizi.  
Liner mengemukakan kreteria negara berkembang yang dikutip 
oleh M. L. Jhingan (1994: 15) sebagai berikut: 
1. Negara berkembang ditekan kemiskinan yang tercemin 
dalam pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita 
rendah ini lebih jauh tercermin pula dalam stadar kehidupan 
yang rendah pula. 
2. Standar kehidupan rakyat yang rendah. Di negara seperti ini 
makanan merupakan jenis konsumsi utama dan sekitar 75% 
dari pendapatan dibelanjakan untuk makanan dibandingkan 
dengan hanya 20% di negara maju. Karena tidak adanya 
makanan bergizi seperti daging, telur, ikan, susu, 
kebanyakan rakyat menggantinya dengan bijian dan telur. 
3. Di negara berkembang, dua pertiga atau lebih penduduknya 
tinggal di pedesaan dan mata pencaharian utama adalah 
pertanian. Pertanian sebagai mata pencaharian pokok 
kebanyakan tidak bersifat produktif, terutama karena 
dilakukan dengan cara kuno dan metode produksi usang 
serta ketinggalan zaman.  
4. Negara berkembang mengkhususkan diri pada produksi 
bahan mentah dan pangan, namun sebagian lain 
mengkhususkan pada produksi primer seperti barang 
tambang. Selain itu, juga sektor sekunder dengan industri 
barang konsumsi sederhana dan ringan, tekstil.  
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Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus 
membawa perubahan keadaan tersebut ke arah yang lebih baik. Dalam 
hal ini Pemerintah berkewajiban membawa rakyatnya pada kemakmuran 
dan kesejahteraan. Kebijakan Pemerintah dalam perkembangan ekonomi 
di negara berkembang memerlukan kerja keras guna memperlancar 
proses pembangunan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam bidang 
ekonomi secara umum terdiri dua jenis yaitu: 
a). Kebijakan Ekonomi Makro 
Kebijakan ekonomi makro adalah tindakan-tindakan 
Pemerintah yang berupa usaha untuk mempengaruhi variabel-
variabel ekonomi agregratif (tingkat pendapatan nasional, tingkat 
kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, 
investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat bunga, neraca 
pembayaran internasional, stok kapital nasional, hutang 
pemerintah) dalam suatu negara sehingga tercapai tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan. (Dr. Soediyono Reksoprayitno, 1982: 14) 
b). Kebijakan Ekonomi Mikro 
Kebijakan ekonomi mikro adalah tindakan-tindakan 
Pemerintah yang berupa keputusan-keputusan yang ada 
hubungannya dengan aspek-aspek paling kecil dalam kegiatan 
suatu perekonomian, seperti kegiatan para pembeli dan para 
penjual dalam suatu pasar, cara seorang pengusaha menentukkan 
tingkat produksinya, proses penentuan tingkat upah dalam pasar 
tenaga kerja dan sebagainya. (Sadono Sukirno, 1985: 13)  
Menurut Sadono Sukirno (1985: 248-249) Pemerintah 
dalam memutuskan kebijakan ekonomi mikro harus 
memperhatikan teori ekonomi mikro yaitu:  
(1) Teori harga, yaitu menjelaskan proses penentuan 
tingkat harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan 
di pasar.  
(2) Teori produksi, yaitu menjelaskan tentang cara seorang 
produksen menentukan tingkat produksi yang akan 
memberikan keuntungan maksimal dan cara seorang 
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produsen memilih faktor–faktor produksi sehingga 
meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan.  
(3) Teori distribusi, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang 
menentukan pendapatan masing-masing faktor 
produksi. 
 
2) Kebijakan Politik 
Pemerintah dalam arti eksekutif memegang peranan yang sangat 
penting dalam mengarahkan dan membawa masyarakat secara 
keseluruhan ke arah tujuan tertentu. Tujuan akan diwujudkan melalui 
serangkaian kebijakan. Rencana pelaksanaan pencapaian tujuan dengan 
demikian menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam keadaan tidak ada 
kestabilan politik, maka eksekutif cenderung bersifat kompromistik 
dalam mengambil kebijakan atau tidak bertindak tegas, karena lebih 
memperhatikan jabatannya daripada bertindak tegas, akibatnya segala 
programnya menjadi buyar ditengah jalan. Ketenangan dan kesungguhan 
kerja sukar diwujudkan dalam keadaan instabil. Di negara sedang 
berkembang pertumbuhan ekonomi yang berimbang perlu diwujudkan, 
sehingga akhirnya akan menunjang pertumbuhan bidang sosial-politik. 
Di lain pihak pertumbuhan bidang politik, misalnya pengukuhan institusi 
pemilihan umum sebagai salah satu bentuk partisipasi politik, juga akan 
menyebabkan perasaan disertakannya rakyat dalam masalah politik. Ini 
akan menyebabkan rakyat sedikit banyak merasakan bahwa tindakan 
serta keputusan pemerintah ada hubungannya dengan tuntutan 
masyarakat. Dengan demikian timbullah semacam dukungan yang 
merupakan suatu ukuran lain bagi stabilitas politik (Rusadi Kantaprawira, 
1988: 180). Menurut Albert Wijaja (1982: 53-54), Kebijakan Pemerintah 
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan politik ibarat dua sejoli 
yang kait mengkait dan tidak mungkin dipisahkan. Artinya kebijakan 
politik dan ekonomi merupakan bagian-bagian yang terpadu karena 
setiap Pemerintah mengambil suatu keputusan dalam perekonomian 
maka setiap situasi politik akan ikut berpengaruh didalamnya. Tujuan 
ekonomi dapat tercapai melalui kebijakan stabilitas politik untuk 
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mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sebaliknya seperti 
peningkatan kegiatan perusahaan negara demi pemeliharaan sistem 
ekonomi sosial, ini merupakan sasaran politik. Sasaran lain dari 
kebijakan politik seperti tujuan stabilitas politik tidak akan membawa 
perbaikan kecuali program politik tadi disertai kebijakan dan program 
ekonomi. 
Arbi Sanit (2003: 2), mengemukakan bahwa stabilitas politik 
ditentukan oleh 3 variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni 
perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlembagaan 
baik struktur maupun proses politik, dan partisipasi politik. 
Perkembangan ekonomi yang baik yang tidak diimbangi oleh perluasan 
partisipasi masyarakat secara politik, sukar juga diharapkan 
terpeliharanya kestabilan politik. Sebab masyarakat yang sudah 
merasakan perbaikan ekonomi, mulai memberikan perhatian pada hak-
haknya yang lain di luar lingkungan ekonomi itu sendiri. Untuk 
menunjang hal tersebut pemerintah membentuk perlembagaan politik 
bagi partisipasi politik. Dalam keadaan stabilitas politik telah tinggi, 
maka partisipasi politik yang tinggi dapat dipelihara sekiranya partisipasi 
tersebut diimbangi oleh perkembangan pelembagaan politik. Hal ini 
mengandung pengertian bahwa masyarakat yang ingin mengambil bagian 
di dalam proses politik diberi kesempatan melalui lembaga-lembaga 
politik yang dibangun sesuai dengan pertumbuhan kekuatan-kekuatan 
politik yang terjadi didalam masyarakat.  
3) Kebijakan Sosial 
Kebijakan sosial adalah tindakan-tindakan pemerintah berupa 
keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan aspek-aspkek sosial, 
diantaranya:  
a) Faktor manusia 
Mengenai berbagai aspek lingkungan sosial budaya yang 
mempengaruhi cara manusia merasakan kebutuhan dan 
mewujudkannya dalam program-program pembangunan.  
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b) Pemenuhan kebutuhan sosial 
Mengenai pelayanan sosial (kesejahteraan sosial, 
pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, pengadaan air 
bersih, rekreasi serta pelayanan sosial lainnya). 
c) Keadilan sosial 
Mempertimbangkan dampak apa yang mungkin timbul 
dengan adanya berbagai ketimpangan antar individu atau 
kelompok.  
d) Pembangunan manusia seutuhnya 
Mengenai pembangunan untuk setiap warga negara, baik 
secara material dan spiritual yang dilakukan terus menerus dan 
terpadu.  
(Diana Conyers, 1991: 93-94) 
Kebijakan pemerintah sering lebih memberikan prioritas 
pembangunan ekonomi dari pada pembangunan sosial. Artinya 
pembangunan sosial masih tergantung pada pencapaian pembangunan 
ekonomi. Misalnya jika pendapatan individu meningkat sehingga 
individu memiliki uang untuk memanfaatkan dalam segi peningkatan 
status sosial, sedangkan untuk tingkat nasional dengan naiknya 
pendapatan nasional dapat digunakan pemerintah untuk membiayai 
pengadaan pelayanan-pelayanan sosial seperti seperti pelayanan dibidang 
pendidikan, kesehatan, perumahan, penyediaan sarana air bersih, dan 
bantuan kesejahteraan rakyat. Selain itu, masalah-masalah ekonomi 
nampaknya lebih nyata dan sulit bagi politikus atau pemerintah untuk 
membiarkannya. Misalnya penurunan ekspor, semakin memburuknya 
neraca pembayaran, semakin tingginya inflasi, atau semakin besarnya 
tingkat pengangguran di perkotaan, maka semua pihak akan semakin 
menyadari kenyataan bahwa telah timbul desakan dari rakyat untuk 
memperbaiki situasi itu. Terlebih lagi negara-negara berkembang sering 
mendapat tekanan dari negara-negara kreditor atau negara-negara 
pemberi bantuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian 
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negaranya. Negara-negara berkembang harus mencapai suatu tingkat 
pendapatan nasional yang logis agar dapat membayar bunga pinjaman 
sebelumnya serta menyakinkan para kreditor bahwa negara tersebut 
adalah negara penghutang yang dapat dipercaya. (Diana Conyers, 1991: 
115-117).  
Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di negara 
berkembang dalam bidang politik, ekonomi dan sosial memang mempunyai 
hubungan yang erat, dimana kebijakan politik merupakan bagian-bagian yang 
terpadu dengan kebijakan ekonomi sedangkan kebijakan sosial sering kali 
mengikuti pencapaian pembangunan politik dan ekonomi.  
 
2. Ekonomi Makro 
 
a. Pengertian Ekonomi Makro 
Keadaan politik, sosial, dan militer suatu bangsa atau negara sangat 
tergantung pada keadaan perekonomiannya dan keberhasilan perekonomian 
negara itu sendiri terutama diukur dari ekonomi makro. Sejauh mana suatu negara 
memilih kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang tetap, sesuai masalah yang 
dihadapi negara tersebut, maka keberhasilan ekonomi makro dapat dirasakan. 
Menurut Paul A Samuelson dan William D Norhdaus (1991: 77), ekonomi makro 
mempelajari keseluruhan kehidupan ekonomi yang meliputi total output, 
pengangguran dan inflasi, jumlah uang yang beredar serta difisit anggaran 
perdagangan internasional dan keuangan. Sedangkan menurut Faried Wijaya 
(1992: 1-2), ekonomi makro membahas ekonomi secara keseluruhan tentang 
kehidupan ekonomi agregatif yang meliputi out put atau produksi total suatu 
negara, kesempatan kerja, dan pengangguran serta tingkat harga umum. Senada 
dengan pendapat diatas, menurut Dr Soediyono Reksoprayitno (1982: 14), 
ekonomi makro merupakan bagian dari pada ilmu ekonomi yang mengkhususkan 
mempelajari mekanisme beberjanya perkonomian secara keseluruhan. Sehingga 
hubungan-hubungan kausal yang dipelajari merupakan hubungan antar variabel-
veriabel ekonomi agregratif. Variabel-variabel ekonomi agregratif tersebut antara 
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lain: tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran 
konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, 
tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stok kapital nasional, hutang 
pemerintah.  
Sadono Sukirno (1985: 14), menjelaskan bahwa ekonomi makro 
membahas keadaan keseluruhan dari kegiatan sesuatau perekonomian, dan bukan 
bagian-bagian kecil dari ekonomi. Artinya ekonomi makro tidak membahas 
tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang produsen, seorang konsumen 
atau seorang pemilik faktor produksi. Selain itu, ekonomi makro dititikberatkan 
kepada akibat dari keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, 
pemerintah dan kegiatan perdagangan luar negeri secara keseluruhan. Dalam 
ekonomi makro tingkat kegiatan ekonomi negara tergantung kepada berbagai 
pengeluaran golongan masyarakat pada waktu itu. Pengeluaran-pengeluaran itu 
meliputi: pengeluaran rumahtangga, pengeluaran pengusaha, pengeluaran 
pemerintah dan ekspor ke negara-negara lain.  
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi makro 
adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatur, mempengaruhi dan 
menetapkan kegiatan ekonomi sebagai keseluruhan kehidupan ekonomi agregatif 
di dalam suatu negara.  
 
b. Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro 
Menurut Paul A Samuelson dan William D Norhdaus (1991: 78), untuk 
mengevaluasi keberhasilan ekonomi makro dapat memandang dari empat bidang 
yaitu out put, kesempatan kerja, stabilitas harga, dan perdagangan internasional. 
Tujuan utama ekonomi makro tersebut secara terperinci sebagai berikut :  
1). Output dan tingkat konsumsi yang tinggi dengan laju 
pertumbuhannya ekonomi yang cepat.  
2). Kesempatan kerja yang tinggi, dengan pekerjaan yang menarik dan 
pengangguran yang rendah. 
3). Stabilitas harga (atau laju inflasi yang rendah) dimana harga dan 
tingkat upah ditetapkan oleh mekanisme pasar bebas. 
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4). Menciptakan perdagangan internasional, baik dalam bidang barang 
dan jasa maupun permodalan, dimana ekspor seimbang dengan 
impor, dan kurs uang nasional terhadap berbagai valuta asing 
senantiasa stabil. 
Menurut Sadono Sukirno (2004: 22), bahwa tujuan kebijakan ekonomi 
makro dapat dibedakan menjadi lima, yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi, 
mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, menghindari masalah 
inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan mewujudkan 
kekukuhan pembayaran dan kurs valuta asing. Menurut Stephen M Goldfield 
(1989: 100), tujuan ekonomi makro adalah untuk menghindari penyakit ekonomi 
yaitu inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang suram, dan kesulitan 
dalam pembayaran internasional. Artinya sasaran-sasaran tersebut adalah 
stabiltias harga, full-empolyment, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan 
keseimbangan neraca pembayaran.  
 
c. Instrumen Kebijakan Ekonomi Makro 
Pemerintah memilih sejumlah instrumen untuk mempengaruhi kegiatan 
ekonomi makro. Instrumen kebijakan merupakan suatu variabel ekonomi yang 
berada dibawah kontrol pemerintah yang dapat mempengaruhi satu atau lebih 
sasaran ekonomi makro. Dengan memberlakukan atau mengubah kebijakan 
moneter, fiskal atau kebijakan yang lain, pemerintah dapat mengendalikan 
perekonomian menuju ke suatu komposisi tertentu yang diinginkan.  
1). Kebijakan Fiskal 
Kebijakan ini berisi dua instrumen pokok, yaitu belanja negara 
(government expenditure) dan sistem perpajakan. Yang termasuk dalam 
belanja negara adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan 
jasa untuk kepentingan nasional, misalnya pembelian persenjataan dan 
alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji 
pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Belanja negara 
merupakan instrumen pengukur seberapa besar peran sektor pemerintah 
dan sektor swasta, artinya berapa besar GNP dikonsumsi secara kolektif 
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daripada perseorangan (swasta). Dari perspektif ekonomi makro belanja 
negara juga merupakan penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, 
sehingga juga merupakan penentu tingkat GNP. 
Instrumen kedua kebijakan fiskal adalah perpajakan. Dalam teori 
ekonomi makro, pajak memainkan dua peran penting. Pertama, pajak 
akan cenderung mengurangi pengeluaran untuk konsumsi, menurunkan 
permintaan agregat, dan pada akhirnya menurunkan GNP aktual. Kedua, 
pajak juga berpengaruh pada harga pasar, sehingga akan mempengaruhi 
pula perilaku masyarakat. Sebagai contoh, semakin tinggi pajak yang 
dibebankan pada laba sektor usaha (bisnis), maka mereka tidak akan 
bergairah untuk melakukan investasi pada barang-barang modal baru. 
(Paul A. Samuelson & William D. Norhdaus, 1991: 84) 
2). Kebijakan Moneter 
Instrumen pokok kedua dari kebijakan makroekonomi adalah 
kebijakan moneter (monetary policy). Melalui kebijakan ini, Pemerintah 
melakukan pengetatan terhadap uang beredar nasional, kredit serta sistem 
perbankan. Menurut Sadono Sukirno (1981 : 261), kebijakan moneter 
adalah kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mempengaruhi 
penawaran uang dalam masyarakat atau dengan mempengaruhi tingkat 
bunga. Kebijakan moneter tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan: 
(a) merubah tingkat cadangan minimum bank-bank komersiil; (b) 
merubah tingkat bunga dari pinjaman Bank Sentral kepada bank-bank 
komersiil; (c) mengadakan operasi pasar terbuka; dan menentukan 
prioritas dari jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh bank-bank 
komersiil kepada langganannya (selective credit control). 
3). Kebijakan Ekonomi Internasional 
Kebijakan ekonomi internasional diterapkan jika perekonomian 
suatu negara menjadi semakin terkait dengan negara lain. Kebijakan 
tersebut digunakan sebagai upaya mempertahankan pasar valuta asing. 
Perangkat kebijakan ekonomi internasional antara lain: (1) kebijakan 
perdagangan, yang terdiri atas tarif, kuota, kebijakan lain yang 
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berhubungan dengan membatasi atau mendorong impor maupun ekspor; 
(2) pengelolaan pasar valuta asing, bahwa setiap negara melakukan 
perdagangan internasional dipengaruhi oleh nilai tukarnya, yaitu harga 
mata uang negara tersebut terhadap mata uang negara lain. 
4). Kebijakan Pendapatan 
Merupakan usaha Pemerintah untuk secara langsung 
mempengaruhi kecenderungan upah dan harga guna menekan laju inflasi 
yang akhirnya tercipta stabilitas harga.  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro bahwa 
tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu waktu tertentu tergantung pada pengeluaran 
berbagai golongan masyarakat pada waktu tersebut. Oleh karena itu tingkat 
produksi suatu negara ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat 
yang terdiri dari pengeluaran rumahtangga, pengeluaran penanamaan modal oleh 
pengusaha, pengeluaran pemerintah, ekspor ke luar negeri dan impor ke dalam 
negeri. Perubahan permintaan seluruh masyarakat tersebut akan menentukan 
pendapatan nasional. Apabila permintaan masyarakat sangat tinggi, golongan 
pengusaha akan menambah produksinya, selanjutnya akan mempertinggi 
pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Apabila permintaan masyarakat masih 
terus menerus bertambah lagi, permintaan tersebut akan melebihi kemampuan 
perekonomian itu untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Keadaan ini 
akan menyebabkan kenaikan harga-harga atau inflasi  
Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan campur tangan untuk 
mengatasi inflasi tersebut yaitu pemerintah harus berusaha mencipatakan tingkat 
kemampuan kerja penuh tanpa menimbulkan inflasi. Dua alat kebijakan ekonomi 
makro yang dapat digunakan Pemerintah untuk mengatasi inflasi yaitu kebijakan 
fiskal dan kebijakan moneter selain itu juga pemerintah menjaga keseimbangan 






3. Kebijakan Moneter 
 
a. Pengertian Kebijakan Moneter 
Pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi makro yaitu inflasi 
(harga-haraga naik) atau deflasi (harga-harga umum turun) dengan tujuan utama 
di tingkat makro adalah stabilitas harga. Dengan konsepsi umum pada waktu itu 
adalah sedernana, masalah itu timbul karena jumlah uang yang beredar terlalu 
banyak atau terlalu sedikit, maka kebijakan moneter merupakan satu-satunya alat 
kebijakan makro yang diandalkan pemerintah. (Boediono, 1983: 25) 
M. Suparmoko (1991: 135 ) mengatakan bahwa ”Kebijakan moneter 
merupakan bagian yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional 
dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar atau mengubah permintaan 
akan uang”. Menurut Irawan dan M. Suparmoko (1991: 271) bahwa ”Kebijakan 
moneter juga memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan 
ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya kredit guna menanggulangi inflasi 
serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional”.  
Pemerintah agar dapat menjalankan kebijakan moneter, maka negara 
sedang berkembang pertama-tama harus memperbaiki sistem keuangan dan kredit. 
Kebijakan moneter dalam hal ini sama dengan politik moneter, di Indonesia terdiri 
dari Pemerintah dan Bank Sentral. Politik moneter harus berusaha untuk 
mempertahankan atau memperbaiki keseimbangan moneter. Pengaruh langsung 
pemerintah atas sirkulasi uang terjadi melalui politik pendapatan dan 
pengeluarannya. Pemerintah dapat memaksakan pengaruh tak langsung atau 
situasi moneter, dengan jalan memberikan rangsangan-rangsangan tertentu atas 
kecenderungan untuk mencairkan uang. (Soetrisno Hadi, 1984: 25) 
Menururt Sadono Sukirno (1981: 261) menjelaskan dalam perekonomian 
suatu masyarakat yang menjalankan kegiatan tukar-menukar secara efisien 
dimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk dijual 
dipasar, tukar-menukar tersebut dilakukan dengan menggunakan uang dan 
menggunakan jasa-jasa sistem bank, dan pasar uang maupun pasar modal. Di 
dalam perekonomian yang mempunyai sifat-sifat yang demikian tingkat 
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pengeluaran masyarakat dapat diatur dengan mempengaruhi penawaran uang 
dalam masyarakat atau dengan mempengaruhi tingkat bunga. Kebijakan 
Pemerintah untuk tujuan demikian dinamakan kebijakan moneter.  
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah 
usaha yang dilakukan otoritas moneter untuk mengatur, mengubah dan 
mempengaruhi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat dengan penawaran 
uang, kredit atau tingat bunga sehingga mencapai tujuan yang diinginkan suatu 
negara.  
 
b. Terminologi Kebijakan Moneter 
Dalam kerangka kebijakan moneter dikenal tiga terminologi umum yang 
biasa digunakan. Pertama adalah apa yang dikenal sebagai target dari sebuah 
kebijakan moneter. Target kebijakan moneter kerap juga disebut sebagai sasaran 
akhir atau target akhir. Target adalah variabel-variabel yang ingin dicapai dari 
sebuah kebijakan moneter. Target kebijakan moneter sendiri umumnya juga 
merupakan target dari kebijakan ekonomi. Kedua adalah apa yang dikenal sebagai 
indikator. Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana target bisa tercapai 
atau tidak. Indikator juga biasa disebut sasaran antara atau target antara 
(intermediate target. Indikator adalah variabel yang menjadi target antara dari 
sebuah target akhir kebijakan moneter. Dengan menggunakan piranti moneter, 
otoritas moneter berupaya mengendalikan sasaran antara agar perkembangannya 
dapat mendukung pencapaian sasaran akhir yang diinginkan. Ketiga adalah apa 
yang dikenal sebagai instrumen. Untuk melakukan kontrol terhadap upaya 
pencapaian sasaran antara diperlukan variabel-variabel yang disebut sebagai 
instrumen. (Aulia Pohan, 2008: 25-26)  
1). Target Kebijakan Moneter 
Menurut Nopirin (1993: 40), target kebijakan moneter terutama 
untuk menciptakan stabilisasi ekonomi yang diukur dengan kesempatan 
kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang 
seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu maka 
kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan stabilisasi ekonomi. 
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Menurut Paul A Samuelson dan William D Norhdaus (1991: 232) tujuan 
akhir dari kebijakan moneter yaitu pertumbuhan GNP yang cepat, tingkat 
pengangguran rendah, serta harga yang stabil. Walaupun begitu biasanya 
Bank Sentral sebagai pelaksana kebijakan moneter memusatkan perhatian 
pada sasaran antara yaitu pertumbuhan uang atau tingkat suku bunga.  
Tujuan kebijakan moneter di negara yang sedang berkembang 
umumnya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar dan 
kredit, stabilisasi harga dan pertumbuhan ekonomi. Negara sedang 
berkembang lebih mempertimbangkan stabilisasi sebagai tujuan yang 
paling utama disebabkan karena di negara yang sedang berkembang 
banyak mengalami inflasi jika dibandingkan dengan negara-negara yang 
sudah berkembang, dan juga dirasakan bahwa kebijakan moneter di negara 
yang sedang berkembang lebih efektif dari pada kebijakan fiskal dalam 
mengatasi inflasi. Secara teori tingkat pertumbuhan jumlah uang yang 
beredar di negara yang sedang berkembang harus dapat mengimbangi 
pertumbuhan ekonominya, untuk menghindari deflasi. Dengan demikian 
diharapkan bahwa kebijakan moneter memperlancar pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi.( Iswanto, 1993: 130) 
Iswanto (1993: 132) menjelaskan bahwa kebijakan moneter juga 
untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) neraca pembayaran 
internasional dan stabilisasi nilai tukar, negara yang mempunyai kelebihan 
dalam necara pembayaran internasionalnya akan menurunkan tingkat 
bunganya, sedang untuk negara yang mengalami defisit dalam neraca 
pembayaran intenasional akan meningkatkan bunganya untuk 
meningkatkan valuta asing. Dengan masuknya kapital ke dalam negeri 
diharapkan dapat menutup kesenjangan (gap) dalam necara pembayaran 
internasionalnya.  
2). Sasaran Kebijakan Moneter 
Sasaran antara kebijakan moneter ada dua hal, yaitu suku bunga 
dan atau uang beredar. Dengan demikian dua variabel tersebut mempunyai 
dua fungsi, yaitu sebagai sasaran menengah dan indikator. Kedua variabel 
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tersebut digunakan sebagai sasaran antara karena merupakan variabel yang 
akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran kebijakan moneter tersebut dapat 
dicapai, sedangkan dalam pelaksanaannya kedua variabel tersebut 
bertindak sebagai indikator karena memberi petunjuk tentang arah 
perkembangan moneter.  
a).  Tingkat Suku Bunga 
Kebijakan moneter menggunakan suku bunga sebagai 
sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal 
untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga 
menunjukkan kenaikan melampaui batas yang ditetapkan, Bank 
Sentral akan melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun 
sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut.  
b).  Uang Beredar 
Kebijakan moneter yang menggunakan monetary aggregate 
atau uang yang beredar sebagai sasaran antara mempunyai dampak 
positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak 
dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dan 
jumlah yang ditetapkan, Bank Sentral akan melakukan ekspansi 
sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang 
ditetapkan. (Aulia Pohan (2008: 29-30) 
3). Instrumen Kebijakan Moneter  
Kebijakan moneter sangat penting sekali yaitu untuk menjamin 
tercapainya tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan moneter 
dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kebijakan moneter yang 
bersifat kuantitatif dan kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. 
Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan menjadi tiga 
jenis tindakan, yaitu (1) melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam 
pasar surat-surat berharga. Tindakan ini dinamakan operasi pasar terbuka; 
(2) membuat perubahan ke atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang 
harus dibayar oleh bank-bank umum (3) membuat perubahan atas tingkat 
cadangan minimal yang harus disimpan oleh bank-bank umum. (Sadono 
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Sukirno, 1981 : 263) Sedangkan kebijakan moneter yang bersifat kualitatif 
dibedakan menjadi dua, yaitu (1) pengawasan pinjaman secara selektif, 
yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau 
digalakkan/dikembangkan; (2) pembujukan moral, yaitu Bank Sentral 
mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan-pimpinan bank umum 
untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. 
(Sadono Sukirno, 1981 : 267) 
a). Politik Pasar Terbuka 
Kebijakan ini sebagai kegiatan pembelian atau penjualan 
surat-surat berharga oleh Bank Sentral. (Iswanto, 1993: 141) Hal 
yang sama juga disampaikan Sadono Sukirno bahwa operasi pasar 
terbuka yaitu Bank Sentral dapat membuat perubahan-perubahan 
ke atas jumlah yang beredar dengan cara melakukan jual beli surat-
surat berharga. Operasi pasar terbuka adalah suatu instrumen untuk 
mengendalikan laju inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
secara terbuka dan terorganisasi dengan menjual surat-surat 
berharga seperti treasury bills, bonds, dan obligasi atau menarik 
surat-surat berharga tersebut dari peredaran. Jika suku bunga 
meningkat, masyarakat akan cenderung menjual surat-surat 
berharga yang dimilikinya. (Tajul Khalwaty, 2000: 152-153) 
Bentuk tindakan yang dilakukan Bank Sentral, baik menjual 
atau membeli surat-surat berharga tergantung kepada masalah 
ekonomi yang sedang dihadapi. Pada waktu perekonomian 
menghadapi masalah resesi, untuk mendorong perkembangan 
kegiatan ekonomi, uang beredar harus ditambah. Bank Sentral 
dapat menciptakan keadaan seperti itu dengan membeli surat-surat 
berharga. Uang beredar akan bertambah karena apabila Bank 
Sentral melakukan pembayaran-pembayaran atas pembeliannya itu 
maka cadangan yang ada pada bank-bank umum telah menjadi 
bertambah tinggi. Dengan adanya kelebihan cadangan tersebut 
mereka dapat memberi pinjaman lebih banyak. Di dalam masa 
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inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan 
yang sedang terjadi, uang beredar harus dikurangi. Tujuan ini dapat 
dicapai oleh Bank Sentral dengan membeli surat-surat berharga, 
karena dengan penjualan itu tabungan giral masyarakat dan 
cadangan yang dipegang bank-bank umum akan berkurang. 
(Sadono Sukirno, 1981: 263) 
Agar operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan 
suksses, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. 
Keadaan tersebut antara lain: 
(1) Bank-bank umum tidak melebihi cadangan. Apabila 
kelebihan cadangan yang dimilik bank-bank umum cukup 
besar, maka mereka bank umum dapat membeli surat-surat 
berharga yang dijual Bank Sentral dengan mengggunakan 
kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu bank-bank 
umum tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. 
Apabila uang giral tidak mengalami perubahan, maka 
uang yang beredar juga tidak mengalami perubahan. Dari 
keadaan ini dapat disimpulkan bahwa operasi pasar 
terbuka hanya akan dapat berhasil apabila bank-bank 
umum tidak mempunyai kelebihan cadangan.  
(2) Dalam perekonomian telah cukup banyak surat-surat 
berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi pasar 
terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat 
surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk 
melaksanakan kebijakan itu. (Sadono Sukirno, 1981: 263-
264) 
b).  Mengubah Tingkat Bunga dan Tingkat Diskonto. 
Menurut Iswanto (1993: 139), tindakan mengubah tingkat 
bunga dilakukan oleh Bank Sentral yaitu merubah tingkat bunga 
yang harus dibayar oleh bank-bank umum untuk sejumlah 
peminjamannya pada Bank Sentral. Tinggi rendahnya tingkat 
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diskonto akan mempengaruhi tinggi rendahnya bunga yang 
dikenakan kepada nasabah bank-bank umum tersebut. Tinggi 
rendahnya bunga bank umum akan mempengaruhi besarnya kredit 
yang diminta oleh masyarakat akan terlihat pada fluktuasi jumlah 
uang yang beredar. Dengan menaikkan tingkat diskonto, maka 
tingkat bunga dari Bank Sentral akan naik sehingga akan 
mengurangi keinginan bank untuk meminjamnya. Akibatnya 
jumlah uang yang beredar dapat ditekan/dikurangi. (Nopirin, 1995: 
46) 
Sadono Sukirno (1981: 225-226), menjelaskan bahwa Bank 
Sentral sebagai pelaksana kebijakan diskonto dalam menjalankan 
tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank umum. Bank 
Sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan 
kepercayaan ke atas sistem bank. Salah satu cara untuk 
mewujudkan hal itu adalah dengan berusaha agar bank-bank umum 
selalu membayar seluruh cek yang ditarik ke atasnya. Untuk 
mencapai tujuan itu ada dua langkah yang dapat dibuat oleh Bank 
Sentral. Pertama, dengan membuat peraturan-peraturan tentang 
corak dan jenis invenstasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank 
umum. Kedua, dengan memberikan pinjaman kepada bank-bank 
umum yang menghadapi kesulitan dalam cadangannya, yaitu 
cadangannya telah dibawah cadangan minimal yang telah 
ditetapkan Bank Sentral.  
Peranan Bank Sentral sebagai sumber dari pinjaman atau 
tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat 
digunakan Bank Sentral sebagai salah satu cara untuk 
mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat kegiatan 
ekonomi. Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi masih berada 
di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan dan yang akan dicapai, 
maka Bank Sentral dapat mempertinggi tingkat kegiatannya 
dengan menurunkan tingkat diskonto. Dengan penurunan tingkat 
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diskonto, biaya (bunga) yang harus dibayar oleh bank-bank umum 
untuk meninjam dari Bank Sentral menjadi lebih murah. Ini akan 
mendorong bank-bank umum untuk memberikan lebih banyak 
pinjaman. Sebaliknya, apabila Bank Sentral ingin membatasi 
kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, 
tingkat diskonto perlu dinaikan. Kenaikan tingkat diskonto ini akan 
mendorong bank-bank umum menaikkan tingkat bunga ke atas 
pinjaman-pinjaman yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu 
pengusaha enggan untuk membuat pinjaman baru, dan banyak di 
antara langganan-langganan akan mengembalikan pinjaman yang 
dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya akan timbul penurunan dalam 
kegiatan ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang 
beredar 
c). Politik Perubahan Cadangan Minimum 
Dari kedua jenis kebijakan moneter diatas sangat tergantung 
kepada keadaan bank-bank umum mempunyai kelebihan cadangan 
atau tidak. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan 
bank umum, kedua jenis kebijakan moneter diatas dapat digunakan 
untuk membuat perubahan-perubahan dalam jumlah yang beredar.  
Sadono Sukirno (1981: 266-267), menjelaskan tentang 
hubungan operasi pasar terbuka, bank policy rate, dan politik 
cadangan minimum dengan usaha mengendalikan jumlah uang 
yang beredar tersebut. Apabila Bank Sentral ingin mempengaruhi 
jumlah uang yang beredar dengan menjalankan tindakan merubah 
tingkat diskonto tidak akan berhasil apabila bank-bank umum tidak 
memiliki kelebihan cadangan. Bank-bank umum tidak akan 
meminjam dari Bank Sentral. Oleh sebab itu kebijakan diskonto 
tidak akan banyak mempengaruhi kegiatan bank-bank umum. Jadi, 
kesuksesan operasi pasar terbuka dan politik diskonto tergantung 
pada kelebihan cadangan kebanyakan bank umum. Apabila ada 
kelebihan cadangan bank-bank umum tindakan yang digunakan 
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Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar 
adalah dengan merubah tingkat cadangan mininum.  
d). Pengawasan Pinjaman Selektif.  
Menurut Sadono Sukirno (1981: 267), tujuan utama 
melakasanakan dari pengawasan pinjaman selektif adalah untuk 
memastikan bahwa bank-bank umum memberikan pinjaman-
pinjaman dan melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang 
diperintahkan Pemerintah. Pengawasan pinjaman secara selektif ini 
bukanlah untuk mengawasi jumlah uang dari bank-bank umum 
melalui kegiatan meminjamankan dan mengiventasikan uang. 
Kebijakan ini yang dikendalikan dan diawasi oleh Bank Sentral 
adalah corak peminjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-
bank umum.  
Radius Prawiro yang dikutip Patmono SK (1998: 85-86), 
menjelaskan tentang bahwa dalam keadaan inflasi harus diambil 
tindakan di bidang perkreditan. Bank Sentral mempunyai peranan 
penting untuk mengendalikan perkreditan dan lalu lintas devisa. 
Apabila pengeluaran pemerintah melebihi jumlah anggaran 
belanja, maka untuk mencapai keseimbangan anggaran belanja, 
diperlukan kebijakan perkreditan secara tepat, sehingga menjadi 
kompensasi terhadap pengeluaran pemerintah. Kredit tersebut 
diberikan dalam batas-batas kemampuan perbankan. Kebijakan 
perkreditan yang weel directed yaitu kebijakan perkreditan untuk 
memperluas arus barang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oleh 
karena itu perkreditan weel directed harus memenuhi persyaratan 
tertentu, yaitu bahwa kredit hanya diberikan untuk keperluan yang 
wajar dan cara pemberian kredit harus mengikuti norma yang sehat 
dan ekonomis serta tidak untuk kepentingan golongan. Perkreditan 
weel directed harus menghapuskan penyalahgunaan kekuasaan 
untuk memaksakan pemberian kredit. Dari situlah Bank Sentral 
memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan 
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perkreditan. Pemberian kredit oleh bank harus benar-benar 
dilakukan atas dasar pertimbangan perbankan, dibawah 
pengawasan Bank Sentral. Selain itu kredit harus kembali dan tidak 
boleh merupakan kredit yang terus menerus (kredit macet). Untuk 
itu Bank Sentral harus berpedoman bahwa pemberian kredit harus 
diefektifkan sebagai stimulan bagi efektivitas ekonomi pada 
umumnya dan efektivitas di bidang produksi pada khususnya. 
e). Moral Situasion  
Menurut Nopirin (1995: 47), moral situasion dimaksudkan 
untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang 
bergerak dibidang moneter dengan pidato-pidato gubernur Bank 
Sentral atau publikasi-publikasi agar bersikap seperti yang 
dikehendaki oleh penguasa moneter. Menurut Sadono Sukirno 
(1981: 268), bahwa moral situation dilakukan bukan dengan 
menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan 
oleh bank-bank umum, tetapi dengan pertemuan-pertemuan untuk 
menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan oleh 
pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh Bank 
Sentral dari bank-bank umum untuk menyukseskan kebijakan 
moneter.  
Langkah-langkah yang diambil adakalanya bersifat 
pengharapan agar bank-bank umum menjalankan suatu kebijakan 
pengawasan pinjaman selektif, mempengaruhi jumlah yang uang 
yang beredar dan bukan ke atas jenis-jenis pinjaman yang 
diberikan oleh bank-bank umum. Oleh karena itu dalam 
menggunakan pembujukan moral di dalam menjalankan kebijakan 
moneter Bank Sentral mungkin menjalankan kebijakan yang 
bersifat kuantitatif dan mungkin juga menjalankan kebijakan yang 
bersifat kualitatif. (Sadono Sukirno, 1981: 268) 
Dengan melalui pembujukan moral Bank Sentral dapat 
meminta kepada bank-bank umum untuk mengurangi/menambah 
keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi/menambah 
pinjaman kepada sektor-sektor tertentu, atau membuat perubahan-
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perubahan ke atas tingkat bunga yang mereka tetapkan. Moral 
situation tergantung kepada sampai di mana bank-bank umum 
memenuhi keinginan-keinginan dari Bank Sentral.  
Dapat disimpulkan bahwa di negara-negara berkembang jumlah uang 
beredar tinggi, maka kebijakan moneter bukan harus ditujukan untuk 
mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem bank, tetapi harus pula 
meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dari masyarakat 
dengan cara menarik uang tunai dari tangan masyarakat, sehingga akan 
menurunkan pengeluarannya. Kebijakan moneter yang dilakukan bank, misalnya 
dengan cara memberikan bunga tinggi kepada penyimpanan deposito berjangka 
dan kredit selektif. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi pengeluaran rumah 
tangga tetapi juga dapat menyediakan tabungan untuk digunakan dalam 
penanaman modal yang lebih produktif.  
 
c. Otoritas Moneter  
1) Pemerintah  
Menurut Paul A Samuelson dan William D Norhdaus (1991: 50), 
bahwa secara ekonomi fungsi Pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yakni 
(1) meningkatkan efisiensi; (2) menciptakan pemerataan atau keadilan; (3) 
memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memilihara stabilitasnya. 
Sesuai dengan penelitian ini lebih menekankan pada fungsi yang ketiga yaitu 
peranan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan 
menjaga stabilitasnya. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat out put, 
employment, dan inflasi melalui pemanfaatan kebijakan fiskal dan moneter 
secara cermat dan hati-hati. Otoritas atas kebijakan fiskal adalah wewenang 
pemerintah untuk mengenakan pajak dan mengadakan pembelanjaan. 
Sedangkan otoritas atas kebijakan moneter adalah wewenang Pemerintah 
untuk menetapkan jumlah uang yang beredar yang dapat mempengaruhi suku 
bunga, investasi, konsumsi.  
2) Bank Sentral 
Keberadaan Bank Sentral di suatu negara memegang peranan dalam 
memajukan kehidupan perkenomian suatu negara. Menurut Faried Wijaya 
(1992: 153-154), fungsi Bank Sentral pada umumnya sebagai berikut: 
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a) Memegang deposito milik bank-bank umum yang merupakan 
cadangan milik bank-bank umum. Perusahaan atau perorangan 
memelihara rekening giro pada bank-bank umum untuk 
memudahkan transfer pembayaran. Sedangkan Bank Sentral hanya 
menerima setoran rekening giro oleh bank-bank ini akan 
menyetorkan kelebihan kas serta menarik kembali bila mereka 
memerlukan.  
b) Mengedarkan uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Bila 
keadaan perekonomian memerlukan lebih banyak uang beredar 
maka Bank Sentral menambah jumlah uang beredar, dan begitu 
sebaliknya. Dalam hal ini Bank Sentral juga berfungsi sebagai 
”bankirnya bank-bank” atau sebagai ”sumber pinjaman terakhir”.  
c) Mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar atau 
penawaran uang. Bank Sentral mengendalikan jumlah uang yang 
beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian secara 
keseluruhan. Jumlah uang yang harus dijaga agar konsisten dengan 
kenaikan output total nasional dan tingkat harga yang relatif stabil.  
d) Bertindak sebagai lembaga kliring. Cek merupakan surat perintah 
kepada suatu bank untuk membayar seseorang atau pihak lain 
dengan dana simpanan giro milik penulis cek itu. Pembayaran dan 
penerimaan yang mempunyai rekening giro pada bank berbeda 
maka transaksi tersebut harus diselesaikan dengan proses kliring 
lewat Bank Sentral.  
e) Sebagai lembaga keuangan/fiskal pemerintah. Setiap tahun 
pemerintah memungut dan mengumpulkan penerimaan pajak serta 
pungutan-pungutan lain dalam jumlah besar sekali. Pemerintah 
memerima rekening koran pada Bank Sentral untuk menampung 
dan membukukannya. 
f) Mengawasi dan memandu bank-bank. Situasi finansial dan 
operasional bank yang tak sehat akan mengancam struktur finansial 
seluruh perekonomian. Karena itu dilakukan pengawasan terhadap 
operasi sistem perbankan demi kepentingan umum oleh 
Pemerintah melalui dan dilaksankan oleh Bank Sentral.  
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Dari pendapat di atas kebijakan moneter yang dilakukan otoritas moneter 
dengan melihat kondisi negara berkembang yang umumnya jumlah uang yang 
beredar terlalu banyak, kurangnya modal, terbatasnya pendapatan pemerintah, 
ketidakstabilan harga, naik turunnya harga-harga ekspor. Untuk itu perlu 
kebijakan moneter yang sesuai dengan keadaan ekonomi pada waktu tersebut. 
Pada akhirnya kebijakan moneter untuk mempercepat proses pembangunan 
dengan mengembangkan perbankan yang efektif dan efisien. Dimana 
pembangunan ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara lain dari 
masyarakat. Perbankan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tabungan 
di dalam perbankan dan selanjutnya mengalirkan kepada para pengusaha.  
 
d. Keterkaitan Kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya 
Dalam suatu perekonomian suatu negara, kebijakan moneter merupakan 
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan-kebijakan makro 
pemerintah lainnyam seperti kebijakan fiskal, kebijkan ekonomi luar negeri dan 
kebijakan sektor riil lainnya. Sehingga kebijakan moneter yang ditempuh haruslah 
memiliki keterkaitan dan mendukung sasaran dan tujuan dari kebijakan ekonomi 
makro lainnya, sehingga secara bersama dapat memberikan dampak yang positif 
bagi kesejahteraan rakyat.  
Dengan dukungan berbagai kebijakan ekonomi makro lainnya tersebut, 
kebijakan moneter yang dijalankan pemerintah akan dapat mencapai sasaran dan 
dapat diminimalkan dampak negatifnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah 
ramuan dari berbagai kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi makro lainnya, 
agar berbagai kebijakan tersebut tidak saling bertentangan dan justru saling 
melengkapi dan mendukung keberhasilannya, dalam arti jangan sampai terjadi: 
(1) harga-harga semakin naik daya saing produk dalam negeri semakin menurun; 
(2) devisa negara semakin berkurang nilai tukar rupiah semakin melemah; (3) 
daya beli masyarakat semakin lemah; (4) produk nasional semakin berkurang; (5) 
penggangguran semakin meningkat; (6) perekonomian semakin lesu  (7) 





e. Permasalahan Kebijakan Moneter Negara Berkembang 
Menurut M. L. Jhingan (1994: 463-470) permasalahan yang dihadapi 
negara berkembang berkaitan dengan kebijakan moneter antara lain: 
1) Pendirian dan perluasan lembaga keuangan. 
a) Di negara berkembang lembaga-lembaga keuangan terpusat di kota 
besar dan menyediakan fasilitas kreditnya untuk kepentingan 
perumahan, perkebunan, wisma, dagang, dan industri.  
b) Di negara berkembang sumber fasilitas kredit di daerah pedesaan 
tidak ada. Fasilitas kredit di daerah pedesaan umumnya adalah 
lintah darah yang biasnya dengan suku bunga yang tinggi. 
c) Di negara berkembang bank komersial hanya menyediakan 
pinjaman jangka pendek.  
d) Di negara sedang berkembang tidak ada pasar efek dan saham yang 
terorganisasi dengan baik.  
2) Kebijakan suku bunga. 
a). Suku bunga di negara berkembang biasanya amat tinggi. Selain itu, 
ada perbedaan yang amat besar antara suku bunga pinjaman jangka 
panjang dan jangka pendek, antara tingkat suku bunga dengan 
berbagai sektor perkonomian. Suku bunga yang tinggi di negara 
berkembang dapat merupakan hambatan bagi pertumbuhan 
investasi swasta ataupun publik. 
b). Apabila negara sedang berkembang menerapkan kebijakan suku 
bunga rendah, akan merangsang peminjaman dan investasi untuk 
tujuan spekulatif dengan demikian menghalangi pembiayaan 
investasi produktif.  
c). Melihat keadaan negara berkembang dengan tingkat pendapatan 
yang rendah, maka tingkat suku bunga yang tinggi tidak mungkin 
menaikkan kecenderungan menabung. Dalam konteks 
pertumbuhan ekonomi, begitu perekonomian berkembang, 
kenaikan progresif dalam tingkat harga tidak akan terelakan, nilai 
mata uang jatuh dan kecenderungan menabung merosot bahkan 
suku bunga naik secara otomatis. Ini semua bermuara pada inflasi.  
 
 liii
3) Manajemen utang. 
Di negara berkembang manajemen utang ditujukan pada 
penerbitan obligasi pemerintah, stabilitas harga dan meminimasi biaya 
pelayanan utang publik. Penjualan dan pembelian obligasi pemerintah 
serta melakukan perubahan secara berkala dilakukan oleh Bank 
Sentral. Tujuan manajeman utang adalah untuk menciptakan kondisi 
dimana pinjaman publik dapat meningkat dari tahun ke tahun. Dan 
untuk menjaga agar beban atas utang tetap rendah maka ia harus 
dilakukan dengan suku bunga yang rendah.  
4) Perimbangan antara penawaran dan permintaan uang. 
Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. 
akan tercermin di tingkat harga. Kekurangan persediaan uang akan 
menghambat pertumbuhan ekonomi, sedang kelebihan akan membawa 
ke inflasi. Jika terjadi perkembangan ekonomi, permintaan akan 
membumbung sebagai akibat pergeseran sektor non uang ke sektor 
uang, kenaikan produksi dan harga di bidang pertanian dan industri. 
Permintaan akan uang untuk tujuan spekulatif dan transaksi juga akan 
meningkat. Apabila kenaikan persediaan uang untuk tujuan spekutaltif, 
hal itu akan menghalangi pertumbahan dan menyebabkan inflasi.  
5) Pengendalian kredit. 
Pengendalian kredit untuk mempengaruhi pola investasi dan 
produksi perlu dilakukan dengan cermat. Untuk itu perlu pengendalian 
kredit baik kualitatif dan kuantitatif. Di negara sedang berkembang 
operasi pasar terbuka tidak begitu banyak berhasil mengendalikan 
inflasi. Hal ini kerena (a) keberadaan pasar efek dan pasar modal amat 
kecil dan tidak berkembang; (b) bank umum menerapkan rasio kas 
yang elastis karena pengawasan bank sentral tidak sempurna; (c) bank 
umum enggan menanamkan modal pada obligasi pemerintah. Bank 
umum lebih senang menyimpan dalam bentuk liquid (lancar) seperti 





f. Penyelesaian Kebijakan Moneter Negara Sedang Berkembang 
Menurut M. L. Jhingan (1994: 463-470) berdasarkan permasalahan 
diatas, maka kebijakan moneter yang diambil sebagai berikut: 
1) Pendirian dan perluasan lembaga keuangan. 
a). Cabang dan unit perbankan harus diperluas sampai ke daerah 
pedesaan agar dapat menyediakan kredit kepada para petani, 
pengusaha, dan para pedagang kecil.  
b). Bank Sentral harus memainkan peranan dominan di dalam 
menyusun kebijakan moneter suatu negara. 
c). Bank Sentral bertindak sebagai pengawal pasar uang dengan 
mengendalikan bank-bank komersial.  
2) Kebijakan suku bunga. 
a) Tingkat suku bunga rendah adalah syarat penting untuk mendorong 
investasi swasta di bidang pertanian dan industri. Karena para 
pengusaha di negara berkembang tidak begitu makmur dengan 
tabungan yang ditarik dari keuntungan usaha, mereka harus 
meminjam dari bank atau pasar modal demi kepentingan investasi 
dan hanya akan dilakukan bila tingkat suku bunga rendah.  
b) Dari sudut pandang investor asing, tersedianya suku bunga murah 
sebagai “dana pelengkap” akan merangsang investasi swasta asing. 
Kebijakan suku bunga murah merangsang peminjaman dan 
investasi untuk tujuan spekultif. Oleh karena itu, Bank Sentral 
harus mengambil kebijakan suku bunga diskriminatif, mengenakan 
suku bunga yang tinggi pada pinjaman tidak penting dan tidak 
produktif dan suku bunga yang rendah pada pinjaman yang 
produktif.  
c) Kebijakan suku bunga rendah harus dibarengi dengan pengendalian 
sektor fisik secara ketat. Karena tingkat harga yang stabil 
merupakan syarat esensial bagi kebijakan suku bunga rendah.  
3) Manajemen utang. 
Usaha mempertahankan suku bunga yang rendah juga 
diperlukan untuk meminimasi biaya pelayanan utang nasional. Oleh 
karena itu, suksesnya manajeman utang sebagai suatu instrumen 
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kebijakan moneter, akan tergantung pada keadaan pasar uang dan 
modal dimana terdapat berbagai macam saham baik untuk jangka 
pendek maupun jangka panjang.  
4) Perimbangan antara penawaran dan permintaan uang. 
Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan uang. 
tercermin dalam tingkat harga. Kekurangan uang akan menghambat 
pertumbuhan sedang kelebihan akan menghanyutkan ke inflasi. Karena 
itu kenaikan persediaan uang harus lebih dari sekedar proposional 
dengan kenaikan permintaannya, agar terhindar dari bahaya inflasi. 
Otoritas moneter harus mengendalikan penggunaan uang dan kredit 
agar tingkat harga tercegah dari kenaikan tanpa berpengaruh buruk 
pada investasi dan produksi.  
5) Pengendalian kredit. 
Pengendalian kredit secara kualitatif di negara sedang 
berkembang lebih efektif daripada kuantitaif dalam mempengaruhi 
alokasi kredit dan pola investasi. Pengendalian kredit selektif lebih 
tepat untuk mengendalikan dan membatasi fasilitas kredit untuk tujuan 
tidak produktif. Tindakan ini bermanfaat dalam mengendalikan 
tindakan spekulatif di bidang bahan makanan dan bahan mentah, 
mengurangi permintaan impor.  
  
4. Sistem Ekonomi 
 
a. Pengertian Sistem Ekonomi  
Menurut Soetrisno (1992: 133), sistem ekonomi adalah keseluruhan 
lembaga dan faktor-faktor meta-ekonomi yang mendukungnya yang digunakan 
dalam suatu negara dalam mengolah sumber-sumber ekonomi. Gregory Grossman  
(2004:19), berpendapat bahwa sistem ekonomi adalah keseluruhan komponen 
(unit ekonomi dan agen ekonomi) tidak hanya saling berkaitan tetapi juga saling 
mempengaruhi sedemikian rupa dengan suatu tingkat konsistensi dan keeratan 
yang pasti. Artinya sistem ekonomi harus menyesuaikan diri dengan kekacauan 
dan menyesuaian dengan kondisi yang berubah dalam suatu negara.  
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b. Macam-Macam Sistem Ekonomi 
Menurut Gregory Grossman (2004: 28) untuk membedakan sistem 
ekonomi suatu negara dapat dilihat dari dua segi yaitu mekanisme koordinasi yang 
berlaku dan pemilikan kekayaan produktif yang berlaku. Dari segi mekanisme 
koordinasi yang berlaku dibedakan menjadi tiga yaitu sistem ekonomi tradisional, 
sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando. Sedangkan dari segi pemilikan 
kekayaan produktif yang berlaku dibedakan menjadi tiga yaitu sistem ekonomi 
kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme, dan sistem ekonomi campuran.  
1). Sistem Ekonomi Kapitalis  
Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana 
sebagian besar barang-barang kapital (man made seperti pabrik, alat-alat 
pengangkutan, dan alat-alat produksi lainnya, dan man nature seperti 
tanah, sumber mineral, dan bahan tambang) dimiliki swasta, proses 
produksinya juga ditangan swasta serta motivasi kegiatan ekonomi 
terutama adalah mencapai laba sebesar-besarnya bagi pemiliknya 
(Soetrisno, 1992: 187) 
Menurut Gregory Grossman yang dikutip oleh Soetrisno (1992: 
188) menyatakan bahwa unsur-unsur kapitalisme antara lain: a) setiap 
manusia baik sebagai produsen maupun konsumen dianggap sebagai 
ekonomi oikonomikus; b) pengakuan atas hak milik pribadi; c) 
pengakuan terhadap kebebasan dan hak-hak asasi manusia secara 
formal-politis-yuridis; d) kedaulatan konsumsi dan kebebasan 
konsumen; e)  sistem pasar dan persaingan bebas; f) motif mencari laba.  
Unsur-unsur ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh kekuatan 
falsafah liberalisme, rasionalisme atau intelektualisme, individualisme, 
dan materialisme yang mempunyai kaitan erat dengan falsafah hukum 
alam serta ajaran humanisme. (Soetrisno, 1992: 188) 
Pada sistem ekonomi kapitalis penyerahan hak kepemilikan 
privat diyakini akan memandu setiap pelaku ekonomi memperoleh 
efisiensi ekonomi karena setiap individu memperoleh kebebasan yang 
sebebas-bebasnya sehingga memungkinkan setiap individu memperoleh 
kemajuan yang secapat-cepatnya sesuai dengan kemauan, bakat dan 
profit.  (Soetrisno, 1992: 192) Walaupun begitu, kepemilikan privat 
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tidak menciptakan kesejahteraan sosial. Sebab, individu yang tidak 
dapat memiliki property right akan sukar menikmatinya.  Bila hal 
tersebut terjadi, keuntungan (kesejahteraan) ekonomi hanya dinikmati 
segelitir orang yang memiliki hak kepemilikan. (Ahmad Erani Yustika, 
2006: 170), 
2). Sistem Ekonomi Sosialisme 
Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem ekonomi 
dimana sebagian besar barang-barang kapital dikuasai oleh negara atau 
masyarakat keseluruhan (bukan perorangan dan bukan untuk mengejar 
laba yang sebesar-besarnya). (Soetrisno, 1992: 196) Falsafah yang 
mendukungnya adalah sosialisme yang mempunyai kaitan erat dengan 
kolektivisme, organisme, universalisme, negatifnya adalah totalitarisme, 
komunisme, etatisme. 
Adapun unsur-unsur ekonomi yang inheren dengan sistem 
ekonomi sosialisme antara lain a) pemilikan negara atas barang-barang 
kapital; b) production for needs; c) economic planning. (Soetrisno, 
1992: 197) 
Pada sistem ekonomi sosialisme penyerahan hak kepemilikan 
ditangan negara akan mencegah praktik eksploitasi terhadap buruh dan 
konsentrasi megaprofit kepada sedikit elit bisnis. Dengan begitu, 
penyediaan kebutuhan dasar manusia secara struktural juga lebih 
feksibel dibawah sosialisme karena produksi tidak hanya ditujukan 
untuk merahih keuntungan swasta tetapi juga keadilan dan pemerataan 
ekonomi. (Ahmad Erani Yustika, 2006: 171), Namun, dalam ekonomi 
sosialisme sering terjadi berbagai masalah yaitu terbatasnya jumlah dan 
kualitas barang-barang konsumsi karena target oriented dalam arti asal 
mencapai target dan kurang memperhatikan kualitas, birokrasinya kaku 
dan inisiatif perorangan kurang dihargai. (Soetrisno, 1992: 203) 
3). Sistem Ekonomi Campuran  
Dalam posisi yang saling bertentangan antara kapitalisme dan 
sosialisme, dimana keduanya memiliki efek negatif terhadap pencapaian 
ekonomi. Sistem ekonomi campuran lahir dengan berbagai sebutan 
seperti welfare state, social maket economic, dan lan-lain.  
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 Ahmad Erani Yustika (2006: 168), menjelaskan bahwa sistem 
ekonomi campuran mengambil hal-hal yang terbaik dari sistem ekonomi 
kapitalisme dan sosialisme. Integrasi diantara keduanya dipandang dari 
hak kepemilikan yaitu (1) hak kepemilikan dimiliki oleh sektor privat 
sepanjang itu dapat memberikan insentif ekonomy yang lebih baik bagi 
pelakunya; (2) kepemilikan harus diserahkan kepada negera jika pasar 
tidak reponsif terhadap tujuan sosial (keadilan sosial dan pemerataan 
pendapatan).  
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Suatu negara menerapkan kebijkan tertentu untuk mencapai tujuan 
tertentu pula. Dimana kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah. 
Kebijakan Pemerintah ditujukan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyatnya secara keseluruhan. Pemerintah tak akan lepas dari kebijakan-kebijkaan 
yang diambil guna memutuskan suatu permaslaahan. Pemerintah berhak 
mengambil kebijakan apapun yang dengan sesuai dengan situasi dan keadaan. 
Pemerintah Orde Lama dihadapkan pada permasalahan ekonomi, khususnya 
inflasi. Inflasi tersebut disebabkan oleh ekspansi moneter dan ekspansi moneter 
swasta.  
Secara umum pergantian kekuasaan secara otomatis juga terjadi 
perubahan kebijakan yang akan diterapkan, baik kebijkan ekonomi, politik, sosial, 
budaya dan hankam. Kebijakan Pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi dan politik harus berjalan sejalan. Karena tujuan ekonomi dapat tercapai 
dengan adanya stabilitas politik yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
pesat. Sebaliknya seperti peningkatan kegiatan perusahaan negara demi 
pemeliharaan sistem ekonomi sosial, ini merupakan sasaran politik. Sasaran lain 
dari kebijakan politik seperti tujuan stabilitas politik tidak akan membawa 
perbaikan kecuali program politik tadi disertai kebijakan dan program ekonomi.  
Kemerosotan perekonomian yang disebabkan oleh inflasi mulai 
menimbulkan kesadaran bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah 
perekonomian tidak akan selalu berjalan dengan baik dan efisien. Campur tangan 
pemerintah inilah diwujudkan dalam kebijakan ekonomi makro. Kebijakan 
Pemerintah dalam ranah ekonomi makro adalah untuk mengatur, mempengaruhi 
dan menetapkan kegiatan ekonomi sebagai keseluruhan kehidupan ekonomi 
agregatif di dalam suatu negara. Salah satu kebijakan ekonomi makro untuk 
mengatasi inflasi adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter untuk 
menciptakan kestabilan ekonomi di negara-negara berkembang. Karena uang 
merupakan bagian terbesar dari penawaran uang, maka kebijakan moneter bukan 
harus ditujukan untuk mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem 
bank, tatapi harus pula meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai 
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dari masyarakat dengan cara menarik uang tunai dari tangan masyarakat, sehingga 
akan menurunkan pengeluarannya. Kebijakan moneter yang dilakukan bank, 
misalnya dengan cara memberikan bunga tinggi kepada penyimpanan deposito 
berjangka dan kredit selektif. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi 
pengeluaran rumah tangga tetapi juga dapat menyediakan tabungan untuk 
digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif. Kebijakan moneter 
yang dilakukan oleh otoritas moneter akan membawa dampak dalam bidang 










Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis 
melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pusataka 
merupakan suatu teknik pengumpulan data baik berupa dokumen, buku, karangan, 
tulisan, catatan maupun sumber tertulis lain yang diperoleh dari museum-
museum, perpustakaan, instansi pemerintahan, koleksi swasta maupun perorangan 
dan di tempat-tempat yang menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan penelitian yang dilakukan. (Dudung Abdurrahman, 1999: 55). Adapun 
perpustakaan yang digunakan untuk mencari data dalam penelitian ini, yaitu:  
1. Perpustakaan Program Studi Sejarah 
2. Perpustakaan Pusat UNS 
3. Perpustakaan Fakultas Sastra UNS 
4. Perpustakaan Fakultas Ekonomi UNS 
5. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta 
6. Perpustakaan Bank Indonesia Surakarta. 
7. Perpustakaan Daerah Yogyakarta  
 
Waktu Penelitian 
Jangka waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari 
disetujuinya judul sampai penyusunan laporan hasil penelitian direncanakan 









Dalam suatu penelitian ilmiah, metode memegang peranan penting untuk 
mencapai keberhasilan penelitian yang dilaksanakan. Metode merupakan suatu 
cara kerja yang utama untuk mencapai tujuan dengan teknik dan alat penelitian 
tertentu. Metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang berarti jalan atau 
cara dan “teodhos” yang berati masalah. Menurut Koentjaraningrat (1977: 70) 
metode adalah cara kerja yang sistematis untuk memahami objek yang menjadi 
pokok permasalahan yang bersangkutan. Menurut Helius Syamsuddin (1994: 2), 
metode ada hubungan dengan suatu prosedur, proses teknik yang sistematis, 
dalam melakukan penyelidikan disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan bahan-
bahan yang diteliti.  
Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini 
menggunakan metode penelitian historis atau metode penelitian sejarah. Menurut 
Louis Gottschalk (1986: 32) metode sejarah adalah proses menguji serta 
menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan 
data yang diperoleh guna menentukan proses historiografi. Gilbert J Garraghan 
dalam Dudung Abdurahman (1999: 43 - 44) mengemukakan bahwa metode 
penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk 
mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, 
dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. 
Senada dengan pengertian ini, Louis Gottschalk dalam Dudung Abdurahman 
(1999 : 44) menjelaskan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis 
kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta 
usaha sistesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.  
Metode sejarah adalah rekonstruksi imajinatif gambaran masa lampau 
peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan 
data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Dalam penulisan 
kisah masa lampau berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan, sejarawan 
diharuskan memiliki prosedur kerja. Prosedur kerja inilah yang disebut metode 
sejarah, antara lain mencari jejak-jejak masa lampau, meneliti secara kritis, 
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menggambarkan masa lampau berdasarkan informasi yang diperoleh dari jejak-
jejak dan imajinasi ilmiah (Helius Syamsuddin & Ismaun, 1994: 19-24). 
Sartono Kartodirdjo (1993: 37) berpendapat bahwa metode penelitian 
sejarah adalah prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah 
masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau 
tersebut. Dalam penulisan sejarah naratif sangat terikat pada paham bahwa setiap 
kegiatan historis bersifat unik, artinya khususnya hanya satu kali terjadi dan tidak 
berulang lagi. Penelitian sejarah harus membuat rekontruksi suatu kegiatan yang 
disaksikan sendiri, karena secara multak ia tidak mungkin mengalami lagi fakta 
yang diselidikinya.  
Dari beberapa pendapat para ahli mengenai metode penelitian historis atau 
metode penelitian sejarah adalah suatu metode penelitian yang meliputi kegiatan 
mengumpulkan, menguji, menganalisis secara kritis mengenai peninggalan-
peninggalan masa lampau, serta mensintesis bukti-bukti sejarah kemudian 




Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis berupa sumber 
tertulis. Menurut Gottschalk (1986: 35) sumber tertulis dapat berupa sumber 
primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian kesaksian dari 
seseorang yang mata kepala sendiri atau dengan pancaindera yang lain atau 
dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada 
peristiwa yang diceritakannya. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian 
dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata yakni dari seseorang 
yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Senada dengan hal itu, 
Nugroho Notosusanto (1978: 19) mengemukakan bahwa sumber primer adalah 
sumber-sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung oleh yang 
menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri, sedangkan sumber 
sekunder adalah sumber-sumber yang keterangannya diperoleh oleh pengarangnya 
oleh orang lain.  
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer berupa dokumen 
pemerintah, arsip negara, koran, majalah. Sumber yang dokumen pemerintah atau 
arsip negara diantaranya adalah “Laporan Tahunan BNI Unit I Tahun 1966/1967 
dan Tahun 1968”, Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, Undang-Undang 
No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Keterangan Pemerintah mengenai 
Keadaan Ekonomi Dimuka Sidang  DPR-GR pada tanggal 29 Januari 1968 
Sedangkan sumber primer berupa koran atu majalah yang terbit pada tahun 1966-
1972, diantaranya adalah Kompas Tahun 1966, Kedaulatan Rakyat Tahun 1967-
1968, Berita Yudha  1967.  
Adapun buku-buku yang dipergunakan didalam sumber sekunder antara 
lain karya dari H.W. Arndt yang berjudul ”Pembangunan Ekonomi Indonesia: 
Pandangan Seorang Tetangga”, karya Radius Prawiro yang berjudul “Pergulatan 
Indonesia Membangun Ekonomi : Pragmatisme dalam Aksi”, karya Mohtar 
Mas’oed yang berjudul “Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, 
karya Patmono S.K yang berjudul “Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan 
Pemikiran”.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena 
merupakan langkah untuk memudahkan dalam penyusunan kisah sejarah yang 
benar-benar sistematis. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. 
Teknik studi pustaka yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca 
buku-buku literatur, majalah-majalah, koran dan bentuk pustaka lainnya. Tujuan 
dari teknik pengumpulan data dengan studi pustaka adalah untuk mengumpulkan 
data dan informasi dengan jalan membaca berbagai macam buku yang tersedia 
diperpustakaan sesuai dengan permasalahan yang hendak dikaji.  
Sumber-sumber sejarah tersebut, baik primer dan sekunder yang telah 
diperoleh dari perpustakaan, kemudian dilakukan kritik sumber. Sumber yang satu 
dibandingkan dengan sumber yang lain kemudian diseleksi dan diinterpretasi. 
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Selanjutnya dilakukan penulisan cerita sejarah yang disajikan dalam bentuk 
tulisan. 
Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai 
berikut: 
1. Pencarian dan pengumpulan sumber primer dan sekunder yang berupa buku-
buku literatur, arsip, koran, majalah disesuaikan dengan tema penelitian yang 
tersimpan di perpustakaan. Kegiatan mengumpulkan arsip, koran, majalah 
dilakukan di Bank Indonesia Cabang Surakarta dan Monumen Press. Teknik 
studi pustaka dilakukan dengan mencacat beberapa sumber tertentu mengenai 
pengarang, judul buku, nama arsip dan subjek penelitian. Sementara sistem 
kompurisasi dilakukan dengan mencacat beberapa sumber tertentu mengenai 
pengarang, judul buku, kata kunci, nama penerbit dan tahun terbit. 
2.  Pencarian dan pengumpulan terhadap buku-buku literatur dan sumber 
pendukung lainnya yang sesuai dengan tema penelitan dilakukan di 
Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret dan Perpustakaan Fakultas 
Ekonomi, Perpustakaan Program Studi Sejarah dan Perpustakaan Fakultas 
Sastra UNS 
3. Mencacat, membaca dan memfotokopi sumber primer dan sekunder yang 
berupa buku-buku literatur yang sesuai dengan tema penelitian yang tersimpan 
di perpustakaan.  
 
Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah teknik 
analisis historis. Teknik analisis historis menurut Helius Syamsudin (1996: 89) 
adalah analisis data sejarah dengan menggunakan kritik sumber sebagai metode 
untuk menilai sumber-sumber yang digunakan untuk mengadalan penulisan 
sejarah. 
Menurut Berkhofer dalam Dudung Abdurahman (1999: 64) analisis 
sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejarah fakta yang semula berdiri 
sendiri-sendiri, bersama dengan teori-teori, disusunlah fakta ke dalam suatu 
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interpretasi. Menurut Sartono Kartodirdjo (1993: 19) untuk merangkaikan fakta-
fakta sebagai cerita diperlukan cara berpikir logis (diskursif) dan memiliki 
imajinasi. Ibarat membangun tembok, fakta-fakta adalah batu merahnya, sedang 
imajinasi adalah semennya. 
Menurut Sartono Kartodirdjo (1993: 88) bahan utama yang digunakan 
sejarawan menyusun suatu cerita atau analisis sejarah adalah fakta, dan fakta itu 
pada hakikatnya adalah kontruksi yang dibuat oleh sejarawan, sehingga 
interpretasi, baik analisis maupun sintesis orang bisa berbeda pendapat. Perbedaan 
pendapat itu sah meskipun datanya sama. Dari sinilah interpretasi sering disebut 
juga sebagai penyebab subjektivitas.  
Pengkajian fakta-fakta oleh sejarawan memang tidak bisa lepas dari 
subjektivitas, karena itulah diperlukan alat-alat analitis seperti konsep-konsep dan 
teori-teori sebagai penyeleksi dan pengklasifikasi. Berkaitan dengan penyajian 
atau presentasi fakta, interpretasi, dan kesimpulan yang cenderung memiliki 
subjektivitas terutama dalam abstraksi fakta, maka untuk menguranginya seorang 
peneliti harus mempunyai kerangka berpikir teoritik dan metodologi yang kuat, 
setelah diadakan analisis, kritik sumber dan interpretasi, maka fakta sejarah dapat 
menjadi suatu cerita yang dapat dipercaya kebenarannya. 
Dalam kegiatan analisis data, penelitian ini memanfaatkan berbagai 
sumber data sejarah yang saling mendukung untuk mempermudah perbandingan 
antara sumber. Penelitian ini juga sangat mengandalkan pendekatan teri-teori ilmu 
ekonomi sebagai ilmu bantu sejarah. Teori ekonomi sangat membantu 
menafsirkan fakta demi fakta untuk kemudian dirangkaikan menjadi suatu 




Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dari awal yaitu 
membuat proposal sampai dengan penulisan hasil penelitian. Penelitian ini 
menggunakan motode historis, maka sesuai dengan pendapat Nugroho 
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Heuristik berasal dari kata Yunani yaitu “heurisken” yang berarti mencari 
dahulu, baru menemukan. Heuristik berarti proses mencari data dengan 
menemukakan sumber-sumber. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 
mengadapakn riset di perpustakaan untuk mengumpulkan data-data dengan cara 
membaca buku-buku tertulis.  
Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang 
merupakan peristiwa sejarah. Pada tahap ini merupakan permulaan pengumpulan 
data-data yang berhubungan dengan : (1) latarbelakang diberlakukannya 
kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971; (2) 
kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971; (3) 
pelaksanaan kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-
1971; (4) dampak kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto di bidang 
ekonomi dan politik tahun 1966-1971. 
Pada tahap ini penelitian berusaha mencari dan menemukan sumber-
sumber yang relevan melalui teknik studi pustaka. Perpustakaan yang 
menyediakan sumber adalah perpustakaan-perpustakaan seperti Monumen Press 
Surakarta, Bank Indonesia Surakarta, Fakultas Ekonomi UNS. 
 
Kritik 
Kritik yaitu kegiatan untuk menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli 
atau autentik dan dapat dipercaya atau tidak. Setelah ditemukan sumber-sumber 
yang mendukung permasalahan diatas, maka sumber-sumber tersebut diadakan 
kritik sumber secara intern dan ekstern. Menurut Nugroho Notosusanto (1978: 38) 
pada dasarnya sumber mempunyai aspek ekstern dan intern. Aspek ekstern 
berkaitan dengan apakah sumber tersebut merupakan sumber asli yang 
dibutuhkan, sedangkan aspek intern berkaitan dengan apakah sumber tersebut 
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dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kritik sumber-
sumber sejarah juga mempunyai dua segi yaitu ekstern dan intern. 
Kritik ekstern merupakan kritik terhadap fisik dari sumber yang 
ditemukan, apakah sumber itu asli atau tidak, utuh atau tiruan. Kritik ekstern ini 
dilakukan dengan cara meneliti profesionalisme pengarang, ketebalan buku, tahun 
penerbitan, penerbit dan jenis kertasnya. Kritik intern yaitu kritik terhadap sumber 
yang ditemukan sahih atau tidak. Kritik intern ini dilakukan dengan cara meneliti 
isinya apakah isi pernyataan, fakta, dan ceritanya dapat dipercaya. Kemudian 
sumber-sumber yang telah terkumpul dibandingkan dengan sumber-sumber yang 
lainnya. Proses ini dilakukan untuk memastkan tingkat validitas sumber data. 
 
Interprestasi 
Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan data yang telah diperoleh dengan 
cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain. Data yang 
dibandingkan dari sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mendapatkan 
data yang objektif. Interprestasi menurut Kuntowijoyo dalam Dudung 
Abdurahman (1999 : 64) seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis 
berarti ini menguraikan dan secara terminologis berbeda, dengan sintesis yang 
berarti menyatukan. Analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode 
utama dalam interprestasi.  
Fakta sejarah yang telah terkumpul belum semuanya merupakan kisah 
sejarah karena belum diadakan interpretasi. Untuk itu, interpretasi dalam 
penelitian ini dengan melakukan kegiatan menafsirkan, menetapkan saling 
hubungan dan makna dari fakta-fakta yang ditemukan. Interprestasi dapat diukur 
kebenarannya dengan melihat faktor objektivitas. Semakin objektif dalam 
melakukan interpretasi, maka akan semakin dekat dengan kebenaran yang 
sebenarnya.  
Dalam penelitian ini tahap awal kegiatan interpretasi adalah membaca 
buku-buku yang berisi peristiwa yang berkaitan dengan data yang diperlukan 
sesuai masalah yang hendak dikaji penulis, kemudian penulis mulai mencari 
faktor-faktor untuk dianalisis mengenai peristiwa yang terjadi, setelah itu 
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membandingkan hasilnya dari satu sumber dengan sumber yang lain dan yang 
terakhir penulis melakukan penyimpulan dan penafsiran dari semua hasil yang 




Langkah terakhir dalam metode sejarah yaitu historiografi, yaitu 
merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah 
yang telah dilakukan (Dudung Abdurrahman, 1999: 66). 
Penelitian ini bersifat historis, oleh karena itu pemaparan faktanya yang 
telah diperoleh tersebut menjadi suatu cerita sejarah yang kronologis atau urutan 
waktu kemudian ditambah dengan imajinasi dari penulis tanpa merubah fakta 
sejarah.  
Berikut ini adalah bagan dari prosedur penelitian historis: 




Kritik  Heuristik Historiografi Interpretasi 





A. Latar Belakang Diberlakukannya Kebijakan Moneter Pada Masa 
Pemerintahan Soeharto Tahun 1966-1972 
 
Hampir semua negara mengalami masalah memelihara ketidakstabilan serta 
masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kestabilan ekonomi yang diinginkan 
tersebut meliputi kestabilan tingkat harga, tingkat pendapatan dan kestabilan 
kesempatan kerja. Kebijakan moneter, disamping juga kebijakan fiskal yang 
diharapkan dapat memelihara kestabilan ekonomi makro.  
Indonesia telah mengalami berbagai macam kebijakan moneter sejak 
mencapai kemerdekaan. Pada awal tahun 50-an kebijakan moneter Indonesia lebih 
bersifat konservatif, artinya jumlah uang yang beredar tumbuh dengan stabil, 
tetapi terkendalikan dengan laju 22% per tahun. Kemudian, akhir tahun 50-an 
jumlah uang yang beredar tumbuh dengan cepat diikuti laju pertumbuhan rata-rata 
sebesar 37% per tahun. Kebijakan moneter selanjutnya semakin terkesan sebagai 
hasil sampingan dari dunia politik dan defisit anggaran yang dilakukan 
pemerintah sendiri. Hasilnya adalah laju inflasi yang tinggi mencapai 650%. 
(Anne Booth & Peter McCawley, 1981: 132) Secara terperinci latar belakang 
kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1972 
dikarenakan terjadinya kekacauan dibidang moneter, terganggunya produksi, 
defisit neraca perdagangan, serta defisit anggaran pemerintah yang semakin 
meningkat, utang luar negeri, demoralisasi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi, 
termasuk kebijakan moneter ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut 
di atas. 
 
1. Kekacauan Dibidang Moneter 
 
Bank Sentral Indonesia berasal dari mantan bank kolonial De Javanche 
Bank. Pada tahun 1953 bank ini diganti nama menjadi Bank Indonesia. Bank 
Indonesia mempunyai hak ekslusif untuk mencetak uang dan bertanggung jawab 
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menyediakan perbankan dan sistem kredit dan untuk memelihara stabilitas mata 
uang nasional. Bank Sentral sebagai pengendali jumlah uang yang beredar. Pada 
mulanya, Bank Indonesia bisa menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan 
keputusan politik sebagaimana halnya bank-bank sentral negara-negara yang 
perekonomiannya berorientasi pasar. (Radius Prawiro, 1998: 4) Namun sejak 
tahun 1957, dengan mengatasnamakan perekonomian terpimpin, kebebasan bank 
sentral diakhiri. Bank Indonesia secara de facto menjadi instrumen pemerintah, 
mencetak lebih banyak uang untuk menyiasati pengeluaran defisit. Akibatnya 
situasi moneter mengalami kekacauan, seperti yang terlihat jumlah uang yang 
beredar dalam masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi titik tolak kegagalan 
Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai penjaga stabilitas moneter.  
Pada tahun 1957 tekanan dari pemerintah kepada Bank Indonesia timbul 
karena harus memperhatikan kebutuhan pemerintah untuk menutup Anggaran 
Penerimaan dan Belanja Negara tanpa mekanisme pembatasan. Secara yuridis, 
Bank Indonesia sesuai Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang Peraturan-
Peraturan Pokok Bank Indonesia, memiliki hak monopoli untuk mencetak uang 
kertas bank. Selain itu pada Pasal 19 Undang-Undang No. 11 tahun 1953 
menyatakan: 
“Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 16 dan 
menyimpang dari pada pasal yang ditentukan pada ayat pertama Pasal 15, 
Bank Indonesia wajib setiap kali Menteri Keuangan menganggap hal itu 
perlu untuk menguatkan Kas Negara sementara waktu, memberikan uang, 
maka dalam rekening kepada Republik Indonesia, yang tidak diadakan atas 
tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharan dan yang pengeluaran 
atau pengadaiannya akan diizinkan dengan atau berdasarkan undang-
undang”.  
 
Kekuasaan menambah jumlah uang yang beredar dikenakan dua pembatasan 
sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1953 tentang Peraturan-Peraturan 
Pokok Bank Indonesia No. 40 tahun 1953 pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa 
“Uang-muka tersebut dalam ayat 1 tidak boleh lebih daripada 30% (tiga puluh 
persen) dari penghasilan Negara dalam tahun anggaran, yang mendahului tahun 
anggaran, pada waktu mana Pemerintah meminta uang-muka itu kepada bank”.  
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Pembatasan kedua sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1953 
tentang Peraturan-Peraturan Pokok Bank Indonesia pasal 16 ayat 1 menyatakan:  
“Jumlah semua uang-kertas bank, saldo rekening koran, dan tagihan-tagihan 
yang lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin 
dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas, atau cadangan yang 
terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-
tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas IMF dan Worldbank yang 
diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank dengan Undang-undang”.  
 
Pada tahun 1957 dikeluarkan undang-undang yang memberikan wewenang 
kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia 
lebih dari yang ditetapkan dalam pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 
1953 tentang Peraturan Pokok Bank Indonesia yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 
1957. Bahkan pada 1957 juga dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 14 
tentang penetapan untuk membebaskan Bank Indonesia dari kewajiban yang 
dimaksudkan dalam pasal 16 Ayat (1) UU Pokok Bank Indonesia 1953 selama 
enam bulan setelah berakhirnya Keputusan Moneter tanggal 2 Februari 1957 No. 
23 yang diadakan berdasarkan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pokok Bank 
Indonesia 1953 sebagai undang-undang. Pada dasarnya Undang-Undang Darurat 
itu membebaskan BI dari kewajiban cadangan emas sebagai deking dari sirkulasi 
uang. Pada 1958, Undang-Undang Darurat tersebut ditetapkan menjadi Undang-
Undang No. Tahun 1958 dalam Lembaran Negara No. 114. Selain itu pada 1958 
juga dikeluarkan Undang-Undang No. 75 (Lembaran Negara No 131) yang 
memperpanjang jangka waktu pembebasan BI dari kewajiban yang dimaksudkan 
dalam pasal 16 ayat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (dua belas) 
bulan, setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dengan Undang-Undang 
Darurat No.14 Tahun 1957 jo UU No. 63 Tahun 1958. Akhirnya Pemerintah 
secara khusus melakukan perubahan atas pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok 
Bank Indonesia dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 1958 yang masuk dalam 
Lembaran Negara No. 160. (Patmnono SK, 1998: 48-49) 
Dengan perubahan-perubahan-perubahan tersebut, kewenangan Bank 
Indonesia untuk mengatur peredaran uang dan pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan oleh undang-undang menjadi lunak. Bahkan, Bank Indonesia sebagai 
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pemegang otoritas dalam pengendalian peredaran uang menjadi mandul. 
Intervensi kekuasaan pemerintahan dalam bidang moneter menjadi sangat besar. 
Walaupun pemerintah harus merubah undang-undang yang membatasinya 
kemudian disesuaikan dengan kemauan pemerintah sendiri tanpa mempedulikan 
keadaan ekonomi pada saat itu.  
Undang-undang No. 84 tahun 1958, memberikan kelonggaran terhadap 
pelaksanaan pembatasan uang muka, yang semua ditetapkan sebesar 30% dari 
jumlah pendapatan tahun sebelumnya dan terhadap syarat cadangan emas dan 
valuta sebesar 20% dari uang kertas yang diedarkan, tapi dalam keadaan luar biasa 
bahkan dinaikkan menjadi 50%. Karenanya Bank Indonesia tidak bisa menolak 
permintaan pemerintah secara yuridis. Pada awalnya kebebasan pemerintah untuk 
menggunakan defisit anggaran sebagai cara untuk mengatasi kesulitan keuangan 
negara dibatasi secara yuridis maupun politis melalui parlemen. Pembatasan-
pembatasan tersebut, untuk melindungi fungsi Bank Indonesia, bisa ditetapkan 
oleh Bank Indonesia sendiri tanpa persetujuan parlemen. Tetapi pada bulan 
Februari 1959, ketentuan itu diubah, justru oleh parlemen sendiri, yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang berada dibawah tekanan pemerintah. 
Dengan pencabutan itu maka keterikatan pemerintah dalam penggunaan defisit 
anggaran telah dihapuskan. Sebaliknya alat kebijakan Bank Sentral, melalui 
ketentuan cadangan, untuk membatasi pinjaman atas permintaan pemerintah dan 
untuk mengatur jumlah uang yang beredar, telah lepas dari Bank Indonesia. 
Dengan begitu, maka yang muncul adalah sejumlah keterikatan, dan bukannya 
kebebasan relatif Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas utamanya 
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1953. (Tim Penulis 
LP3ES, 1995: 141) 
Kekuasaan yang begitu besar di tangan pemerintah menyebabkan BI tidak 
mampu lagi mengedalikan defisit anggaran belanja. Dengan kecilnya cadangan 
emas sebagai deking dari uang yang beredar (pada tahun 1965 pemerintah hanya 
memiliki cadangan emas dan valuta sebesar 0,02% dari jumlah uang yang 
beredar) menunjukkan bahwa situasi moneter begitu parah. Padahal perundang-
undangan mensyaratkan jaminan emas itu sebesar 20% dari uang yang beredar. 
 lxxiv
Ikut campurnya pemerintah dalam mengambil alih kekuasaan bank sentral, 
seperti apa yang disampaikan oleh mantan Gubernur Bank Sentral, Sjarifuddin 
Prawironegaro jauh hari sebelumnya sebagaimana yang kutip oleh Patmono SK, 
(6: 1996) yang menyatakan “Kalau pemerintah diberi kunci Bank Sentral, akan 
ada bahaya besar bahwa Pemerintah akan tergoda untuk beroperasi di luar 
anggaran, karena Pemerintah punya cara untuk menciptakan uang baru”.  
Melihat gelagat pemerintah yang mulai mengintervensi bank sentral, 
akhirnya Sjarifuddin Prawironegaro mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank 
Indonesia pada bulan Februari 1958, dan akhirnya, ramalannya benar. Pada tahun 
1960 Bank Indonesia berhenti mempublikasikan laporan keuangan mingguan, 
kwartalan, dan tahunannya, dan urusan moneter menjadi rahasia negara ketimbang 
terbuka untuk umum (Patmono SK, 1996: 7) 
Diakhirinya kebebasan Bank Indonesia mengakibatkan pemerintah dapat 
dengan mudah menekan Bank Indonesia memperhatikan kebutuhan pemerintah 
untuk menutup Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tanpa mekanisme 
pembatasan. Pada tahun 1962 struktur organisasi Bank Sentral diubah melalui 
Keputusan Presiden No. 94/1962. Menurut Keputusan Presiden tersebut masalah 
keuangan ditangani oleh Deputi Menteri dan dipecah menjadi tiga departemen, 
yaitu Departemen Pendapatan, Pengeluaran dan Pengawasan, Departemen 
Anggaran Pemerintah, Departemen untuk masalah Bank Sentral. Dengan 
perkataan lain, fungsi bank dialihkan ke kabinet. (Drs P.C Suroso, 1993: 96) Pada 
tahun 1963 dengan Keputuasan Presiden No. 232/1963 Bank Indonesia semakin 
ditekan dengan diangkatnya Gubernur Bank Sentral sebagai menteri dalam 
kabinet yaitu Menteri Uruasan Bank Sentral. Adanya Menteri Urusan Bank 
Sentral ini mengakibatkan Dewan Moneter (sebagaimana dalam Peraturan-
Peraturan Pokok Bank Indonesia Dewan Moneter tahun 1951 bahwa Dewan 
Moneter yang anggotanya terdiri Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan 
Gubernur Bank Sentral saling melakukan koordinasi dan konsultasi dalam 
merumuskan kebijakan moneter) tidak lagi berfungsi. (Tim Penulis LP3ES, 1995: 
113) Padahal Dewan Moneter merupakan benteng terakhir Bank Sentral dalam 
mempertahankan indepedensi dan otonominya dari tekanan pemerintah yang 
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cenderung menguasai Bank Sentral. Dengan perubahan struktur organisasi Bank 
Sentral dan berakhirnya Dewan Moneter, maka perumusan kebijakan moneter 
selanjutnya ditentukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral yang bertanggung jawab 
langsung pada presiden. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia kehilangan 
independensi dan otonominya.  
Pada masa Gubernur Jusuf Muda Dalam juga memburuk kestabilan sistem 
perbankan Indonesia dengan menggabungkan semua bank negara kedalam Bank 
Sentral, dengan demikian meleyapkan persaingan antar-bank yang merupakan 
esensi dari sektor perbankan yang efisien untuk melayani pelanggannya. Dengan 
penggabungan Bank Indonesia dan bank-bank negara, Bank Sentral menjadi bank 
komersiil utama negara, serta perbedaan antara regulator dan diregulasi lenyap. 
Bank Indonesia diubah menjadi Bank Negara Unit I, Bank Negara Unit II, dan 
seterusnya. Dengan pengaturan seperti itu, Pemerintah menuntun hampir seluruh 
aktivitas perbankan negara, mulai dari deposito pelanggan dan pinjaman komersiil 
sampai pengendalian suku bunga. Bank sentral tidak lagi sebagai lender of last 
resort (pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank umum) melainkan secara 
praktis menjadi satu-satunya pemberi pinjaman utama. (Radius Prawiro, 1998: 5-
6) Selain itu, Gubernur Jusuf Muda Dalam juga mengembangkan konsep bank 
sentral sebagai Bank Berjuang yaitu komitmen lansung dan kongkret dari Bank 
Indonesia untuk membiayai proyek-proyek urgen pemerintah pada waktu itu 
disebut Proyek Mendataris. (Tim Penulis LP3ES, 1995: 147) 
Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi juga mengarah ke beberapa 
jurusan. Jurusan pertama adalah sebagai bankir pemerintah, untuk membantu 
pemerintah dalam anggaran defisitnya, tanpa instrumen pembatasan sejak tahun 
1957. Jurusan kedua adalah ikut membina perusahaan-perusahaan negara, melalui 
sistem perkreditan, sebagai konsekuensi dari tindakan nasionalisasi. Jurusan 
ketiga adalah mengembangkan perusahaan-perusahaan pribumi. Disamping itu 
terdapat pula keterikatan Bank Indonesia untuk membantu bank-bank negara 
maupun swasta, dalam peranannya sebagai Bank Sentral serta ikut 
mengembangkan industri gula, sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan 
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bahan pokok rakyat dan mengembangkan sektor perkebunan dan industri. (Tim 
Penulis LP3ES, 1995: 141).  
Perhatian Bank Indonesia terhadap pengembangan perusahaan negara 
diwujudkan dalam bentuk sumbangan Bank Indonesia dalam pemberian kredit 
kepada perusahaan-perusahaan negara. Berikut ini adalah tabel sumber kredit 
perusahaan negara tahun 1959-1965. 
Tabel 1 : Sumber Kredit Perusahaan Negara Tahun 1959-1965 







Persentase pembagian dari 
Bank Indonesia (2) : [(4) +(3)] 
(1) (2) (3) (4) 
1959 7.2 0.2 99% 
1960 7.3 3.4 70% 
1961 12.8 2.6 88% 
1962 20.6 6.6 75% 
1963 41.0 9.8 80% 
1964 82.2 50.3 62% 
1965 334.4 194.6 63% 
Sumber : Tim Penulis LP3ES (1995: 142) 
 
Dari tabel 1 dapat diketahui volume kredit Bank Indonesia kepada 
perusahaan-perusahaan negara meningkat dalam nilai absolut. Demikian juga 
volume kredit yang bersumber dari bank-bank pemerintah yang lain. Persentase 
kredit yang berasal dari Bank Indonesia sangat dominan mencapai 99% pada 
tahun 1959. Persentase kredit selanjutnya cenderung merosot yang berarti 
meningkatnya peranan bank-bank pemerintah dalam pemberian kredit kepada 
perusahaan-perusahaan negara. Walaupun begitu kredit oleh bank-bank 
pemerintah tersembunyi kredit Bank Indonesia kepada bank-bank pemerintah.  
Sementara itu, jumlah kredit yang diberikan bank-bank pemerintah kepada 
perusahaan-perusahaan negara sejak tahun 1959 mengalami peningkatan pesat 
dari 5,3% menjadi 395,5% pada tahun 1965 seperti dalam tabel 2. Kenaikan yang 
mencolok tersebut karena dipengaruhi oleh nilai rupiah yang merosot atau tingkat 
inflasi yang tinggi. Berikut ini adalah tabel kredit bank-bank pemerintah kepada 
perusahaan-perusahaan negara tahun 1957-1965. 
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 Tabel 2: Kredit bank-bank Pemerintah kepada Perusahaan-perusahaan 
Negara tahun 1957-1965 
         (dalam milyar rupiah) 
Akhir tahun Jumlah Kenaikan 
Ratio Kredit (2) terhadap jumlah 
kredit yang diberikan oleh Bank 
Pemerintah 
(1) (2) (3) (4) 
1956 .5  - 
1957 .6 + .1 - 
1958 1.9 + 1.3 11% 
1959 7.4 + 5.3 29% 
1960 10.7 + 3.3 75% 
1961 14.4 + 3.1 62% 
1962 27.2 + 12.8 56% 
1963 50.8 + 3.6 66% 
1964 132.5 + 87.7 69% 
1965 527.0 + 395.5 59% 
Sumber : Tim Penulis LP3ES (1995: 143) 
 
Tabel 3: Persediaan Uang dan Kredit Bank 1957-1966 
Harga Konstan 1954 
          (dalam milyar rupiah) 


























1957 206 18.90 9.2 5.2 2.5 0.1  
1958 243 29.40 12.1 9.2 3.8 2.6 1.1 
1959 275 34.90 12.7 3.2 1.2 6.7 2.4 
1960 330 47.90 14.5 0.8 6.6 2.0  
1961 644 67.60 10.5 23.4 3.6 10.7 1.7 
1962 1,648 135.90 8.2 58.7 3.6 19.7 1.2 
1963 3,770 263.40 7.0 124.0 3.3 40.7 1.1 
1964 8,870 675.10 7.6 355.8 4.0 131.6 1.5 
1965 81,400 2,582.00 4.2 1,580.4 2.6 797.2 1.3 
1966 152,200 5,593.40 3.7     
Sumber : Tim Penulis LP3ES (1995: 145)  
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Menurut Prof Arndt ketika nilai absolut kredit terus meningkat. Namun 
harga-harga yang berkembang lebih cepat dari ekspansi suplai uang dengan makin 
jatuhnya kepercayaan terhadap rupiah, maka nilai riil atau daya beli dari suplai 
uang ikut menurun. (Tim Penulis LP3ES, 1995: 145) Situasi tersebut terlihat dari 
tabel 3, dimana suplai uang telah mencapai puncaknya pada tahun 1960 sebesar 
Rp 14,7 juta kemudian pada tahun-tahun berikutnya terjadi kemerosotan volume 
uang yang beredar. Memasuki awal tahun 1966 terjadi situasi kekurangan uang 
yang hanya sebesar Rp 3,7 juta dalam harga tahun 1954, yang ternyata lebih kecil 
nilai riilnya daripada tahun-tahun sebelumnya.  
Tabel 4: Sebab-sebab Perubahan Jumlah Uang yang Beredar Tahun 1957-
1966 
   (dalam milyar rupiah) 
Perusahaan Tahun Pemerintah 
Masyarakat Swasta Asing Lain-lain 
Jumlah Uang 
yang Beredar 
1957 + 5.8 + 0.1 + 2.2 - 1.0 - 1.5 + 5.5 
1958 + 9.5 + 1.3 - 0.9 + 0.6 - 0.1 + 10.5 
1959 + 3.4 + 5.3 + 1.1 + 14.0 - 18.2 + 5.5 
1960 + 0.8 + 3.3 - 1.2 + 4.5 - 7.2 + 13 
1961 + 23.4 + 3.1 + 7.1 - 6.8 + 7.0 + 19.8 
1962 + 53.6 + 12.8 + 5.1 - 9.4 - 6.1 + 68.3 
1963 + 122.8 + 23.6 + 10.0 - 11.0 - 17.9 + 127.5 
1964 + 345.6 + 81.9 + 32.4 - 10.2 - 38.0 + 411.7 
1965 + 1418.5 + 395.2 + 237.4 - 3.6 - 140.6 + 1906.9 
1966 + 1292.2 + 627.6 + 200.2 + 5.5 + 885.9 + 3011.4 
Sumber : Tim Penulis LP3ES (1995: 145)  
 
Dari tabel 4 dapat diketahui peranan defisit anggaran dalam menambah 
jumlah uang yang beredar selama seluruh periode 1957-1966. Kontribusi 
pemerintah melalui anggaran defisit yang dibiayai oleh Bank Sentral hampir 
menyamai atau bahkan melebihi kenaikan jumlah uang yang beredar secara total. 
  
2. Kemerosotan Produk Nasional 
 
Kemerosotan produksi Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dari 
kecenderungan dari keputusan-keputuasan pemerintah yang semakin dipengaruhi 
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oleh lambang dan urusan militer dari pada ahli dibidang ekonomi dan 
administrasi. (Hebert Feith, 1963: 112). Terjadinya transformasi politik umum 
yang menempatkan para elit birokratis politik dan militer pada posisi yang sangat 
kuat dan strategis menyebabkan kemerosotan kemampuan pemerintah untuk 
meningkatkan produksi negara. Doktrin Demokrasi Terpimpin, baik dalam 
Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin telah mempersulit golongan-
golongan pengusaha asli untuk berkembang. (Yahya Muhaimin, 1990: 172)  
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang pada waktu itu ada di 
Indonesia juga tidak luput dari Doktrin Demokrasi Terpimpin. Pengambilalihan 
perusahaan asing secara paksa tersebut diharapkan akan membawa perubahan 
ekonomi Indonesia. Namun, pengambilalihan perusahaan asing tanpa memiliki 
sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. perusahaan negara yang paling 
menguntungkan ditempatkan dibawah pengawasan elit militer dan partailah yang 
menentukan lisensi impor, kontrak-kontrak pemerintah, devisa, kredit luar negeri, 
serta konsesi-konsesi pertambangan, perminyakan dan kehutanan. Hal tersebut 
menimbulkan perwira militer yang disebut perwira-perwira pengusaha dengan 
dukungan diam-diam dari Presiden Soekarno. Hasilnya bukan seperti yang 
diharapkan sebelumnya sebagai penghasil devisa negara malah terbengkalainya 
perusahaan-perusahaan negara dan hanya sebagai penyerap subsidi dari 
pemerintah serta isolasi dari negara-negara luar negeri yang merasa 
perusahaannya dinasionalisasikan. (Yahya Muhaimin, 1990: 172-173)  
 Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun yang dimulai tahun 1961 
sampai dengan 1969 pada Demokrasi Terpimin juga terbengkalai. Rencana 
tersebut terdiri dari 2 komponen, yaitu proyek-proyek A yang diharapkan 
langsung meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, dengan sasaran produksi 
sandang pangan, perbaikan infrastruktur, pendidikan dan proyek khusus serta 
proyek-proyek B yang diharapkan membiayai proyek A seperti peningkatan 
ekspor pertanian, dan mineral. (Albert Widjaja, 1982: 99-100) Dalam 
kenyataannya banyak sekali permasalahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, 
selain inflasi yang melanda pada saat itu juga karena Rencana Pembangunan 
Semesta Delapan Tahun disusun tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ekonomi. 
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Yang dalam pelaksanaannya tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan 
ekonomi yang memadai. (Drs P.C Suroso, 1993: 140) 
Perkembangan selanjutnya, tercapainya produksi tinggi sulit diwujudkan. 
Hal ini diakibatkan terjadinya kekacauan sistem moneter, dimana inflasi 
menyerang dan melumpuhkan segala sektor ekonomi tak kecuali sektor produksi. 
Inflasi menyebabkan kemerosotan produksi Indonesia dari tahun 1960 sampai 
dengan tahun 1966. Inflasi tidak hanya menaikkan harga barang hasil produksi 
dan jasa, bahkan harga-harga faktor-faktor produksi, misalnya bahan baku dan 
bahan penunjang produksi, upah tenaga kerja, serta peralatan produksi. Alhasil 
menyebabkan juga kenaikan ongkos produksi sehingga berdampak pada kelesuan 
produksi. Selain itu, inflasi menaikkan biaya peremajaan, perawatan, dan 
pemeliharaan alat-alat produksi, akibatnya banyak alat-alat produksi yang tidak 
memadai dan tidak produktif lagi terpaksa masih beroperasi sehingga hasil 
produksi menurun baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Inflasi juga 
menyebabkan pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana produksi 
mengalami kemacetan.  
Tingkat inflasi tinggi yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi 
yang berarti akan yang menyebabkan kemacetan ekonomi. Hal ini dapat terlihat 
dari tabel 5 bahwa antara tahun 1959-1965 Produk Domestik Bruto hanya 
meningkat rata-rata 1,4% per tahun. Malahan, pertumbuhan rata-rata jauh 
dibawah nol dalam tahun 1960-1963. Tingkat pertumbuhan ekonomi jelas 
tertinggal jauh di belakang tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk yang 
mencapai 2,5% per tahun.  
Tabel 5: Produk Domestik Bruto tahun 1959-1966 
 (dalam juta rupiah) 
Tahun Rupiah Tingkat Pertumbuhan 
1959 391,4 0,4% 
1960 390,2 - 0,3% 
1961 412,6 5,7% 
1962 420,2 1,8% 
1963 410,8 - 2,2% 
1964 425,3 3,5% 
1965 429,9 0,9% 
1966 441,9 2,9% 
 Sumber : Mothar Mas’oed (1989: 221) 
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Tergangguanya produksi nasional juga memperparah produksi untuk 
konsumsi dalam negeri menyebabkan kebutuhan pasokan barang dalam negeri 
tidak dapat dipenuhi. Jumlah pasokan barang tidak memenuhi permintaan 
masyarakat, akibatnya harga barang-barang semakin melambung dan semakin 
memperparah inflasi. Untuk mengatasi kurangnya barang konsumsi dalam negeri, 
pemerintah terpaksa memperbesar impor. Dari satu sisi pemerintah mengimpor 
barang untuk menutupi kurangnya produksi dalam negeri, di sisi lain penerimaan 
ekspor sebagai penghasil devisa negara menurun karena merosotnya produksi 
untuk komoditas ekspor. Hal ini mengakibatkan pengurasan devisa yang 
menyebabkan defisit neraca pembayaran Indonesia. 
 
3. Defisit Neraca Pembayaran 
 
Neraca pembayaran Indonesia 1960 sampai tahun 1966 mengalami defisit 
terus menerus, karena pengurasan devisa yang dilakukan pemerintah. 
Tabel 6: Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 1960-1966 















1960 + 2,93 - 4,79 + 0,54 - 1,32 + 2,82 + 1,50 
1961 - 6,44 - 5,19 + 1,33 - 10,30 + 7,29 - 3,01 
1962 - 0,56 - 4,95 + 0,81 - 4,70 + 1,82 - 2,88 
1963 + 1,20 - 6,27 + 0,58 - 4,49 + 2,30 - 2,19 
1964 + 0,92 - 6,03 + 0,53 - 4,58 + 3,71 - 0,87 
1965 + 0,87 - 6,36 + 0,54 - 4,49 + 5,23 + 0,28 
1966 + 2,45 - 5,37 + 0,33 - 2,59 + 2,33 + 0,62 
Sumber : Unit Khusus Museum Bank Indonesia (2005: 108) 
 
Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa surplus neraca pembayaran Indonesia 
hanya terjadi pada tahun 1960, sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya 
mengalami defisit. Defisit neraca pembayaran tersebut berhubungan dengan 
defisit neraca perdagangan dari tahun ke tahun terus membesar (defisit). Neraca 
perdagangan merupakan perbandingan antara nilai ekspor dan impor. Neraca 
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perdagangan Indonesia tahun 1960 sampai tahun 1966 mengalami defisit. Hal ini 
karena kecenderungan yang menurun dari nilai ekspor dan adanya kecenderungan 
nilai impor yang menaik.  
Tabel 7: Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 1960-1966 
 (dalam jutaan rupiah) 
Jumlah Tidak Termasuk Perusahaan 
Minyak Bumi Tahun 
Ekspor Impor Selisih Ekspor Impor Selisih 
1960 37.835 26.001 + 11.834 27.900 24.842 + 3.048 
1961 35.467 35.833 - 336 23.726 33.380 - 9.654 
1962 30.676 29.120 + 1.556 20.965 27.324 - 6.395 
1963 31.337 22.606 + 8.731 19.244 21.185 - 1.941 
1964 32.625 27.990 + 4.635 20.565 27.585 - 7.020 
1965 31.815 32.310 - 495 19.575 31.725 - 12.150 
19661 30.510 25.785 + 4.725 21.375 25.425 - 4.050 
1)  Nilai USD 1 = 45; 1 = uang baru Rp 1 = uang lama 1.000 
 Sumber : Unit Khusus Museum Bank Indonesia (2005: 110) 
 
Perkembangan neraca perdagangan Indonesia tahun 1961 sampai 1966 
selalu negatif, di satu pihak disebabkan karena perkembangan ekspor yang 
cenderung menurun dan di lain pihak disebabkan oleh impor yang terus 
meningkat. Dari tabel 7 dapat diketaui bahwa karet yang menjadi ekspor andalan 
dari tahun ke tahun semakin menurun peranannya. Nilai ekspor tanpa 
memperhitungkan minyak bumi pada tahun 1960 sebesar Rp 27.900 juta, suatu 
tingkat yang dalam tahun-tahun berikutnya tidak pernah dapat dicapai lagi. Pada 
tahun 1965 nilai ekspor hanya berjumlah Rp 19.575 juta, yang berari terjadi 
penurunan sekitar 29,8% dibandingkan nilai ekspor tahun 1960. Di tahun 1966 
nilai ekspor kembali naik sebesar Rp 21.375 juta karena membaiknya harga 
kelapa sawit. Namun, di pihak lain dalam periode yang sama nilai impor naik 
sebesar Rp 24.842 juta atau sekitar 28% dalam tahun 1960, menjadi Rp 31.725 
juta dalam tahun 1965. (Tim Penulis BI, 2006: 110) 
Dengan melihat keadaan tersebut menyebabkan neraca perdagangan yang 
mengalami surplus tahun 1960 sebesar Rp 3.048 juta, pada tahun-tahun 
berikutnya mengalami defisit sebesar Rp 12.150 juta pada tahun 1965 dan 
menurun kembali tahun 1965 sebesar Rp 4.050 juta.  
Inflasi yang terus menerus naik, yang tercermin kenaikan harga-harga dalam 
negeri berpengaruh juga terhadap perkembangan ekspor dan impor. Harga-harga 
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ekspor Indonesia di pasaran luar negeri selama tahun 1960-1965 pada umumnya 
terus mengalami penurunan. Sebaliknya, dengan adanya inflasi, harga-harga di 
dalam negeri dari bahan-bahan ekspor telah naik sehingga ekspor mengalami 
disparitas harga terus-menerus. Oleh karena itu, keguncangan-keguncangan harga 
di luar negeri sangat berpengaruh dan menyebabkan merosotnya penerimaan 
devisa dari ekspor karet yang merupakan komoditi paling penting ekspor 
Indonesia. Selain itu, karet alam juga telah mendapat saingan dari karet sintesis 
juga terjadi persaingan karet Indonesia degnan Malaysia. Beberapa komoditi 
ekspor Indonesia yang cukup penting seperti tembakau, kopi, teh, dan lada telah 
mengalami perkembangan yang kurang menguntungkan karena terbentuknya 
pasaran-pasaran bersama di Eropa. Ekpor Indonesia di bidang pertambangan 
seperti minyak bumi dan timah, belum menunjukkan pertumbuhan yang 
menggembirakan. Kurangnya investasi dan peralatan-peralatan yang sudah tua 
merupakan sebagian sebab menurunkan kuantitas dan kualitas komoditi 
pertambangan Indonesia. Berikut ini adalah tabel Nilai Ekspor Indonesia Tahun 
1961-1966. 
Tabel 8: Nilai Ekspor Indonesia Tahun 1961-1966 
 (dalam jutaan rupiah) 
Deskripsi  1961 1962 1963 1964 1965 19661 
1. Karet 13.817 13.433 11.022 10.612  9.990 10.035 
- Karet Perkebunan  5.511  4.572  4.233  4.438  3.870 4.095 
- Karet Rakyat  8.306  8.861  6.789  6.174  6.120 5.940 
2. Minyak Tanah dan Hasilnya 11.741  9.711 13.093 12.031 12.240 9.135 
3. Timah Putih  1.499  1.571  851  1.424  1.710 1.395 
4. Kopra Bungkil Kopra  1.801  816  1.463  1.256  990 1.125 
5. Kopi  619  563  893  1.195  1.395 1.485 
6. Teh  1.156  928  800  765  765  765 
7. Tembakau  1.107  727  952  982  855 1.080 
8. Minyak Sawit dan Biji Sawit  1.111  944  1.061  1.350  1.215 1.665 
9. Gula -  85  986  677  135  45 
10. Lada dan Rempah lainnya  968  561  619  568  405  585 
11. Lainnya  1.648  1.337  597  1.693  2.115 3.195 
 Jumlah Ekspor 35.467  0.676 31.337 32.5589 31.815 30.510 
 23.726 20.956 19.244 20.558 19.578 21.375 
 1 Tahun 1966 menggunakan uang baru dengan perbandingan Rp 1 uang baru = 
Rp 1000 
Sumber : Unit Khusus Museum Bank Indonesia (2005: 112)  
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 Dipihak lain, kebutuhan masyarakat akan barang-barang impor terus 
mengalami peningkatan. Pada tahun 1960 nilai impor (tidak termasuk perusahaan-
perusahaan minyak) sebesar Rp 24.842 juta, pada tahun 1961 naik sebesar Rp 
33.380 juta, hal ini karena keperluan perjuangan Trikora. Walaupun pada tahun 
1962 nilai impor nonmigas turun sebesar Rp 6.056 juta menjadi Rp 27.324 juta, 
tetapi nilai tersebut masih tetap berada pada nilai yang tinggi, melihat ekspor 
tahun 1962 hanya berjumlah Rp 20.965 juta.  
Pada umumnya impor tahun 1960-1966 yang meliputi bahan-bahan baku 
menempati posisi terbesar, kemudian disusul oleh impor bahan konsumsi, lalu 
barang modal. Memasuki tahun 1964 dan 1965 impor Indonesia cenderung 
menunjukkan comsumption oriented yaitu impor barang-barang konsumsi 
merupakan bagian terbesar dari impor tersebut, yakni pada tahun 1964 sebesar Rp 
11.115 juta (39,7%) dan tahun 1966 sebesar Rp 10.305 juta (40%). Impor barang-
barang konsumsi di tahun 1966 ditandai dengan banyaknya impor beras, tepung 
gandum, dan tekstil sebagai tindakan untuk menciptakan stabilitas ekonomi-sosial 
dan politik. Berikut ini adalah tabel nilai impor Indonesia tahun 1960-1966.  
Tabel 9: Nilai Impor Indonesia Tahun 1961-1966 
 (dalam jutaan rupiah) 
Tahun  Barang Konsumsi Bahan Baku Barang Modal Jumlah  
1960 9.645 10.642 5.714 26.001 
1961 11.547 15.553 8.733 35.833 
1962 7.952 11.462 9.706 29.120 
1963 6.938 9.367 6.301 22.606 
1964 11.120 7.647 9.206 27.973 
1965 10.395 11.970 9.945 32.310 
1966 10.305 8.280 7.200 25.785 
Sumber : Unit Khusus Museum Bank Indonesia (2005: 115)  
 
Defisit neraca perdagangan mengakibatkan tekanan terhadap nilai rupiah. 
Depresiasi rupiah ditandai dengan penurunan kurs rupiah terhadap dolar dari 
tahun ke tahun. Pemerintah telah beberapa kali devaluasi rupiah yaitu menjelang 
pertengahan dekade 1960-an, Pemerintah telah mengalami beberapa lubang 
anggaran yang besar. Untuk membiayai kebiasaan menghamburkan uang, 
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Pemerintah mengikis cadangan devisa. Hal ini dimaksudkan untuk kestabilan 
moneter, nilai tukar rupiah dijaga pada tingkat artifisial yang tinggi. Kebijakan ini 
menyebabkan harga produk Indonesia melonjak, sehingga daya saingnya dalam 
pasar internasional menurun. Dampak buruk ini diperparah dengan kebijakan 
yang mencoba membangun industri dengan memajak ekspor hasil pertanian. 
Selain minyak, produk perdagangan yang utama adalah karet, kopi, minyak 
kelapa, dan beberapa produk pertanian lainnya. Pemajakan ekspor pertanian 
membuat para pedagang Indonesia memiliki tiga pilihan: mereka bisa menyerap 
biaya pajak dan membuat biaya mereka menjadi mahal, atau mencoba 
meneruskan biaya ini kepada pemasok atau pelanggan mereka. Bila pedagang 
menaikkan harga untuk mengkompensasi ketidaktepatan mata uang dan tarif 
ekspor, harga mereka tidak akan laku. Oleh karena itu pedagang tidak bisa 
meneruskan biaya tambahan ini kepada para pedagang mereka. Para pedagang 
tidak mau menyerap biaya itu sendiri, karena biaya biasanya mereka hanya 
mendapatkan laba tipis dari barang mereka. Hal ini berarti bahwa para petani 
Indonesia akan tergencet: produk pertanian Indonesia bisa berhasil di pasar 
internasional hanya bila petani mau menjual dengan merugi atau dengan untung 
yang sangat tipis. Rupiah yang mahal dan pajak ekspor menghalangi petani untuk 
memasuki sektor ekspor, dan hal ini kemudian berperan menciutkan cadangan 
devisa. (Radius Prawiro, 1998: 10) 
 
4. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
 
Pada dasawarsa 1960-an kebutuhan anggaran pemerintah semakin 
membengkah antara lain untuk membiayai pengeluaran militer, impor beras, 
subsidi, proyek mercusuar, dan dana bebas (Radius Prawiro, 1998: 6-8).  
a. Pengeluaran militer 
Pada Desember 1961 pemerintah meluncurkan kampanye untuk 
membebaskan Irian Barat. Program Trikora tersebut pada tahun 1962 telah 
menelan biaya Rp 11.751 juta sendiri atau 24% dari anggaran belanja. Pada tahun 
1963 timbul sengketa regional di Asia Tenggara dengan dibentuknya Negara 
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Federasi Malaysia yang kemudian berlanjut dengan Politik Konfrontasi. (Tim 
Penulis LP3ES, 1995: 146-147) Pemberontakan tahun 1957 di Sumatra dan 
Sulawesi menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pertahanan 
dan keamanan. Karena kerawanan keamanan di dua daerah ini maka barter ilegal 
barang-barang ekspor Indonesia meningkat, sehingga menurunkan volume ekspor 
Indonesia secara keseluruhan. 
b. Proyek mercusuar 
Tanpa menghiraukan besarnya defisit anggaran pada awal 1960 pemerintah 
melakukan program besar membangun monumen publik dan proyek-proyek 
mercusuar. Pada tahun 1961 diadakan pembangunan gedung besar untuk 
penyelenggaraan CONEFO (Conference of the New emerging Forces). Pada tahun 
1962 diadakan Asian Games yang menimbulkan defisit. Pada tahun 1963 
diadakan Pekan Olah Raga GANEFO (Games of the New Emerging Forces), 
selain itu pembangunan Monumen Nasional, pendirian Masjid Istiqal, juga 
pendirian Toko Serba Ada Sarinah atau Hotel Banteng. (Tim Penulis LP3ES, 
1995: 146-147)  
c. Impor beras 
Selama periode 1957-1965 Indonesia mengalami kekurangan pasokan beras 
secara besar- besaran. Untuk mencukupi kebutuhan beras pemerintah mengimpor 
beras secara besar-besaran. Hal ini menyebabkan pengurasan besar-besaran 
cadangan devisa negara. Walaupun begitu harga beras impor tetap mengalami 
kenaikkan dari Rp 3,75 sampai rata-rata Rp,- per kg (Rp 5,50 untuk Jabar, Rp 5,- 
untuk Jateng,- Rp 4,75 untuk Jatim, dan 5,50 di luar Jawa). Jadi kenaikan rata-rata 
33%-40%). (Daniel Dhakidea & Frans M. Parera, 1992: 55). Untuk memecahkan 
masalah tersebut pemerintah melakukan larangan impor beras, tapi larangan ini 
justru menimbulkan kepanikan dan pembelian beras besar-berasan sehingga 
memperparah inflasi. Pada akhirnya pemerintah menarik larangannya, namun 
tingkat impor beras dibuat menjadi jauh di bawah jumlah yang diperlukan oleh 
konsumen. Hal ini melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 




Sebagai pelindung nilai terhadap inflasi, pemerintah menyediakan subsidi 
besar terhadap banyak barang konsumsi, khususunya produk-produk minyak dan 
beras. Pada tahun 1965, lebih dari seperlima penghasilan pemerintah dialokasikan 
untuk mensubsidi produk-produk minyak (pada tahun 1965 subsidi terhadap 
produk-produk minyak berjumlah Rp. 150 milyar sementara total penghasilan 
pemerintah tahun itu sekitar 671 milyar).. Pemerintah mencoba menurunkan 
subsidi terhadap produk minyak, namun mendapatkan protes dari masyarakat, 
akhirnya pemerintah mengalah dan membatalkan pemotongan subsidi tersebut. 
(Radius Prawiro, 1998: 7)  
e. Dana bebas 
Dana bebas adalah dana khusus yang disebut dana revolusi. Dana ini 
sengaja diciptakan untuk membiayai proyek-proyek serba-serbi dan untuk 
membalas jasa teman-teman dari rezim yang berkuasa. Dana ini digunakan oleh 
presiden dan penasehat-penasehat dekatnya, yang dengan sewenang-wenang 
menguncurkan banyak devisa kepada lembaga pemerintah dan individu yang 
biasanya besarnya tergantung kebijakan presiden. Dana ini berada diluar anggaran 
namun diambil dari dana negara. (Radius Prawiro, 1998: 8) Berikut ini adalah 
tabel Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1959-1966.  
Tabel 10 : Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1959-1966 
Tahun Pendapatan Belanja Defisit/surplus Defisit sebagai % 
terhadap pendapatan 
1959 30 44 -14 47% 
1960 50 58 -8 16% 
1961 62 88 -26 42% 
1962 75 122 -47 60% 
1963 162 330 -168 104% 
1964 283 681 -398 141% 
1965 923 2.526 -1.603 174% 
1966 13.142 29.433 -16.291 124% 
Sumber: Mohtar Mos’oed (1989: 220) 
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Dari tabel dapat diketahui bahwa defisit yang dilakukan pemerintah untuk 
membiayai proyek-proyek pemerintah di atas telah mencapai jumlah yang 
mengkhawatirkan yaitu pada tahun 1966 telah mencapai 174%.  
 
5. Demoralisasi  
 
Defisit yang disebabkan tidak adanya perimbangan antara pengeluaran dan 
penerimaan negara, merosotnya angka ekspor, serta terus membengkaknya utang 
luar negeri dan akumulasi permasalahan tersebut menyebabkan inflasi yang kian 
hari kian menghebat. Angka inflasi yang mencapai angka 650% pada 1966 
merupakan kondisi yang sudah tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Harga 
pangan kebutuhan pokok tidak terjangkau lagi oleh rakyat. Tan Goan Tiang 
memberikan gambaran inflasi yang menyebabkan orang tidak suka menabung. 
Hal ini karena nilai mata uang terus merosot, sebagai berikut. (Patmnono SK, 
1998: 62):  
“Seorang temannya mengadakan polis studi verzekering untuk anaknya 
yang berumur 3 tahun pada 1951. Menurutnya penghitungannya, pada tahun 
1966 anaknya sudah masuk universitas dan berdasarkan tingkat harga pada 
1951 biaya perguruan tinggi itu Rp 2.500; per tahunnya. Kalau anaknya itu 
kuliah 6 tahun berarti dibutuhkan biaya Rp 15.000; karena itu ia mengambil 
tanggungan sebesar Rp 15.000; dengan premi sebesar Rp 100; per bulan. 
Gaji orang itu Rp 1.000; sebulan sehingga ia masih dapat membayar premi 
dengan setia, pada tahun 1966 ia menutup premi polisnya. Ia menerima 
uang sebesar Rp 2,50 uang baru, sedangkan untuk mengambilnya ia 
memerlukan biaya untuk naik becak sebesar Rp 10;”.  
 
Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi ekonomi yang 
penuh inflasi, dalam Pemerintahan yang korup, menabung merupakan pekerjaan 
mulia yang menjadi cemoohan orang. Kejujuran dalam bekerja menjadi tidak 
populer karean penghasilan tetap yang diperoleh pekerja atau pegawai negeri 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inflasi telah membuat orang 
yang jujur menjadi hancur, sedang orang yang pandai bermanipulasi, korupsi dan 
bersilat lidah, justru memperoleh lisensi-lisensi istimewa. Artinya orang yang 
tidak jujur menjadi makmur.  
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Kerugian akibat inflasi memang dapat diukur dengan angka-angka, tetapi 
sebenarnya kerugian itu sebenarnya jauh lebih besar, karena akhlak dan mentalitas 
manusia yang merosot tidak dapat dihitung dengan uang. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Radius Prawiro, sebagai berikut: (1) meluas dan mendalamnya 
intervensi pemerintah dalam proses perekonomian menyebabkan seluruh bidang 
usaha harus melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit. Walaupun begitu 
meningkatnya aktivitas-aktivitas dan intervensi Pemerintah di segala bidang tidak 
seimbang dengan kemampuan administrasi nasional. Akibatnya, bahwa satu pihak 
Pemerintah kini dibebani dengan aparatur yang amat sarat, sedangkan lain pihak 
birokratisme yang timbul karenanya mengakibatkan kemacetan dan kesulitan-
kesulitan dimana-mana; (2) inflasi yang semakin meningkat mengakibatkan 
berbagai ketegangan dan wanverhoudingen dengan masyarakat. Pendapatan riil 
dari golongan-golongan yang dikenal sebagai berpendapatan tetap makin lama 
makin merosot sampai tingkat yang tidak cukup lagi untuk mencukupi kebutuhan 
minimal, sedangkan golongna-golongan yang termasuk pejabat-pejabat 
pemerintah yang wewenangannya menentukan di bidang ekonomi. Hal ini yang 
kemudian menyebabkan goyahnya disiplin dan kejujuran. Kalau kemudian hal 
seperti itu meluas, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai sesuatu yang 
wajar dan biasa; (3) usaha-usaha penguasaan harga yang dilakukan telah 
menimbulkan ketidakseimbangan dan perbedaan harga yang membuka 
kesempatan terjadinya manipulasi. Sebuah contoh pada tahun 1962 ketika 
dilancarkan Operasi Budi di Bandung, ternyata dalam pemeriksaan salah satu 
pegawai yang bertidak sebagai penyalur benang tenun bahwa suatu waktu untuk 
semacam benang tenun harga resminya Rp 60.000; per bal, sedang di pasaran 
berharga 200.00;. Dengan wewenangnya sebagai seorang pejabat yang mungkin 
hanya bergaji Rp 15.000; dalam keadaan inflasi dia dapat mendapatkan untung ± 
Rp 140.000; per bal dari pengusaha atas lisensi yang diberikannya; (4) pemberian 
economic privelege sebagai alat publik telah menimbulkan sorotan masyarakat 
karena merupakan penyalahgunaan wewenang. Sebuah contoh pembentukan dana 
revolusi dan cara-cara yang digunakan untuk memupuk dana itu serta pemberian 
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kredit khusus, dilakukan dengan pemberian privilese ekonomi. (Patmnono SK, 
1998: 63-64) 
Secara sederhana inflasi berasal dari dua sumber yaitu kekurangan pasokan 
barang atau surplus permintaan barang yang sering kali terjadi akibat 
pertumbuhan pasokan uang yang terlalu cepat. Menjelang pertengahan 1960-an, 
Indonesia mengalami dua jenis penyebab yang eksterm. Laju inflasi negara pada 
tahun 1966 lebih dari 650%. Hiperinflasi mengelabuhi semua konsumen: dalam 
tempo singkat, secepat waktu orang meletakkan uang ke dalam suku dan 
mengambilnya kembali, sebagian besar dari nilai mata uang lenyap. (Radius 
Prawiro, 1998: 11) 
 
6. Utang Luar Negeri 
 
Nasionalisasi perusahaan asing yang terjadi pada tahun 1958 tidak hanya 
menghancurkan posisi negara sebagai tempat investasi asing, tetapi juga 
memperburuk hubungan dengan pemerintah asing dan perusahaan asing. 
Indonesia semakin dipandang sebagai negara kelas bawah terutama oleh negara-
negara Barat. Isolasi internasional terhadap negara semakin bertambah ketika 
Indonesia mengundurkan diri dari PBB pada bulan Januari 1965. Dengan menarik 
diri dari PBB, Indonesia secara otomatis kehilangan keanggotaan IMF dan Bank 
Dunia. Penolakan Indonesia terhadap hubungan dengan Barat diimbangi dengan 
pendekaan rezim-rezim sosialis. Pendekatan ini berlanjut dengan menumpuknya 
utang yang besar untuk pembelian senjata yang sebagian besar digunakan dalam 
operasi militer terhadap Belanda di Irian Barat dan kampanye konfrontasi 
terhadap Malaysia. (Radius Prawiro, 1998: 13). Berikut ini adalah tabel utang luar 







Tabel 11: Utang Luar Negeri Indonesia s.d. 31 Desember 1965 
 (dalam juta dolar AS) 
Donor Jangka 
Menengah/Panjang 
Jangka Pendek Jumlah Presentase 
Negara-negara     
Komunis (1.361) (43) (1.404) (59,5%) 
Uni Soviet 980 10 990 41,9% 
Yogoslavia 108 7 115 4,8% 
Lainnya 228 26 299 12,6% 
     
Negara-negara Barat (539) (48) (587) (24,8%) 
AS 172 7 179 7,5% 
Jerman Barat 112 10 122 5,1% 
Perancis 113 2 115  
Lainnya 142 29 171  
     
Negara-negara Asia (176) (85) (261) (11,0%) 
Jepang 168 63 231 9,7% 
Lainnya 8 22 30 1,2% 
     
Negara-negara Afrika     
Mesir 3 1 4 0,1% 
     
Badan-badan 
internasional   102 (4,3%) 
IMF 102 -   
Jumlah  2.181 177 2.358 100% 
Sumber: Mohtar Mos’oed (1989: 225) 
 
Dari tabel tersebut dapat diketahui utang luar negeri berjumlah $ 2.358 juta. 
Hampir 42% kepada Uni Soviet, hampir 10% kepada Jepang, hampir 7,5% kepada 
AS. Pembayaran kembali utang luar negeri tersebut dijadwalkan selama 7 tahun 
mulai 1966. Sesuai dengan perjanjian Indonesia harus membayar kembali $ 530 
juta utang luar negeri yang jatuh tempo pada tahun 1966. Selain itu Indonesia 
masih harus membayar konpensasi untuk perusahaan-perusahaan asing yang 
dinasionalisasikan.  
Namun penggunaan utang luar negeri tersebut sebagian besar dipergunakan 
untuk keperluan militer dan sipil. Padahal sebagain dari utang itu merupakan 
utang jangka pendek. Jumlah utang itu 1.036 juta dolar AS dipergunakan untuk 
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keperluan militer dan 1.175 dolar AS untuk keperluan sipil. Keperluan militer 
tersebut antara lain untuk mengejar tujuan politis, mula-mula Trikora dan 
dilanjutkan dengan Dwikora. (Patmnono SK, 1998: 272) 
Keadaan tersebut seperti yang digambarkan Subroto dalam Simposium di 
UI bahwa “Pembiayaan aparat pemerintah yang terlalu besar merupakan sebagian 
besar dari pengeluaran negara, yaitu tidak kurang dari 50%. Dengan sendirinya 
tidak banyak tinggalnya untuk membiayai pembangunan. Di dalam tahun 1965 
pembangunan hanya merupakan 15,3% dari seluruh bugget”.  
 
7. Pengaruh Pemikiran Ekonom Terhadap Perubahan Kebijakan Moneter 
 
Dalam Seminar Ekonomi dan Keuangan KAMI yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tanggal 25-28 Januari 1966 
menghasilkan Rencana Ekonomi Perjuangan 1966-1968 atau yang lebih dikenal 
dengan “Nota KAMI”. Secara garis besar hasil dari seminar tersebut, yaitu: 
a) Pembuatan Rencana Ekonomi Perjuangan dibuat secara integral yang 
meliputi rencana produksi fisik dan rencana moneter. Rencana produksi 
fisik bertujuan memulihkan kapasitas produksi di bidang pangan, 
sandang, prasarana, dan ekspor yang akan mendorong peningkatan 
devisa negara. Rencana moneter bertujuan untuk menjamin biaya rupiah 
bagi realiasasi rencana produksi fisik, mengendalikan laju inflasi secara 
bertahap yaitu mengusahakan adanya tingkat inflasi yang menurun 
(deminishing rate of inflation). 
b) Kebijakan pemerintah yang ditujukan pada perdagangan luar negeri 
yang meliputi bidang ekspor dan impor. Di bidang ekspor pemerintah 
memberikan insentif pada pada eksportir melalui penggunanan kurs 
resmi yang fleksibel, meningkatkan mutu produksi ekspor dengan jalan 
rehabilitasi produksi, investasi, human skill dalam marketing, 
memperluas pasaran hasil ekspor Indonesia, serta kerjasama ekonomi 
dan keuangan dengan negara-negara tetangga. Di bidang impor 
pemerintah membebaskan impor barang-barang kebutuhan pokok rakyat 
 xciii
dari bea masuk dan menghentikan impor barang-barang mewah yang 
tidak secara langsung dapat dinikmati oleh rakyat kecil. Penggunaan 
devisa negara harus diambegparamarakan untuk menstimulir produksi 
melalui rehabilitasi dan stabilisasi.  
c) Penggunaan kredit luar negeri harus semata-mata dipergunakan untuk 
memperkuat ketahanan ekonomi dan tidak dipergunakan untuk 
keperluan yang langsung mempertingi kesejahteraan rakyat.  
(Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982: 16-24) 
Prof. Widjojo Nitisastro, Dekan Fakultas Ekonomi Indonesia menyarankan 
agar perbaikan di bidang ekonomi dengan kembali lagi sesuai landasan-landasan 
kebijakan ekonomi yang tercantum di dalam Pancasila dan UUD ‘45. Landasan-
landasan tersebut pada masa Demokrasi Terpimpin dalam pelaksanaannya terjadi 
penyelewengan. Misalnya, penjelasan dari UUD 1945 pasal 33 mengandung asas 
yang penting yaitu Demokrasi Ekonomi, penjelasan pasal 23 UUD ’45 yang 
bahwa dalam menetapkan anggaran belanja negara maka kedudukan DPR lebih 
kuat dari pada pemerintah. Selain iu, Landasan-landasan yang ideal lain (Dekon, 
Nasakom) harus diteliti dan dibersihkan dari unsur-usnur yang tidak sesuai 
dengan landasan ideal (Pancasila dan UUD ’45). Di samping landasan ideal yang 
kuat juga perlu landasan operasional untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi. 
Seperti rencana stabilisasi ekonomi yang konkret yang memungkinkan 
pengawasan efektif dari DPR. Rencana tersebut harus terdiri atas rencana fisik 
yang nyata dan rencana moneter yang operasional. Pada periode stabilisasi dan 
rehabilitasi pemerintah agar seyogyanya tidak melakukan pembangunan proyek-
proyek baru dan pemerintah melakukan de-birokratisasi artinya mengurangi 
campur tangam pemerintah yang berlebih-lebihan yang ustru melemahkan potensi 
ekonomi rakyat. (Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982: 28-30) 
Subroto menyarankan 4 hal. Pertama, agar Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) disahkan DPRGR sebelum anggaran itu dimulai. Kedua, 
sedikitnya penerimaan negara jangan semata-mata dicari di dalam aparat 
perpajakan yang memang terlalu kecil untuk menjalankan tugasnya. Secara 
politis, pajak harus mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga politik yang 
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tertinggi seperti MPRS dan DPRGR. Ketiga, utang luar negeri yang diterima 
haruslah semata-mata dipergunakan untuk merehabilitasi, menstabilkan 
perekonomian, dan menghambat inflasi. Keempat, agar segera disusun stabilisasi 
program, yang menentukan dengan tegas tindakan-tindakan apa yang akan 
diambil di bidang moneter, fiskal, perdagangan luar negeri, harga, gaji pegawai, 
dan produksi. (Patmnono SK, 1998: 65) 
Tan Goan Tiang mengemukakan tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu 
volume arus barang dan uang, arus dan arah uang, serta keadaan mental/psikologis 
masyarakat. Arus dan volume barang, terutama barang-barang konsumsi bagi 
kebutuhan primer dan bahan-bahan baku seperti spare part (suku cadang) alat-alat 
produksi harus diperbesar secara berencana dan teratur. Mengenai volume arus 
dan arah penggunaan uang, ia mengusulkan pejabat yang menangani moneter, 
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank sentral, harus menyusun anggaran moneter 
yang realistis, menyelenggarakan tax reform, serta mengusahakan reschedulling 
utang dan memperoleh kredit-kredit baru tanpa ikatan luar negeri. Mengenai 
keadaan mental/psikologis masyarakat, hal yang paling penting dilakukan adalah 
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Namun hal itu erat 
kaitannya dengan inflasi, pengendalian arus barang dan uang. Kalau inflasi terus 
dibiarkan, maka masyarakat akan semakin tidak percaya pada rupiah. Demikian 
kalau arus barang tidak dikendalikan dan masyarakat dibiarkan kesulitan untuk 
memperoleh makanan, karena selain barang memang semakin langka dan gaji 
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, maka korupsi, penyalahgunaan 
jabatan, dan penyelewengan akan semakin merajarela. Liem Bian Koen 
mengusulkan kepada pemerintah segera ikut dalam badan internasional seperti 
Internasional Monetery Fund (IMF), Asian Delevopment Bank (ADB), dan 
badan-badan lainnya, serta memasuki pasar bersama Bank Asia Tenggara. 
(Patmnono SK, 1998: 66)  
Radius Prawiro dalam Seminar AD II tahun 1966 mengusulkan pada 
pemerintah yang harus dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan stabilitasi 
ekonomi terutama harus ditujukan kepada bidang anggaran negara, perkreditan, 
dan devisa. Di dalam bidang anggaran yang harus diusahakan dengan sekuat 
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tenaga agar defisit ditekan sedapat mungkin dengan jalan membatasi pengeluaran 
dan meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 
Radius Prawiro sebagai berikut (Patmnono SK, 1998: 71-72):  
“Langkah yang diajukan itu memang dimaksudkan untuk membuat 
anggaran menjadi berimbang, karena keseimbangan antara pengeluaran 
dan penerimaan merupakan hal yang sangat mendasar. Apabila 
keseimbangan tidak dikembalikan, inflasi akan terus mengamuk dan 
konsekuensinya akan bersifat destruktif. Untuk itu pengeluaran rutin harus 
dikurangi, yang berarti dilakukan efisisiensi. Dalam rangka itu pula agar 
proyek-proyek yang sedang berjalan dilakuan penilaian kembali secara 
kritis, sehingga dana dan tenaga dapat disalurkan untuk usaha-usaha yang 
benar-benar menguntungkan”. 
Di bidang perkreditan harus diusakahkan dalam pemberian kredit sedapat-
dapatnya didasarkan atas kesempurnaan likuiditas dari perbankan sendiri 
sedangkan arahnya arus ditujukan ke sektor-sektor sandang, pangan, prasarana, 
dan peningkatan ekspor. Selain itu pengusaha sendiri harus mendapatkan dana 
dari luar perbankan dan pemerintah dengan memperoleh kredit dari penjualan dan 
pembelian. (Patmnono SK, 1998: 80) 
Dalam bidang devisa, Radius Pawiro memaparkan tentang pentingnya usaha 
penggunaan devisa dan usaha peningkatakan penerimaan devisa tersebut , sebagai 
berikut:  
“Devisa yang kita miliki harus digunakan untuk usaha-usaha 
meningkatkan produksi, terutama yang dapat menghasilkan devisa atau 
menghemat pengeluarannya, serta impor dari barang-barang konsumsi 
yang sangat dibutuhkan masyarakat. Penundaan pembayaran angsuran-
angsuran utang luar negeri terpaksa harus dilakukan dengan mengadakan 
reschuduling. Tindakan ini tentunya tidak baik bagi nama kita di luar 
negeri, karena dengan demikian kita termasuk golongan defaulting debtors 
akan tetapi jalan lain tidak ada karena bagaimanapun juga impor-impor 
esensial tidak boleh macet”. (Patmnono SK, 1998: 80) 
 
Oleh karena itu, perlu usaha meningkatkan penerimaan devisa, maka 
kebutuhan proyek-proyek penghasil devisa akan peralatan serta bahan baku dan 
penolong perlu dipenuhi. Sedangkan usaha-usaha upgrading kualitas barang-
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barang yang diekspor perlu ditingkatkan yang akan mempertinggi harga yang 
diterima serta memperkuat competitive position di pasaran internasional. 
Demikian pula penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri, perbaikan 
fasilitas-fasilitas pelabuhan dan transpor perlu dibenahi.  
Selain itu, perlu usaha penghematan yang dibarengi dengan kesederhanaan 
sebagaimana yang diungkapkan Radius Prawiro “Pokoknya suatu kesederhanaan 
yang menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat, dari segenap golongan, suatu 
kesederhanaan yang manifestasinya dapat dilihat dari cara hidup, cara bertindak, 
dan cara berbuat sehari-hari”. (Patmnono SK, 1998: 81) 
Apabila diukur dengan mata uang lokal, pendapatan per kapita negara 
menurun 3,7 persen antara tahun 1961 dan 1965. Kalau pendapatan Indonesia 
diukur terhadap mata uang asing, seperti dolar AS, penurunan pendapatan terlihat 
lebih dratis, karena dolar merosot nilai rupiah terhadap dolar merosot dari Rp. 
186,67 per dolar pada tahun 1961 menjadi Rp. 14.083 per dolar pada tahun 1965. 
Dengan kata lain, PNN per kapita dalam dolar merosot sebesar 99 persen. (Radius 
Prawiro, 1998: 11) 
Kekacauan dibidang moneter, terganggunya produksi, defisit neraca 
perdagangan, serta defisit anggaran pemerintah yang semakin meningkat, utang 
luar negeri, demoralisasi merupakan kondisi yang menandakan indikator ekonomi 
makro yang dialami Indonesia saat itu dalam keadaan kritis seperti yang telah 
dijelaskan diatas. Indikator-indikator tersebut saling terkait antara satu dengan 
yang lainnya dan menciptakan siklus kemerosotan ekonomi secara otomatis 
Kekacauan situasi moneter yang telah mencapai hiperinflasi mengakibatkan 
stagnasi kegiatan ekonomi terutama sektor produksi, akibatnya produksi nasional 
mengalami kemerosotan baik secara kuantitas dan kualitas. Kemerosotan produksi 
nasional tersebut mengakibatkan kurangnya pasokan barang di dalam negeri 
sehingga memperparah inflasi, sedangkan kemerosotan produksi akan komoditas 
ekspor dan faktor-faktor lain turunnya ekspor mengakibatkan berkurangnya 
devisa negara. Kurangnya pasokan barang di dalam negeri ditambah semakin 
meningkatnya pola konsumsi mengakibatkan pengurasan devisa untuk impor. 
Secara otomatis defisit neraca pembayaran tak terhidarkan sehingga pemerintah 
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mengalami kelangkaan devisa negara. Cadangan devisa yang seharusnya sebagai 
solvabiltas utang luar negeri telah mengalami defisit begitu yang parah, sehingga 
kepercayaan luar negeri akan kemampuan Indonesia diragukan ditambah lagi 
utang luar negeri yang masih menumpuk. Kesemuannya itu telah memperlihatkan 
begitu gawatnya perekonomian, tapi pemerintah semakin menambah rumitnya 
keadaan, di satu sisi pemerintah kesulitan menambah penerimaan, sedang di sisi 
lain pengeluaran pemerintah semakin meningkat karena inflasi. Pemerintah untuk 
menutupi defisit anggaran yang terjadi dilakukan dengan jalan mencetak uang 
baru. Hal inilah yang menyebabkan jumlan uang beredar semakin meningkat yang 
akhirnya memperparah inflasi dan kembali memperparah kekacauan sistem 
moneter. Hal tersebut juga ditambah terjadinya demoralisasi dan kesenjangan 
sosial yang parah di masyarakat, semakin melumpuhkan sendi-sendi kehidupan 
negara.  
 
B. Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan Soeharto Tahun 1966-1972 
 
Pada tanggal 5 Juli 1966 sesuai dengan Ketetatapan MPRS No XIII Tahun 
1966 tentang “Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan 
Pembangunan”, yang merinci tiga tahap pembangunan. Pertama, tahap 
penyelamatan, yakni mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi lebih 
buruk lagi. Kedua, tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang mengendalikan 
inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. Ketiga, tahap pembangunan 
ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembenahan landasan 
ekonomi tersebut merupakan suatu kebijakan ekonomi-keuangan yang bersifat 
integral yang mencakup keseluruhan aspek ekonomi masyarakat, yang 
menyangkut dua sisi yang tidak dapat dipisahkan yaitu aspek produksi fisik dan 
aspek moneter (http://dhenov.blogspot.com/2009/03/analisa-kebijakan-ekonomi-
post-orde.html).  
Pada tanggal 25 Juli 1966 Presiden Soekarno membubarkan Kabinet 
Dwikora dan membentuk Kabinet Ampera. Presiden Soekarno menugaskan Letjen 
Soeharto untuk pembentukan Kabinet Ampera. (Tap MPRS No. XIII Tahun 1966 
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tentang Kabinet Ampera). Tugas pokok Kabinet Ampera, sesuai TAP MPRS No 
XIII Tahun 1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasaran Ekonomi, 
keuangan dan Pembangunan adalah melaksanakan program stabilisasi dan 
rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan 
penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan 
pencukupan kebutuhan sandang. Dalam mewujudkan program kerjanya, Kabinet 
Ampera membagi pelaksanaan tugas dalam jangka pendek dan jangka panjang. 
Program jangka pendek yaitu program stabilisasi dan rehabilitasi, meliputi 
peraturan tentang penyesuaian tarif dan harga, serta penyempurnaan sistem bonus 
ekspor. Sementara, program jangka panjang meliputi program pembangunan 
dengan skala prioritas sektor pertanian, prasarana dan industri pertambangan dan 
minyak. 
Menyadari kelemahan yang melekat pada golongan militer, pada tanggal 28 
Juli 1966 Jenderal Soeharto membentuk SPRI (Staff Pribadi) yang terdiri dari 
lima orang jenderal Angkatan Darat sebagai penasehat ekonomi terdiri dari Ali 
Moetopo, Sujono Hoemardani, Suryo Wiryohadiputro, Suwarto. Untuk menyusun 
rencana-rencana ekonomi Jenderal Soeharto menyerahkan pembangunan ekonomi 
kepada ahli ekonomi dari FEUI. Ahli–ahli ekonomi tersebut adalah Prof. Widjojo 
Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Mohammad Sadli, dan Subroto. Tim 
ekonomi tersebut kemudian diperkuat oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo 
seorang ahli ekonomi yang telah mendapat pengakuan internasional. (Yahya 
Muhaimin, 1990: 120)  
Ransome menjuluki ahli-ahli ekonomi dari FEUI dengan sebutan “Berkeley 
Mafia”, dimana ide-ide dari Berkeley Mafia sangat diwarnai oleh pendidikan 
akademis Amerika dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tim afiliasi 
University of California serta kelompok penasehat asing. (H.w.Arndt, 1983: 116)  
Pemerintahan Orde Baru mengartikan pembangunan ekonomi sebagai 
serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Asumsi 
tersebut didasarkan pengalaman di masa Pemerintah Soekarno yang mengalami 
kemerosotan ekonomi makro. Tercapainya pembangunan ekonomi diproyeksikan 
dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas politik yang tinggi, 
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karena dinamika politik merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena 
kepercayaan terhadap stabilitas politik lebih utama dibandingkan dengan 
permasalahan lainnya, pemerintahan Orde Baru memasuki wilayah politik baru, 
yaitu Negara-Birokrat-Otoriter (NBO), yang memang tidak dapat dipisahkan 
dengan model pembangunan ekonomi “Trickle Down Effect”. Teori Trickle 
Down Effect (tetesan ke bawah) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
ditimbulkan oleh suntikan modal dan teknologi akan “meluber” secara spontan ke 
seluruh lapisan masyarakat. Menurut O’ Donnell, NBO memiliki karakteristik 
sebagai berikut, pertama: posisi-posisi puncak pemerintahan biasanya di jabat 
oleh orang-orang yang sebelumnya telah berhasil ketika mereka berada dalam 
organisasi birokrat, misalnya, organisasi militer, pemerintah dan perusahaan-
perusahaan swasta besar. Kedua, dalam NBO akan selalu ada pembatasan 
partisipasi politik yang ketat (political exclusion). Ketiga, dalam NBO juga ada 
pembatasan dalam partisipasi ekonomi (economic exclusion). Keempat, negara 
mengembangkan kebijaksanaan depolitisasi dan demobilisasi massa. 
(http://dhenov.blogspot.com/2009/03/analisa-kebijakan-ekonomi-post-orde.html).  
Sesuai pola pandangan tersebut diatas, yang mengandung aspek 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas politik serta mencapai tugas yang 
diemban Kabinet Ampera, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada 
tanggal 11 Agustus 1966 dibentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi. Dewan ini 
berkedudukan sebagai badan pembantu pemerintah yang langsung 
bertanggungjawab pada Presiden. Tugsanya adalah merumuskan kebijakan 
ekonomi, menyusun program dan mengendalikan pelaksanaannya guna 
mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 
Dewan Stabilisasi Ekonomi dibagi menjadi tiga sub-bidang yaitu bidang moneter, 
produksi dan distribusi. (Tim Penulis LP3ES, 1995: 198)  
Dengan terbentuklah Dewan Stabilisasi Ekonomi dibentuk juga Dewan 
Moneter seperti dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1953. Kedudukan Dewan 
Moneter dalam Dewan Stabilisasi Ekonomi berada dibawah Dewan Stabilisasi 
Ekonomi. Dimana kebijakan moneter dirumuskan dan dilaksanakan oleh Bank 
Indonesia menurut pengarahan dan kordinasi dari Dewan Stabilisasi Ekonomi. 
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Sedangkan tugas Dewan Moneter adalah memberi saran kepada pemerintah di 
bidang moneter. (Tim Penulis LP3ES 1995: 165) 
Program ekonomi di bidang moneter pada masa Pemerintahan Orde Baru 
diarahkan untuk menekankan inflasi di satu pihak dan peningkatan nilai rupiah di 
pihak lain. Upaya ini dari sisi arus barang dilakukan di bidang produksi dan 
distribusi. Di bidang produksi arus barang dilakukan upaya-upaya dengan 
prioritas pada peningkatan produksi pangan terutama sembilan bahan pokok dan 
produksi komoditi ekspor yang ditunjang dengan perbaikan prasarana produksi. 
Di bidang distribusi, program ditekankan pada upaya memperlancar distribusi 
melalui pengawasan dan penguasaan 9 bahan kebutuhan pokok, peningkatan 
kemampuan angkatan darat, laut dan udara, serta memperlancar komunikasi, baik 
di dalam maupun luar negeri. Di samping memperlancar arus distribusi barang–
barang di dalam negeri, dilakukan pula pelancaran arus barang dari luar negeri 
melalui impor. (Tim Penulis LP3ES, 1995: 159) 
Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan diatas, Kabinet Ampera 
mengambil langkah-langkah mendasar yang meliputi: 
1) Penyesuaian pengeluaran negara dengan pendapatan negara sehingga 
tercapai keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan (balanced 
budget); 
2) Penjadwalan kembali pembayarang hutang-hutang luar negeri (debt 
rescheduling) yang diikuti dengan pencarian kredit baru untuk 
membiayai pembangunan; 
3) Dibidang perdagangan dilakukan kebijaksanaan yang merangsang 
eksportir, dengan memberikan bagian hasil ekspor yang lebih besar 
kepada eksportir dan mengurangi campur tangan langsung pemerintah 
dengan memperkenalkan Sistem Bonus Ekspor (Sistem BE) yang 
diperjualbelikan di pasar bebas; 
4) Dalam rangka keluar dari isolasi ekonomi dalan pergaulan ekonomi 
internasional, Indonsia mengambil keputusan untuk kembali menjadi 
anggota keuangan internasional, Internasional Monetary Fund (IMF) 
dan Internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
atau yang lebih dikenal dengan nama World Bank (Bank Dunia); 
5) Peninjauan kembali kebijaksanaan kredit perbankan dengan 
memperbaharui patokan-patokan jumlah, arus, dan tingkat bunga yang 
lebih selektif dan ditujukan kepada sektor produksi; 
6) Pelonggaran, pengaturan, dan penguasaan pemerintah (debirokratisasi) 
terhadap kegiatan perdagangan, terutama dalam masalah harga, tarif dan 
subsidi; 
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7) Perbaikan kembali alat-alat dan prasarana, sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan; 
8) Penyederhanan dan penertiban aparatur pemerintah; 
9) Mengurangi campur tangan langsung pemerintah dalam sistem ekonomi 
yang demokratis.  
(Tim Penulis LP3ES, 1995: 159-160) 
 
Menghadapi keadaan ekonomi yang hampir ambruk pada masa sebelumnya, 
Jenderal Soeharto bertekad untuk membenahi keuangan negara. Dengan melihat 
latar belakang adalah kemerosotan ekonomi makro yang dialami Indonesia pada 
waktu itu. Pemerintah Orde Baru menjalankan kebijakan ekonomi yang 
memberikan prioritas ke arah pencapaian stabilitas moneter yaitu dengan 
melakukan program stabilitasi dan rehabilitasi yang terdiri dari kebijakan fiskal, 
moneter dan lalu lintas devisa, yang kemudian dilanjutkan pembangunan nasional. 
Program stabilisasi dan rehabilitasi segera disusun oleh ahli-ahli ekonomi 
profesional dari FEUI yang memandang keberhasilan pembangunan 
diindikatorkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (ekonomi makro) yang 
disertai stabilitas politik (mantap). 
 
1. Pemulihan Bank Sentral 
 
Pada masa awal pemerintahan awal Orde Baru, fungsi Bank sentral masih 
dipegang oleh Bank Negara Unit I (BNI Unit I). Bersamaan dengan pembentukan 
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan pada Maret 1966, terjadilah pergantian 
Gubernur Bank Negara Indonesia Unit I dari TM. Jusuf Muda Dalam digantikan 
oleh Radius Prawiro dengan sebutan Deputi Menteri Urusan Bank Sentral, bukan 
lagi Menteri Urusan Bank Sentral. Kedudukan bank sentral menjadi utuh kembali 
sejak pembentukan Kabinet Ampera bulan Juli 1966. Jabatan Deputi Urusan Bank 
Sentral maupun Deputi Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swasta tidak 
lagi termasuk dalam susunan kabinet sehingga tugas pengawasan dan pembinaan 
telah kembali sepenuhnya menjadi tugas Bank Sentral dan Menteri Keuangan. 
Dalam struktur Kabinet Ampera, bank sentral ditetapkan sebagai salah satu 
lembaga tinggi negara di luar pemerintahan. (Laporan BNI Unit I, 1966-1967: 47) 
Dengan pergantian Gubernur Bank Indonesia tersebut, proses awal penataan 
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perbankan pada umumnya dan pengembalian fungsi bank sentral telah dimulai. 
Arahnya adalah mengusahakan secara bertahap agar fungsi bank sentral yang 
masih dilakukan oleh Bank Negara Indonesia Unit I bisa menjaga tingkat 
kebebasan dari pengambilan keputusan politik sebagaimana halnya dengan bank-
bank sentral di sebagian negara yang perekonomiannya berorientasi pada pasar. 
(Radius Prawiro, 1998: 5) 
Upaya awal tersebut memperoleh dasar hukum yang kuat dengan adanya 
ketetapan pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan 
pembangunan yang dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1996, tanggal 5 Juli 1966. Dalam pasal 55 
menetapkan bahwa “Dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya 
dan pengawasan serta penyehatan tata-perbankan pada khususnya, maka segera 
harus ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank 
Sentral”.  
Atas dasar Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1996, Radius Prawiro sebagai 
Gubernur Bank Sentral segera melakukan perubahan atas Undang-undang Pokok 
Bank Indonesia yang sudah diobrak-abrik dengan berbagai perubahan yang 
mengurangi kewenangan BI dalam bidang moneter. Pada tahun 1967 lahir 
Undang-Undang No. 14 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Sedangkan Undang-
Undang Pokok BI Tahun 1953 yang telah diubah dengan Undang-Undang Darurat 
No. 14 Tahun 1957 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang No. 63 
Tahun 1958 itu diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. Kewenangan 
dan otoritas Gubernur Bank Sentral dalam pengendalian jumlah uang yang 
beredar dan percetakan uang, yang sebelumnya dikebiri melalui perubahan-
perubahan atas UU Pokok BI tahun 1953, dikembalikan lagi dengan Undang-
Undang No. 13 Tahun 1968. Dengan begitu bank sentral memiliki kekuasaan 
kendali moneter walaupun efektivitas pengendalian moneter sesungguhnya tidak 




Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1966, jenis-jenis bank 
dilihat dari segi fungsi sebagai berikut: 
a. Bank sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang dasar 1945, dan selanjutnya akan diatur dengan 
undang-undang sendiri. 
b. Bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 
menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam 
usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.  
c. Bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 
menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya 
terutama membungakan dana dalam bentuk surat berharga.  
d. Bank pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya 
terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dana atau 
mengeluarkan surat berharga jangka menengah dan jangka panjang 
dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah 
dan panjang di bidang pembangunan 
 
Sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 bank sentral yang 
dimaksud adalah Bank Indonesia. Dimana kedudukan bank sentral tidak lagi 
bersifat dualistis, karena tidak lagi berfungsi sebagai bank komersial. Walaupun 
begitu, kedudukan dan fungsi bank sentral masih membawa corak yang lama yaitu 
sebagai bankir pemerintah. Corak yang baru bank sentral tersebut diwujudkan 
dalam fungsinya sebagai agen pembangunan (Agent of Delevopment). Dalam 
pasal 7 disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membantu 
pemerintah dalam usaha: (1) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah; (2) Mendorong kelancaran produksi pembangunan serta memperluas 
kesempatan kerja, guna meningkatkan tarif hidup rakyat.  
Pada pasal-pasal lainnya bank sentral mempunyai fungsi yang lebih jelas 
yaitu sebagai Pemegang Kas Negara. Fungsi tersebut terlihat pada pasal 34, 36, 
dan 38. Pada pasal 34 bank sentral mempunyai fungsi (a) bank bertindak sebagai 
pemegang kas pemerintah; (b) bank menyelenggarakan pemindahan uang untuk 
pemerintah; (c) bank membantu pemerintah penempatan surat-surat hutang 
negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya. Pada pasal 36 
bank sentral mempunyai fungsi (a) membantu pemerintah penempatan surat-surat 
hutang negara untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
pengeluaran diatur atau berdasarkan undang-undang; (b) bank dapat membeli 
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sendiri surat-surat hutang negara tersebut pada ayat 1. Pada pasal 38 ayat 2a dan 
2c bank sentral mempunyai fungsi (a) bank menguasai, mengurus, dan 
menyelenggarakan tata-usaha cadangan emas dan devisa negara; (b) bank 
menatausahakan tagihan dan kewajiban tunai maupun berjangka maupun 
berjangka terhadap luar negeri.  
Fungsi bank sentral lainnya yaitu sebagai Banker’s Bank, yang terdapat 
pada pasal 32 ayat 2 bahwa bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas 
kepada bank-bank dengan cara (a) menerima penggadaian ulang; (b) menerima 
sebagai jaminan surat-surat berharga; (c) menerima askep, dengan syarat-syarat 
yang ditetapkan oleh bank. Pada ayat 3 disebutkan bahwa bank sentral dapat 
memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan 
likuiditas dalam keadaan darurat. Hanya saja dalam pemberian kredit bank sentral 
dibatasi oleh rencana kredit (pasal 32 ayat 4).  
Seperti juga bank sentral pada umumnya, Bank Indonesia mempunyai 
fungsi sebagai Bank Sirkulasi. Fungsi tersebut terdapat dalam pasal 26 ayat 1 dan 
2. Pada ayat 1 menyebutkan bahwa bank mempunyai hak tunggal untuk 
mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa uang 
yang dimaksud pada ayat (10) merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. 
Dalam ayat 1 dan 2 merupakan perincian dari tugas bank sentral dalam 
pengedaran uang, dalam rangka mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah. Tapi fungsi yang ditonjolkan bahwa bank sentral mempunyai hak 
monopoli untuk mengeluarkan uang kertas atau uang logam. Dengan demikian 
pemerintah tidak lagi mempunyai hak menerbitkan uang kertas dan uang logam.  
Fungsi bank sentral lainnya, yaitu fungsi pembinaan dan pengawasan bank 
dan urusan kredit. Fungsi ini terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2 yang isinya 
antara lain (a) bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan 
urusan perbankan; (b) bank mengadakan pengawasan terhadap kredit. Dalam 
menjalankan kegiatan tersebut bank sentral melakukan (a) memperluas, 
memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring 
antarbank; (b) menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabiltas dan 
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likuiditas bank-bank, dan (c) memberikan bimbingan kepada bank-bank guna 
penatalaksanaan bank secara sehat.  
Walaupun Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter, kepada bank 
sentral diberikan wewenang yang bertujuan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah 
dan perkembangan produksi dan pembangunan guna meningkatkan pendapatan 
riil rakyat. 
Adapun wewenang-wewenang Bank Sentral antara lain: 
a. Di bidang anggaran pandapatan dan belanja negara. Bank sentral 
memberi kredit dalam batas-batas anggaran yang telah disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan permintaan kredit hanya dapat 
dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
b. Di bidang perkreditan bank sentral dan perbankan harus mengikuti 
batas-batas yang telah ditetapkan dalam anggaran kredit. Jumlah uang 
yang kredit dapat disediakan oleh Bank sentral sendiri, dibatasi sampai 
jumlah yang tidak dapat ditampung oleh dana-dana dari perbankan 
lainnya dalam rangka anggaran kredit yang dimaksud. Di samping itu 
Bank sentral berwenang untuk mendapatkan batas-batas kredit secara 
kualitatif dan kuantitatif bagi perbankan. 
c. Di bidang devisa. Dalam menjaga dan memelihara stabilitas rupiah 
terhadap valuta asing Bank sentral menyusun anggaran devisa yang 
menjamin pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha-
usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan 
solvabiltas internasional dan untuk keperluan ini Bank sentral antara 
lain menetapkan dan melihara cadangan minimal di bidang devisa 
(Tim, 1998: 55-56). 
Selain itu pada tahun 1968 dikeluarkan undang-undang yang mengatur 
bank-bank pemerintah, yaitu UU No. 17 tentang BNI 1946, No. 18 tentang Bank 
Dagang Negara, No. 19 tentang Bank Bumi Daya, No. 20 tentang Bank Tabungan 
Negara, No. 21 tentang Bank Rakyat Indonesia, No. 22 tentang Bank Ekspor 
Impor Indonesia. Penataan kembali struktur perbankan milik pemerintah 
dilakukan dengan penghapusan sistem bank tunggal dan pengembalian kepada 
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fungsinya semula sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut. Bank-bank 
pemerintah melayani baik pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan investasi 
jangka menengah dan panjang menurut spesilisasi yang telah digariskan oleh 
undang-undang pembentukannya masing-masing sebagai berikut: 
1. Bank Indonesia menggantikan BNI Unit 1, dikembalikan pada fungsi 
bank sentral yang normal dan sebagai dari bank-bank pemerintah. Tugas 
pokok adalah membantu pemerintah mengatur, menjaga dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan 
pembangunan serta memperluas kesempatan kerja dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat.  
2. Bank Rakyat Indonesia menggantikan BNI Unit II, melakukan usaha 
bank umum dengan mengutamakan sektor koperasi, tani dan nelayan 
(bukan perkebunan), kerajinan, perindustrian, perusahaan rakyat dan 
perdagangan kecil yang belum tergabung di dalam koperasi, 
pembangunan masyarakat desa. 
3. Bank Ekspor Impor Indonesia menggantikan BNI Unit II ekspor, 
melaksanakan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor 
produksi, pengolahan, dan pemasaran bahan-bahan ekspor. 
4. Bank Negara Indonesia 1946 menggantikan BNI Unit III melakukan 
usaha bank umum dengan mengutamakan sektor industri.  
5. Bank Bumi Daya menggantikan BNI Unit IV, terutama mengarahkan 
kegiatan di sektor perkebunan dan kehutanan. 
6. Bank Dagang Negara melakukan usaha bank umum dengan 
mengutamakan sektor pertambangan. 
7. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) memusatkan kegiatan terutama 
pada sektor industri, khususnya pembiayaan investasi jangka menengah 
dan panjang kepada industri.  
(Kedaulatan Rakyat, 30 Desember 1968) 
Dengan memulihkan kembali Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan 
fungsi Bank Sentral pada umumnya, pemerintah lebih mudah mempertegas 
kembali pengawasan jumlah uang yang beredar. Pengelolaan otoritas moneter 
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tersebut merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam mengendalikan 
inflasi. Selanjutnya diikuti dengan pengembalian bank-bank pemerintah sebagai 
bank komersial sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.  
 
2. Kebijakan Perkreditan 
 
Melihat pengalaman pada masa lalu dimana kredit perbankan lebih banyak 
ditujukan untuk konsumsi. Maka Orde Baru melakukan kebijakan yang berbeda. 
Dalam situasi inflasi yang sedang berlangsung pemerintah melaksanakan 
kebijakan di bidang perkreditan secara kualitatif sebagai usaha untuk 
meningkatkan produksi dan ekspor. Pemberian kredit tersebut didasarkan 
likuiditas dari perbankan sendiri sedangkan arahnya arus ditujukan ke sektor-
sektor sandang, pangan, prasarana, dan peningkatan ekspor. Selain itu pengusaha 
sendiri harus mendapatkan dana dari luar perbankan dan pemerintah dengan 
memperoleh kredit dari penjualan dan pembelian. (Patmnono SK, 1998: 80)  
Pada tanggal 17 Januari 1966 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Urusan 
Bank Sentral No. 6/UBS/66 yang mengarahkan alokasi kredit perbankan sesuai 
dengan sektor-sektor ekonomi, yaitu sebesar 85 % dari pemberian kredit bank-
bank pemerintah diberikan untuk pembiayaan produksi barang-barang eskpor dan 
15% untuk pembiayaan perdagangan dalam negeri dan impor. Selain itu, 60% dari 
kredit-kredit bank-bank pemerintah tersebut untuk membiayai sektor pemerintah, 
termasuk koperasi dan sebesar 40% untuk membiayai sektor swasta. (Laporan 
BNI Unit I, 1966-1967: 77) 
Selain itu dikeluarkan Instruksi Presidesium Kabinet No.15/EK/IN/10/66 
tanggal 3 Oktober 1966 mengenai Pedoman di Bidang Perkreditan. Dalam 
pedoman tersebut ditetapkan kenaikan suku bunga kredit pada bank-bank 
pemerintah menjadi sekitar 6-9% per bulan. Dalam Peraturan 3 Oktober juga 
memberikan ketentuan-ketentuan suku bunga ditetapkan pula ketentuan-ketentuan 
yang mewajibakan bank-bank untuk membatasi pemberian kreditnya kepada 
usaha-usaha yang sangat urgen, menghilangkan diskriminasi antara perusahaan-
perusahaan negara dan perusahaan swasta, menertibkan pemberian kredit dengan 
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menggunakan akad kredit, melarang bank-bank memberikan kredit jangka 
panjang, melarang bank-bank memberikan kredit untuk impor, kredit untuk usaha-
usaha yang tidak sehat dan akan membawa kerugian. Kredit untuk ekspor hanya 
diberikan apabila bank yakin keberhasilan ekspor tersebut. Kebijakan kredit 
secara kualitatif dilakukan dengan mengarahkan perbankan untuk memberikan 
kredit secara selektif dan terarah ke sektor-sektor produksi dengan prioritas pada 
bidang pangan, sandang, dan ekspor.  
 
3. Kebijakan Deposito Berjangka Dan Tabungan 
 
Serangan terhadap inflasi juga ditujukan dalam menghentikan pengeluaran 
uang masyarakat dan mengerahkan dana masyarakat menuju sistem perbankan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan penarikan yang uang 
beredar melalui deposito berjangka dengan suku bunga yang tinggi. Kebijkaan 
tersebebut dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 28 Tahun 1968 tanggal 
19 September 1968. Suku bunga deposito berjangka pada bank-bank pemerintah 
mulai 1 Oktober 1968 ditetapkan 1½% per bulan untuk deposito berjangka waktu 
satu bulan, 5% per bulan untuk yang berjangka waktu 6 bulan, 6% per bulan 
untuk yang berjangka waktu 1 tahun, 4% per bulan untuk yang berjangka waktu 3 
bulan.  
Selain itu, untuk merangsang masyarakat agar mendepositokan uangnya 
pada bank-bank, bank sentral menetapkan beberapa ketentuan yang menarik, yaitu 
pembayaran kembali deposito oleh bank-bank dijamin sepenuhnya oleh bank 
sentral, pemerintah tidak akan mengusut asal usul uang yang didepositokan untuk 
keperluan pajak dan tidak mengenakan pajak kekayaan atas jumlah uang yang 
didepositokan serta membebaskan pajak pendapatan atas bunga yang dibayarkan. 
Bank sentral juga mengkokmpensir sebagian pembayaran bunga deposito oleh 
bank pemerintah, yaitu sebesar 331/3 untuk deposito berjangka waktu enam bulan 
sampai 12 bulan. (Laporan BNI Unit I, 1968: 64) 
Kebijakan deposito berjangka dan tabungan diharapkan akan membawa 
masyarakat kepada kegiatan formal yaitu sistem perbankan dan meninggalkan 
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sistem informal antara lain barter, spekulasi, dan pasar gelap. Dengan kebijakan 
tersebut akan mengurangi dan mengatur jumlah uang yang beredar di dalam 
masyarakat sehingga memperlambat laju inflasi dan memberi bank-bank likuiditas 
yang selanjutnya dapat disalurkan ke investasi-investasi yang lebih produktif.  
 
4. Kredit Bank Sentral Untuk Pengadaan Pangan 
 
Sebagian besar penduduk pedesaan hidup dalam tingkat subsisten. Dengan 
populasi yang terus bertambah sedangkan luas lahan pertanian tidak bertambah. 
Selain itu, masih terjadi sistem barter yang dijalankan masyarakat pedesaan. 
Dengan tingkat produksi yang rendah dan kenaikan penduduk yang tinggi, 
Indonesia pada waktu itu termasuk negara pengimpor beras. Beras bukan saja 
dapat mengakibatkan inflasi tetapi juga mengakibatkan kelaparan, kematian dan 
pergolakan sosial. Beras juga menjadi barometer dari tingkat kesejahteraan 
nasional, khususnya dalam penggunaan devisa untuk melakukan impor beras. 
Korelasi antara kekurangan beras dan inflasi tersebut bersifat langsung, artinya 
bila suplai beras jatuh, harganya naik, sehingga harga-harga komoditas lainnya 
akan bersama-sama naik. Suplai beras yang jatuh mengakibatkan penimpunan, 
penimpunan akan mengakibatkan spekulasi, dan spekulasi mengakibatkan 
ketidakpuasan masyarakat.  
Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan dalam 
produksi, pengadaan dan distribusi beras. Kebijakan pertama ditujukan untuk 
memperbaiki aspek teknis produksi beras. Termasuk antara lain investasi di 
bidang penelitian, khususnya untuk mengembangkan benih unggul, prasarana 
irigasi, dan program intensifikasi tanaman padi. Perangkat kedua berupa campur 
tangan langsung di pasar beras dalam bentuk stabilisasi harga beras domestik. 
Kebijakan ini ditempuh antara lain dengan menyelenggarakan buffer stock, yang 
dilakukan oleh BULOG. Perangkat ketiga dilakukan melalui subsidi sarana 
produksi beras berupa kredit bersuku bunga rendah, subsidi pupuk, air, peptisida, 
dan alat-alat pertanian. (Patmono SK, 1998: 119) 
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Mengenai program upaya mencapai swasembada beras, operasionalisasi 
dicapai dengan menempuh Panca Usaha Intensifikasi Pertanian yang mencakup 
penggunaan dan pengendalian air yang lebih teratur, pemakain bibit unggul, 
pupuk dan peptisida, cara bercocok tanam yang baik, dan koperasi yang tangguh. 
Dalam upaya ini pemerintah telah mengusahakan penyediaan berbagai jenis 
sarana produksi melalui kredit yang menguntungkan petani, antara lain sarana 
pengairan, benih unggul, pupuk, dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah juga 
memberikan bantuan penyuluhan secara berkesinambungan menuju usaha tani 
intensif, dengan menerapkan teknologi anjuran dan penetapan harga sarana 
produksi yang seimbang dengan harga produksinya. (Patmono SK, 1998: 120) 
Awal pemerintahan Orde Baru mengupayakan peningkatan produksi beras 
dengan dilaksanakan program Bimas Nasional pada tahun 1966. Bimas 
merupakan kelanjutan program Padi Sentra tahun 1959 yang dilaksanakan 
pemerintah atas anjuran Bank Indonesia. Kebijakan Bimas Pada tahun 1968, 
melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1968 tentang Pengerahan Dana 
Pembiayaan Pengadaan Beras, BNI Unit I selaku bank sentral ditetapkan sebagai 
single financing agency bagi pengadaan beras bagi pegawai negeri, karyawan 
perkebunan dan pertambangan, serta penjualan injeksi di pasar. Bank Indonesia 
juga berperan menunjang produksi, pengadaan, dan distribusi beras yaitu melalui 
kredit kepada Bulog untuk pengadaan beras dalam negeri dan impor, dan kepada 
PN Pertani untuk pengadaan pupuk dan sarana produksi padi. Selain itu, Bank 
Indonesia juga menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada 
BRI untuk mendukung program peningkatan produksi pangan melalui program 
Bimas. (Tim Penulis Bank Indonesia, 2006: 51-53)  
Campur tangan pemerintah secara langsung dalam penanganan beras 
didasari bahwa beras merupakan sumber utama bahan pangan rakyat Indonesia. 
Selain itu, kekurangan beras dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi secara 
keseluruhan. Dimana nantinya pengurasan devisa akan terjadi dalam mencukupi 




5. Kebijakan Pemerintah yang ikut mempengaruhi Perkembangan Moneter 
 
a. Kebijakan Anggaran Berimbang 
Pemerintah untuk mengantisipasi defisit anggaran negara melakukan 
kebijakan anggaran pendapatan dan belanja yang berimbang (balance of budget 
policy) dalam APBN. Dalam prinsip anggaran yang berimbang, pengeluaran 
disesuaikan dengan pendapatan negara. Dalam kebijakan ini pemerintah 
melakukan pengekangan secara ketat terhadap pengeluaran, agar dapat 
menyesuaikan dengan besarnya pengeluaran dan penerimaan negara. Untuk 
menutupi terjadinya kebocoran anggaran pembelanjaan terlebih dahulu 
sebelumnya APBN harus disahkan oleh DPR. (Patmnono SK, 1998: 73). Hal ini 
sesuai dengan Tap MPRS No. XIII Tahun 1966 pasal 47 bahwa “Dalam 
penjusunan anggaran pendapatan dan belandja negara harus diusahakan agar 
defisit dalam waktu jang singkat dapat dihapuskan sehingga dengan demikian 
sumber utama inflasi dapat ditiadakan”. Pada pasal 48 juga menyatakan bahwa 
“Dalam penjusunan anggaran belandja harus tertjermin imbangan jang sehat 
antara pembiajaan dibidang materiil, spirituil dan politik”. Perimbangan dalam 
APBN tersebut mengikuti teori ekonomi adalah bentuk persamaan U = O + K, 
dimana U adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah, O adalah penerimaan-
penerimaan pemerintah, dan K adalah penerimaan-penerimaan pemerintah dalam 
rupiah yang disebabkan kredit-kredit luar negeri. Dengan demikian untuk 
mencapai keseimbangan, pengeluaran baik yang berupa belanja rutin, 
pembangunan, maupun pertahanan terpaksa dikurangi. Sedangkan penerimaan-
penerimaan negara terus diupayakan untuk ditingkatkan. (Patmnono SK, 1998: 
80) 
Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja yang berimbang dalam kegiatan 
rutin pemerintah dibiayai oleh penerimaan dalam negeri sedangkan anggaran 





b. Utang Luar Negeri 
Untuk melaksanakan APBN berimbang tersebut pemerintah harus 
mendapatkan bantuan luar negeri yang merupakan salah satu komponen dalam 
APBN yang menempatkan bantuan luar negeri sebagai penerimaan pembangunan. 
Dengan begitu defisit tidak dibiayai oleh pencetakan uang baru, karena hal 
tersebut akan menimbulkan inflasi, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Dengan 
memperoleh kredit luar negeri, untuk membiayai program pembangunan sehingga 
inflasi yang bersumber dari defisit anggaran dapat dicegah. Selain itu, anggaran 
yang terarah kepada rehabilitasi prasarana dan produksi masyarakat akan 
mendorong produksi dan peningkatan ekonomi, sehingga efek inflasi yang 
bersumber dari pengeluaran pemerintah dapat diimbangi dengan meningkatnya 
arus barang. (Tim LP3ES, 1995: 164) Untuk melaksanakan hal tersebut 
pemerintah harus mengupayakan penjadwalan kembali utang luar negeri 
pemerintahan sebelumnya dan memperoleh utang baru dari luar negeri serta 
membicarkan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi/perdagangan antara 
Indonesia dengan negara-negara lain. (Memo dari Menteri Keuangan kepada J.M 
Presidium Kabinet Dwikora)  
 
c. Indonesia Kembali Ke Dalam IMF 
Selain kebijakan melalui sektor keuangan, pemerintah harus menghapus 
isolasi perekonomian Indonesia dari dunia internasional, dengan kembali menjadi 
anggota IMF dan IBRD (Bank Dunia). Keanggotaan kembali 2 badan keuangan 
internasional sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional 
bahwa Indonesia sedang menuju pada proses stabilisasi politik. Dengan begitu 
segala transaksi perdagangan internasional, transaksi keuangan, dan perbankan 
internasional diakui oleh negara-negara internasional.  
Keanggotaan kembali Indonesia dalam dua lembaga keuangan internasional 
tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1966 yang 
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1967 tanggal 16 
Juni 1967. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah memberi wewenang 
kepada Menteri Keuangan untuk menandatangi atau mengusahakan 
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penandatangnaan persetujuan dana dan melakukan pinjaman dari pembayaran 
pinjaman tersebut atas nama pemerintah. Sesuai dengan persetujuan dari IMF, 
BNI Unit I sebagai Bank sentral bertindak sebagai badan perwakilan keuangan 
Republik Indonesia dalam, transaksi dengan IMF dan ditunjuk serta diberi kuasa 
menjadi penyimpan dana yang dipereoleh dari IMF dan IBRD. (Tim Penulis Bank 
Indonesia, 2006: 165-166) 
 
d. Kebijakan Lalu Lintas Devisa 
Sejalan dengan peniadaan campur tangan pemerintah dalam perdagangan 
luar negeri usaha stabilisasi ekonomi dilakukan dengan penghapusan sistem kurs 
devisa berganda (multiple exhange rate system) yang berlaku pada sistem Bukti 
Ekspor, sejak pertama kalinya diciptakan oleh dewan moneter di masa Kabinet 
Djuanda dan mulai berlaku sejak 20 Juni 1957. Bukti Ekspor tersebut tidak 
langsung dicabut, melainkan diubah dan diarahkan kepada sistem kurs devisa 
yang mengambang. Dengan adanya Sistem Bonus Ekspor yang baru bertujuan 
untuk menggairahkan ekspor, dengan memperbolehkan dipindah-tangankan atau 
diperjual-belikan devisa hasil ekspor itu di pasar bebas dengan harga yang 
berubah setiap waktu (floating excahnge rate system). Dalam rangka mengatasi 
inflasi, sistem Bonus Ekspor, pada taraf tertentu diharapkan akan dapat 
memperlancar arus barang yang gilirannya akan memberikan dampak positif 
terhadap harga. (Tim Penulis LP3ES, 1995: 162) 
Pada tahun 1970 dikeluarkan kebijakan baru dibidang ekspor, impor dan 
lalu lintas devisa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970. Dengan 
peraturan baru tersebut maka ketentuan-ketentuan maupun prosedur yang tadinya 
ditetapkan oleh Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD) sekarang dialihkan pada Bank 
Indonesia yang diserahi tugas melakukan pengawasan atas pelaksnaaan ketentuan 
dan prosedur dalam lalu lintas devisa.  
Kebijakan baru itu pada pokoknya bertujuan untuk: 
1) Memberikan penghasilan yang lebih besar bagi kegiatan proses produksi 
dan perdagangan; 
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2) Mengurangi dan menghapuskan berbagai jenis pungutan yang 
merupakan beban berat bagi golongan pengusaha, khususanya dalam 
pelaksanaan ekspor-impor; 
3) Penyederhanan prosedur ekspor dan impor serta aspek-aspek perbankan 
dan perpajakan yang berkaitan dengan hal itu; 
4) Menyederhanakan sistem dan prosedur lalu lintas devisa sehingga 
sistem dan prosedur lalu lintas devisa sehingga penggunaannya dapat 
lebih efektif dan efisien dan dan; 
5) Memelihara kebebasan tukar–menukar mata uang asing. 
 (Tim Penulis LP3ES, 1995: 202) 
 
Program stabilisasi pemerintah tersebut dilakukan dengan menyederhanakan 
dan mengarahkan sistem kurs devisa berganda (multiple exhange rate system) ke 
sistem nilai tukar tunggal. Dengan dihapuskannya perbedaan antara dalam bentuk 
Bukti Eskpor (BE) dan Devisa Pelengkap (DP). Selanjutnya hanya dikenal dua 
macam devisa, yaitu: 
1) Devisa umum yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa atau 
transfer. 
2) Devisa kredit yang berasal dari bantuan negara-negara donor berupa 
kredit dan/atau berbentuk hibah (grant) uang sebelumnya dikenal 
sebagai BE Kredit. 
(Tim Penulis BI, 2006: 167) 
Kurs devisa umum ditentukan oleh perimbangan antara penawaran dan 
permintaaan di bursa asing. Kurs dan penggunaan devisa kredit ditentukan dan 
diatur oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan. 
Perdagangan devisa umum itu telah memberikan peranan yang meningkat kepada 
bank-bank devisa dalam arti yang sebenarnya, yaitu memberikan pelayanan dalam 
lalu lintas pembayaran luar negeri dan melayani jual-beli devisa kepada 
nasabahnya. Devisa yang merupakan hasil ekspor wajib dijual kepada Bank 
sentral dengan kurs yang berlaku di bursa valuta asing. Dengan cara ini maka 
Bank Indonesia dapat melakukan kontrol terhadap lalu lintas devisa dan cadangan 





e. Penanaman Modal Asing  
Tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang dilakukan pada 
tahun 1959 terus dilakukan sampai tahun 1965. Ternyata bahwa tindakan 
nasionlaisasi perusahaan asing mengakibatkan terhambatnya investasi asing 
masuk ke Indonesia. Untuk menghapus isolasi tersebut, pada tanggal 10 Januari 
1967 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing 
(UUPMA) untuk merangsang aliran investasi luar negeri secara langsung. (Tim 
Penulis BI, 2006: 168) 
Untuk menarik investor asing yang mau membuka usaha di Indonesia 
pemerintah memberikan insentif antara lain: 
a. Pembebasan pajak terhadap keuntungan perusahaan sampai enam tahun 
bagi proyek-proyek yang diutamakan. 
b. Pembebasan dari pajak deviden untuk periode yang sama. 
c. Pembebasan dari pajak material modal pada saat mulai investasi asing. 
d. Pembebasan dari bea masuk impor untuk peralatan, mesin, alat-alat dan 
kebutuhan-kebutuhan awal pabrik. 
e. Hak mentransfer keuntungan yang sedang berlangsung dalam mata-uang 
asal. 
 (Mohtar Mas’od, 1989: 90) 
 
Dengan melihat masalah-masalah ekonomi makro yang terjadi sebelumnya, 
kebijakan pemerintah Orde Baru juga ditujukan dalam pemulihan masalah 
ekonomi makro. Stabilitas ekonomi yang ingin dicapai, baik dalam kebijakan 
moneter yang menjadi masalah serius dalam penanganan jumlah uang yang 
beredar, selain itu juga dalam kebijakan-kebijakan ekonomi makro lain yang ikut 
berpengaruh terhadap tercapainya stabilitas ekonomi. Kebijakan anggaran 
berimbang, utang luar negeri, kembalinya Indonesia ke IMF, kebijakan lalu lintas 
devisa, penanaman modal asing sangat berperan penting dalam pemulihan 







C. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan Soeharto 
Tahun 1966-1972 
 
Kemelut ekonomi yang terjadi masa pemerintahan Soekarno yang dibarengi 
juga dengan kemelut politik dalam bentuk persaingan kekuatan yang sengit di 
dalam negeri dan kadang-kadang konflik terbuka antara Angkatan Darat dan 
golongan komunis. Memasuki tahun 1965 golongan komunis mulai meninggalkan 
jalan damai dan mulai dengan tindakan yang lebih radikal. Puncaknya ketika 
golongan komunis terlibat dalam kudeta gagal yang menamakan dirinya “Gerakan 
30 September”. Golongan militer mulai mengambil peranan penting dalam 
menghancurkan golongan komunis yang disinyalmen ikut berperan dalam kuteda 
tersebut.  
Memasuki tahun 1966 hubungan antara Presiden Soekarno dengan korp 
militer terus mengalami keretakan. Hal ini memberikan peluang kepada Jenderal 
Soeharto mulai memainkan peranan penting dalam kancah politik. Awal tahun 
1966 masalah kenaikan harga menjadi lebih utama dari pada sikap Presiden 
Soekarno terhadap keterlibatan PKI dalam kudeta tersebut. Aksi-aksi mahasiswa 
mulai gencar untuk memaksa pemerintah segera melakukan perubahan-perubahan 
untuk mengatasi masalah politik dan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali 
menekan pemerintah menaikan harga-harga dan jasa. Kenaikan harga-harga yang 
dilakukan pemerintah tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, aksi-aksi 
demonstrasi mahasiswa menentang kebijakan pemerintah menaikan harga-harga, 
melalui KAMI dengan dukungan koprs militer semakin meningkatkan tuntutan 
“Tritura” yang isinya bubarkan PKI, rombak Kabinet Dwikora dan turunkan 
harga. Aksi demonstrasi mahasiswa semakin gencar ketika Presiden Soekarno 
merombak Kabinet Dwikora dan menyempurnakan menjadi Kabinet 100 Menteri 
yang masih memasukkan Soebandrio, Chaerul Saleh dan bahkan Omar Dhani ke 
dalam kabinet tersebut. (M.T Arifin, 2006: 63-65 )  
Langkah yang diambil Presiden Soekarno tersebut malah membuat keadaan 
semakin kacau. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri terjadi demonstrasi 
besar mengelilingi istana dan memblokir para tamu agar tidak masuk ke dalam 
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istana. Aksi demonstrasi berlanjut dengan menembus blokade dan pasukan 
Cakrabirawa melepaskan tembakan-tembakan yang menyebabkan gugurnya 
mahasiswa UI Arief Rahman Hakim. Melihat situasi yang semakin kacau, pada 11 
Maret 1966 Soekarno menandatangani Supersemar yang berisi penyerahan 
kekuasaan darurat kepada Jendral Soeharto untuk memulihkan keamanan, 
ketenangan serta kestabilan pemerintah. (Ulf Sundhaussen, 1989: 439) Pada 6 
bulan setelahnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menghancurkan golongan 
komunis dan para simpatisannya. Pada bulan Maret 1966 Presiden Soekarno 
dipaksa memindahkan kekuasaan eksekutifnya dengan alasan bahwa Soekarno 
telah tidak mampu lagi untuk menunaikan tugas-tugasnya berdasarkan UUD dan 
Ketetapan MPRS. Pemindahan kekuasaan tersebut diberikan kepada tiga 
serangkai yang terdiri dari Jenderal Soeharto sebagai ketua yang bertanggung 
jawab atas keamanan, Adam Malik dengan tanggung jawab atas urusan 
internasional, dan Sultan Yogyakarta Hamengku Buwono IX yang bertanggung 
jawab atas urusan ekonomi. (Zaim Zaidi, 1998: 66-67) Menyadari bahwa 
golongan militer tidaklah mampu memegang tugas pembaharuan ekonomi, 
Soeharto menyerahkan pembaharuan ekonomi kepada kaum sipil, khususnya 
ekonom profesional dari Universitas Indonesia berpendidikan Barat.  
Pada 25 Juli 1966 Jenderal Soeharto mendapat mandat oleh MPRS yang 
diberi tugas membentuk kabinet baru yang menamakan dirinya Kabinet Ampera. 
Pada waktu itu Soekarno tetap menjabat sebagai Presiden, walaupun kekuasaan 
telah hilang dari tangannya. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto resmi sebagai 
Pejabat Presiden yang berada di bawah Presiden Soekarno. (Radius Prawiro, 
1998: 30) Menyadari akan keharusan mengakhiri politik mercusuar dan 
pemerintahan yang hanya slogan-slogan, pemerintahan Orde Baru mengambil 
nada dan pendekatan yang benar-benar rendah hati, pragmatis, dan non-idiologis. 
Penyembuhan ekonomi digambarkan sebagai satu beban yang lama dalam tiga 





1 Pemulihan Bank Sentral 
 
a. Pengeluaran Uang Seri Soedirman dan Penarikan Uang Seri Soekarno 
Untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat pemerintah tidak 
menambah volume uang yang beredar, tetapi hanya menggantikan uang rupiah 
Seri Soekarno dengan Seri Soedirman, dimana jumlah uang yang dikeluarkan 
sama dengan jumlah uang yang ditarik dari peredaran. (Kedaulatan Rakyat, 11 
Djanuari 1968) Untuk mengembalikan nilai mata uang rupiah dilakukan dengan 
mengurangi tingkat pertumbuhan dari jumlah uang yang beredar, sambil, pada 
waktu bersamaan, berusaha membatasi dan mengarahkan kredit ke sektor-sektor 
produktif serta dengan pengintegrasian kebijakan-kebijakan yang mendukung 
stabilisasi ekonomi. (Radius Prawiro,1998: 57)  
Penarikan uang rupiah Seri Soekarno dari peredaran segera dilakukan oleh 
pemerintah Orde Baru dengan menggantikan dengan rupiah Seri Soedirman 
dengan tanda tahun 1968 dikeluarkan dalam 11 pecahan mulai dari Rp1,- hingga 
Rp1.000,- dan semuanya ditandatangi oleh Gubernur Radius Prawiro bersama 
dengan Direktur Soeksmono Besar Martokoesoemo. Dimana nilai uang tersebut 
mempunyai nilai yang sama dengan Seri Soekarno yaitu 1:1. Penarikan uang 
rupiah seri Soekarno dilakukan secara terhadap, di mulai dari penarikan uang 
pecahan Rp 1.- dan Rp 2,5.- . Untuk sementara waktu uang rupiah Seri Soedirman 
akan beredar di samping uang rupiah Seri Soekarno yang masih beredar di 
masyarakat. Selanjutnya Bank Sentral akan mengeluarkan pengumuman secara 
terperinci mengenai penarikan uang rupiah Seri Soekarno dari peredaran. 
Penarikan uang rupiah Seri Soekarno yang dilakukan Bank Sentral menimbulkan 
desas-desus di masyarakat, seakan-akan pemerintah akan melakukan sanering 
uang seperti pada masa sebelumnya. Desas-desus tersebut telah tersebar luas di 
masyarakat, akibatnya terjadi berbagai aksi spekulasi, di Yogya adanya kabar 
tersebut menjadikan harga emas melonjak menjadi Rp 400,- (Kedaulatan Rakyat, 
5 Djanuari 1968). 
Tindakan mengantikan uang seri Soekarno dengan seri Soedirman 
dimaksudkan sebagai usaha peniadaan psikologi kultus-individu dan 
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pengembalian kehidupan masyarakat yang terlepas dari ikatan-ikatan Orde Lama. 
Peng-Orde-Baru-an seri uang tersebut ditanggapi masyarakat sebagai suatu usaha 
pemerintah untuk mengebiri nilai rupiah atau penggantian nilai. (Keterangan 
Pemerintah Mengenai Keadaan Ekonomi di Depan Sidang DPR-GR, 29 Djanuari 
1968).  
Untuk meluruskan isu-isu tersebut Presiden Soeharto menjelaskan tentang 
desas-desus mengenai penguntingan uang atau sanering uang tidak menimbulkan 
perbaikan ekonomi, bahkan akan memiskinkan rakyat, penggantian Seri Soekarno 
dengan Seri Soedirman yaitu satu berbanding satu. Presiden juga menekankan 
kepada para aparatur pemerintahan, baik pusat ataupun daerah-daerah mengambil 
tindakan tegas terhadap siapa saja yang membuat dan menimbulkan kericuhan 
serta isu-isu yang merugikan rakyat dan Orde Baru. (Kedaulatan Rakyat, 11 
Djanuari 1968). Keterangan dari Presiden Soeharto tersebut, diikuti dengan 
memerintahkan Bank Indonesia untuk segera mempercepat pengeluaran seri 
Soedirman dengan maksud membuktikan bahwa seri Soedirman tidak merubah 
nilai nilai rupiah, dan nilai tukar seri Sudriman sama dengan seri Soekarno yaitu 
1:1. (Keterangan Pemerintah Mengenai Keadaan Ekonomi di Depan Sidang DPR-
GR, 29 Djanuari 1968).  
Pada tanggal 8 Januari 1968 secara resmi BNI Unit I mengeluarkan 
pengumuman bahwa disamping uang yang telah beredar akan diedarkan pula uang 
kertas Seri Soedirman, yang dimaksudkan untuk menggantikan jenis-jenis uang 
Seri Soekarno. Uang kertas baru yang dikeluarkan BNI Unit I yaitu Rp 1.-, Rp 
2,5.-, Rp 5.-, Rp 10.-, Rp 25.-, Rp 50.-, Rp 100,-, Rp 500,- dan Rp 1000,-. 
Pengeluaran uang tersebut dimulai dari pecahan Rp 1.-, Rp 2,5.-, sedangkan 
pecahan-pecahan lainnya akan menyusul secara berangsur-angsur dalam jangka 
waktu yang tidak lama. (Kedaulatan Rakyat, 11 Djanuari 1968) Selanjutnya pada 
tanggal 15 April 1968 untuk pecahan Rp5,- dan Rp10,-; tanggal 13 Januari 1969 
untuk pecahan Rp25,-, Rp,-50,- Rp100,- Rp500,- dan Rp1.000,- serta pada tanggal 
2 April 1970 untuk pecahan Rp5.000,- dan Rp1.000,-. Untuk percetakan uang 
kertas Seri Soedirman tersebut semua dilakukan oleh PN Perkeba. (Tim Penulis 
BI, 2006: 375) Nilai uang kertas Seri Soedirman sama nilainya dengan uang 
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kertas Seri Soekarno yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah di 
luar Propinsi Irian Barat, artinya nilai perbandingan antara kedua jenis uang 
tersebut adalah satu dibanding satu. Pergantian uang tersebut direncanakan selesai 
akhir tahun 1968. (Kedaulatan Rakyat, 8 Djanuari 1968). 
 
b. Perkembangan Perlembagaan Perbankan 
Dengan masuknya Indonesia ke dalam keadaan hiperinflasi, bank-bank 
umum tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara normal: inflasi telah 
merongrong kemampuan bank untuk menarik dana dari masyarakat dan akibatnya 
kegiatan perbankan di bidang peminjaman menjadi tidak berarti. Seluruh sektor 
perbankan hanya berperan sabagai saluran pembiayaan defisit APBN. Melihat 
keadaan tersebut, Pemerintahan Orde Baru menyadari kegagalan kebijakan 
berusaha mengurangi peranan negara di dalam kehidupan ekonomi, dengan lebih 
mengandalkan kekuatan-kekuatan pasar dan memberi kesempatan kepada sektor 
swasta untuk mengambil peranan yang lebih besar di dalam perekonomian (Anne 
Booth & Peter McCawley, 1981: 134). 
 Oleh karena itu penataan perbankan dipersiapkan guna memisahkan secara 
jelas fungsi bank sentral dengan fungsi bank komesiil dan memulihkan tiga fungsi 
bank sentral yaitu menjaga kestabilan moneter, melakukan pengawasan dan 
pembinaan bank guna menciptakan perbankan yang sehat serta sistem 
pembayaran yang aman dan lancar. (Tim Penulis Bank Indonesia, 2006: 4)  
Pada 30 Desember 1967 ditetapkan Undang-undang No.14 tahun 1967 
tentang Perbankan yang memberi tingkat kebebasan kepada bank-bank milik 
pemerintah untuk mengelola usahanya yang telah ditetapkan sesuai prioritas 
dalam pengarahan pemberian kreditnya, guna meningkatkan kapasitas produksi 
dan dapat melayani masyarakat, termasuk petani dan nelayan. Bank-bank milik 
pemerintah tersebut antara lain BNI 1946 di sektor industri, Bank Ekspor Impor 
Indonesia di sektor produksi dan pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor, 
BRI di sektor koperasi, tani dan nelayan, Bank Dagang Negara di sektor 
pertambangan, Bank Bumi Daya di sektor perkebunan dan kehutanan. Dalam 
realisasinya prioritas tersebut dilaksanakan secara fleksibel menurut kemampuan 
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bank masing-masing dan bukan merupakan pembatasan (Tim Penulis LP3ES 
(1995: 180). Kemudian disusul dengan Undang-undang No.13 Tahun 1968 
tentang Bank Sentral.  
Bank-bank milik pemerintah tersebut memiliki hubungan khusus dengan 
bank sentral (Bank Indonesia) sehingga simpanan-simpanan bank-bank milik 
pemerintah terjamin, dan kadang-kadang dengan hubungan tersebut bank-bank 
milik pemerintah dapat menawarkan bunga deposito yang cukup tinggi karena 
memperoleh subsidi dari Bank Indonesia. Selain itu bank-bank milik pemerintah 
dapat memperoleh dana murah untuk disalurkan ke bidang-bidang yang 
menguntungkan. Sebagai imbalan bagi fasilitas-fasilitas khusus tersebut bank-
bank milik pemerintah diwajibkan memberikan pinjaman-pinjaman proyek-
proyek khusus dan sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah, menyediakan 
fasilitas-fasilitas perbankan sampai ke tingkat desa, dan menyerahkan kepada 
pemerintah hak menentukan tingkat bunga, baik simpanan dan deposito. (Anne 
Booth & Peter McCawley, 1981: 134)  
 
2 Kebijakan Perkreditan 
 
Pemberian kredit pada masa Orde Baru diarahkan bagi sektor-sektor yang 
diberi prioritas dan untuk mengendalikan inflasi. Pemberian kredit secara 
kualitatif diarahkan untuk membiayai kegiatan ekspor serta pengadaan pangan dan 
sembilan bahan pokok. Sedangkan kebijakan kredit secara kuantitatif dilakukan 
untuk menjaga ekspansi uang yang beredar, maka Bank Indonesia tetap 
mempertahankan besar cash ratio pada tingkat 30%. (Tim Penulis Bank Indonesia, 
2006 : 65) 
Sumber kredit tersebut dari kredit luar negeri dan kredit dalam negeri. 
Mengenai kredit luar negeri pemerintah mengupayakan pinjaman jangka panjang 
dengan bunga yang rendah serta jangka waktu yang memperhitungkan 
pembayaran kembali dari hutang-hutang di masa depan. Kredit dalam negeri 
pemerintah mengupayakan hasil penjualan BE-Kredit yang dipakai untuk 
pembangunan dimasukan dalam rekening Bank Indonesia. Penggunaannya untuk 
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anggaran pembangunan, kredit sektor produksi, khususnya untuk kredit pupuk, 
peptisida, produksi tekstil dan produksi perkebunan. (Keterangan Pemerintah 
mengenai Keadaan Ekonomi di Muka sidang MPR-GR , 29 Djanuari 1968). 
Pada tanggal 16 Juni 1967 dikeluarkan Instruksi Presidesium No. 
39/EK/IN/6/1967 yang mengatur penurunan suku bunga kredit secara bertahap 
sebagai berikut: 
A. Golongan I dengan bunga 3% per bulan untuk:  
- produksi dan distribusi 9 bahan pokok termasuk produksi dan 
distribusi hasil dari: 
· industri pangan (penggilingna padi, pabrik gula dan perusahaan 
garam, pabrik minyak goreng); 
· industri sandang (pemintalan, perajutan dan pertenunan); 
- pertanian/peternakan bahan pangan; 
- produksi bahan ekspor; 
- ekspor; 
- industri obat-obatan termasuk hasil produksinya; 
- perusahaan pengangkutan dan distribusi spare parts pengangkutan 
umum; 
- industri maritim; 
- industri kertas; 
- kerajinan; 
- pertambangan; 
- produksi/industri lainya. 
B. Golongan II dengan bunga 4% per bulan untuk perdagangan dan jasa-
jasa lainnya yang tidak termasuk golongan I di atas 
C. Golongan III dengan bunga 5% per bulan untuk usaha-usaha lainnya 
yang tidak termasuk golongan I dan golongan II di atas dengan cacatan 
bahwa kredit impor tetap dilarang. 
(Laporan BNI Unit I, 1966-1967: 79) 
 
Pada awal tahun 1968, terdapat tanda-tanda kenaikan jumlah uang beredar. 
Karena itu, dengan Instruksi Presiden No 28 Tahun 1968, pada September 1968 
Pemerintah memberi instruksi kepada BNI Unit I untuk meninjau kembali suku 
bunga perkreditan bank-bank pemerintah dengan ketentuan suku bunga terendah 
ditetapkan 3% per bulan dan suku bunga tertinggi 7% per bulan. Setelah 
dilakukan peninjauan kembali BNI Unit I menetapkan suku bunga kredit menjadi 
empat golongan. Golongan I, II, III, tetap bersuku bunga 3%, 4%, 5%, per bulan, 
sedangkan untuk golongan IV di atas 5%-7% per bulan. Kredit golongan I, antara 
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lain kredit produksi dan distribusi sembilan bahan pokok, kredit produksi 
pertekstilan dan bahan ekspor; golongan II berupa kredit ekspor tidak termasuk 
opkoop, kredit untuk pengangkutan dan alat-alat pengangkuatan, kredit 
peternakan dan pertanian serta perikanan, kredit produksi obat-obatan dan kertas, 
serta kredit industri dan pertambangan; golongan III berupa kredit produksi dan 
industri yang tidak termasuk dalam golongan I dan II; golongan V adalah kredit 
perdagangan di luar sembilan bahan pokok dan jasa-jasa lainnya di luar golongan 
I-III. (Tim Penulis BI, 2006: 152) 
Dalam rangka pemulihan kembali kapasitas produksi dalam negeri kepada 
perusahaan-perusahaan negara. Pada 19 Juli 1967 bank sentral menetapkan 
ketentuan pemberian kredit investasi kepada perusahaan-perusahaan negara dalam 
rangka rehabilitasi alat-alat produksi yaitu dikenakan bunga 1 ¼ % per bulan. 
Untuk kredit pupuk, obat-obatan dan spayers dikenakan suku bunga yang lebih 
rendah yaitu 1% per bulan. Menjelang akhir tahun 1967 bantuan likuiditas bank 
sentral kepada bank-banak umum pemerintah, yang semula hanya terbatas kepada 
kredit ekspor mengalami perluasan. Pada tanggal 23 November 1967 bank sentral 
mengeluarkan ketentuan bahwa kredit likuiditas dapat pula diberikan kepada 
bank-bank umum pemerintah atas dasar kredit produksi untuk sektor produksi 
seperti: 
1. Produksi 9 bahan pokok, termasuk: 
- Industri pangan (penggilingan padi, perusahaan garam, dan pabrik 
minyak goreng) 
- Industri sandang (permintalan, perajutan, pertenunan, 
finishing/printing, dan industri batik) 
2. Pertanian/peternakan 
3. Perusahaan pengangkutan 
4. Industri pertanian 
(Laporan BNI Unit I, 1966-1967: 80-81) 
Dengan berbagai penyempurnaan dari Bank Sentral maupun Instruksi 
Presiden dari tahun-tahun yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, maka 
kredit pada BNI Unit I meningkat pada pemerintah di tahun 1966 sebesar 8,1 kali 
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kemudian 3,6 kali pada tahun 1967. Pada tahun 1968 meningkat hanya 10,5%. 
Sejalan dengan itu, kredit kepada perusahaan-perusahaan negara meningkat 6,7 
kali 1966 dan 3,9 kali pada tahun 1968. Pada perusahaan swasta dan 
perseorangan, jumlah kredit meningkat 6,1 kali, 6,2 kali dan 2,5 kali pada tahun 
yang sama.  
Pemberian kredit secara kualitatif dapat mengarahkan ekspansi kredit bank-
bank pemerintah untuk membiayai kegiatan ekspor serta pengadaan pangan dan 
sembilan bahan pokok. Ekspansi kredit terbesar pada bank-bank pemerintah 
terjadi pada sektor lain-lain terutama untuk menunjang pengadaan pangan. Hal ini 
seperti yang disampaikan oleh Presiden Soeharto bahwa pelaksanaan 
pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi terutama dititikberatkan pada 
pencapaian pangan. (Kedaulatan Rakyat, 11 Djuli 1968).  
Melonjaknya harga beras pada akhir tahun 1967 dan awal 1968, usaha 
pengendalian inflasi terganggu. Panen yang kurang baik selama pertengahan 
kedua tahun 1967 yang bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat 
selama lebaran dan tahun baru merupakan sebab utama kenaikan harga tersebut. 
Untuk mengatasi kenaikan harga beras yang dikhawatirkan dapat mendorong 
harga-harga lainnya, pada tahun 1968 pemerintah meningkatkan usaha pengadaan 
pangan dan produksi pangan. Dalam hal kredit ini dilakukan dengan pemberian 
kepada Bulog untuk pengadaan pangan sehingga 61% dari kenaikan kredit pada 
tahun 1968 ditujukan kepada usaha pengadaan pangan dan produksi pangan. 
(Patmono SK, 1998 : 87)  
Pemberian kredit langsung dan kredit likuiditas oleh bank sentral. Peranan 
bank sentral dalam menunjang pemberian kredit dalam pemberian kredit 
perbankan sangat besar. Pada tahun 1967 kenaikan KLBI mencapai 3.5333,9 juta 
(235%) dan Rp 25.112,3 (499%) pada tahun 1968 yang ditujukan untuk 
pembiayaan produksi 9 bahan pokok, termasuk sandang, pangan, pertanian, dan 
peternakan, yang dilakukan sejak November 1967.  
Pemberian kredit langsung dari bank sentral terutama untuk membiayai 
pengadaan pangan. Pada akhir tahun 1968, dari jumlah kredit langsung sebesar 
Rp61.847 juta, 60% di antaranya diberikan kepada Bulog untuk keperluan impor 
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beras dan pengadaan beras dalam negeri. Selain itu, jumlah kredit yang cukup 
besar telah diberikan kepada PN Pertani untuk pengadaan pupuk dan peptisida 
dalam rangka bimas serta untuk keperluan impor terigu dalam rangka PL-48.  
 Tabel 12: Perkembangan Kredit Bank Sentral 1964-1968 
Kredit Langsung Kredit Likuiditas 
Tahun 
Jumlah % Jumlah % 
Jumlah 
1964 21,7 22 74,9 78 96,6 
1965 279,0 48 296,5 52 575,5 
1966 1.607,9 52 1.502,3 48 3.110,2 
1967 12.090,6 71 5.036,2 29 17.126,8 
1968 61.847,9 67 30.148,5 33 91.996,4 
  Sumber : Tim Penulis LP3ES (1995: 195) 
 
Dapat disimpulkan bahwa pada pemerintah Orde Baru lebih menerapkan 
kebijakan perkreditan secara selektif dan mengarahkan kredit kepada sektor-
sektor ekonomi tertentu. Artinya kebijakan moneter pada masa pemerintahan 
Orde Baru bersifat ketat. Kebijakan dibidang kredit tersebut ditekankan pada 
sektor produksi pangan dan ekspor yang nantinya menambah devisa negara.  
 
3 Kebijakan Deposito Berjangka dan Tabungan 
 
 Melihat jumlah uang beredar di dalam masyarakat yang tinggi, pada 
akhirnya menyebabkan inflasi, usaha yang harus dilakukan adalah dengan 
menyedot uang yang beredar di masyarakat. Langkah yang efektif adalah 
merangsang masyarakat untuk menyimpan uang di bank (menabung). Untuk 
membiasakan masyarakat untuk menabung, bukanlah tindakan yang mudah. 
Perekonomian yang tidak stabil membuat masyarakat tidak bergairah 
menggunakan jasa perbankan. Selain itu, tindakan pemotongan uang pada tahun 
1965 dari Rp. 1.000; menjadi Rp. 1; menyebabkan masyarakat benar-benar 
merasakan tidak aman dan lebih senang menyimpan uang.  
Pada Oktober 1968 pemerintah mulai mengenalkan deposita berjangka dengan 
bunga permulaan 6% per bulan. Guna menarik minat masyarakat untuk menabung 
selain pemberian bunga yang sangat tinggi, pemerintah juga mengeluarkan 
ketentuan bagi siapa pun memasukkan uangnya ke dalam tabungan tersebut 
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memperoleh jaminan bebas dari pengusutan. Deposito berjangka tersebut lebih 
berfungsi sebagai penarik uang panas, pemerintah bersama dengan bank-bank 
pemerintah berusaha menjinakkan hot money yang banyak digunakan untuk 
berspekulasi. Pada Oktober 1968 deposito berjangka berjumlah Rp. 3 milyar 
meningkat menjadi Rp 4,5 milyar pada akhir Desember 1968. (Soeharsono Sagir, 
1975: 21) Pada 8 April 1971 dibentuklah Tim Saving Drive yang segera 
mempersiapakan program baru mengenai Tabanas, Taska, Materai Tabungan. 
Pada 13 Mei 1967 Tim Saving Drive mengadakan rapat untuk membahas tentang 
pedoman pelaksanaan Tabanas dan Taska 1971. Rapat tersebut langsung dipimpin 
oleh Gubernur BI dan dihadiri direktur-direktur BI, BNI 46, BRI, BBD, BDN, 
Bank Eksim, BTN, Bank Perniagaan Indonesia, Bank Niaga, PN Djiwasraja, 
ADB Bumi Putera, dan Pimpinan Cabang PT Bank Amerta. (Patmnono SK, 1998: 
92)  
a. Tabanas 
Tabanas merupakan tabungan bebas dalam arti tidak terikat jangka waktu 
tertentu dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Ciri-ciri 
Tabanas antara lain: (1) cara penyetoran, yaitu penyetoran dilakukan setiap waktu, 
setoran pertama ditetapkan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp. 25; (dua 
puluh lima rupiah); (2) pengambilan, yaitu pertama hanya dapat dilakukan setelah 
setoran tersebut mengendap pada bank sekurang-kurangnya selama 1 bulan, 
pengambilan hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali sebulan, dan 
saldo yang tersisa pada setiap pengambilan tidak boleh kurang dari Rp. 50; (lima 
puluh rupiah). Untuk jenis tabungan itu, bunga dan perhitungan/pembayaran 
bunga ditetapkan 18% per tahun, perhitungan bunga dilakukan atas dasar saldo 
riil, pembayaran bunga dilakukan per tanggal 1 April, Juli, Oktober, dan Januari, 
dan bunga tabungan tidak diambil ditambahkan pada saldo. (Patmnono SK, 1998: 
93) 
Untuk menarik minat masyarakat, jenis tabungan itu memberikan 
perangsang berupa hadiah yang diundi oleh BI setempat. Semua buku tabungan 
yang memenuhi syarat, yaitu memiliki saldo sekurang-kurangnya Rp. 1000; 
(seribu rupiah) pada akhir bulan menjelang penarikan undian pada April, Juli, 
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Oktober, dan Januari, diikutsertakan dalam undian ini. Hadiah yang disediakan 
untuk tiap-tiap undian di masing-masing daerah adalah 1% (satu persen) dari 
saldo tabungan yang dinyatakan memenuhi syarat, yang berarti 4% setiap tahun. 
Sedangkan jenis hadiah yan diberikan, selain 5 hadiah utama juga diberikan 
hadiah hiburan yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang terkumpul dari 
tabungan. Hadiah bagi pemenang undian yang tidak diambil langsung 
ditambahkan pada saldo pemenang. Sedangkan pemenang lainnya berbentuk 
pembebasan pajak kekayaan atas pokok tabungan, pendapatan atas bunga dan bea 
meterai, tidak akan dilakukan pengusutan mengenai asal-usul tabungan untuk 
keperluan perpajakanm dan tabungan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan 
kredit (Patmnono SK, 1998: 94). 
b. Taska 
Taska (Tabungan Asuransi Berjangka) merupakan tabungan yang bersifat 
asuransi yaitu memberikan jaminan kepada penabung bahwa jumlah uang yang 
direncanakan akan diterima setelah berakhirnya jangka waktu tabungan yang telah 
ditentukan, dapat diperoleh dalam jumlah yang penuh (face account) apabila 
penabungnya meninggal dunia. Dengan demikian rencana penabung untuk 
mendapatkan dana bagi pembiayaan kebutuhan dapat dilaksanakan secara pasti, 
walaupun penabung belum berhasil menyetor sepenuhnya jumlah tabungan yang 
menjadi kewajibannnya. 
Ketentuan-ketentuan dalam Taksa antara lain (1) penabung adalah 
perorangan yang menyatakan kesanggupan serta kesediaan untuk menabung 
setiap bulan sejumlah uang tertentu yang ditetapkan dalam kartu Taska dan 
dilakukan untuk jangka waktu tertentu seperti 12, 36, dan 60 bulan; (2) penabung 
berusia setinggi-tingginya 55 tahun; (3) jangka waktu tabungan ditetapkan untuk 1 
tahun (nilai nominal Rp 1.300; Rp 3.250; Rp 6.500; dan Rp 13.000;) 3 tahun (nilai 
nominal Rp 4.500; Rp 11.250; 22.500; dan Rp 45.000;); 5 tahun (nilai nominal Rp 
8.800; Rp 22.000; Rp 44.000; dan Rp 88.000). (Patmnono SK, 1998: 94-95) 
Jumlah nominal yang harus dibayar penabung disesuaikan dengan ketetapan 
jangka waktu yang disetujui, dan satu bulan setelah penabung menyelesaikan 
angsuran terakhir menurut jangka waktu tabungan yang telah ditetapkan, 
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penabung akan menerima jumlah penuh dari tabungan. Apabila penabung 
meninggal dunia sebelum masa tabungannya berakhir, maka bank berkewajiban 
untuk membayar kembali tabungan sebesar jumlah angsuran yang dibayarkan 
penabung, dan selisih antara jumlah angsuran dengan tabungan yang dibayar 
penuh dibayarkan oleh maskapai asuransi. Apabila penabung meninggal dunia 
dan angsuran bulanan yang sedang berjalan belum dibayar, maka jumlah yang 
dibayarkan kepada penabung adalah sebesar jumlah nominal yang tercantum 
dalam Taska yang bersangkutan dikurangi jumlah angsuran untuk bulan yang 
sedang berjalan yang belum dipenuhi. Bagi penabung yang dalam waktu 2 (dua) 
bulan berturut-turut tidak membayar jumlah angsuran tanpa ada pemberitahuan, 
penabung akan kehilangan haknya. Untuk itu bank berkewajiban membayar 
kembali tabungan sebesar jumlah yang telah ditabung dengan bunga 12% per 
tahun. Namun dengan pemberitahuan dan persetujuan bank, penabung dapat 
menangguhkan pembayaran angsuran berikutnya tidak lebih dari 12 bulan. 
(Patmnono SK, 1998: 95) 
c. Tabungan dengan Materai Tabungan. 
Selain Tabanas dan Taska, Bank Indonesia dalam rangka mengurangi 
jumlah uang beredar sekaligus menghimpun dana bagi pembangunan dilancarkan 
juga jenis tabungan dengan Materai Tabungan. Tujuannya adalah membangkitkan 
dan memupuk kesadaran masyarakat agraris, terutama murid-murid sekolah, akan 
manfaat menabung. Bagi murid-murid sekolah jenis tabungan untuk mendidik 
murid sekolah hidup hemat, cermat, dan tertib dalam menggunakan uang, 
mengenal tata usaha secara sederhana, dan mengumpulkan uang dana tabungan 
dengan cara sederhana. Bank Tabungan Negara menyediakan materai tabungan 
dengan harga Rp 1; Rp 2; Rp 5; dan Rp 10;. Materai itu tidak boleh dipergunakan 
sebagai alat tukar dan agar bermakna sebagai tabungan, materai tabungan tersebut 
harus ditempel pada buku tabungan. Dengan demkian banyaknya jumlah tabungan 
seorang siswa tergantung seberapa banyak ia menempelkan materai tabungan 
yang ia dapatkan dari membeli, pada buku tabungan. (Patmnono SK, 1998: 96) 
Kampanye gerakan menabung dimulai pada 31 Juli 1971 dan kampanye 
dilakukan secara serentak mulai 15 Juli 1971. Kampanye untuk wilayah Jakarta 
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dilakukan dengan cara: (1) wawancara di televisi, dengan peserta wawancara 
Gubernur Bank Indonesia, Ketua Bappenas, dan Gubernur DKI Jaya dengan 
moderator Direktur Televisi Drs. Soemadi; (2) konferensi pers yang diikuti oleh 
Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, direktur 
utama bank-bank pemerintah dan perusahaan-perusahaan asuransi, direktur utama 
bank swasta yang ikut serta dalam program tersebut, Perbanas, dengan 
mengundang wartawan ekonomi dan para redaktur majalah anak-anak; (3) 
rekaman pidato populer dari gubernur/kepala daerah tentang gerakan menabung 
yang disiarkan radio swasta niaga maupun siaran-siaran lokal RRI. (Patmnono 
SK, 1998: 97) 
Selain itu, kampanye di Jakarta juga dipasang spanduk, poster, pamflet, 
leaflet brosur, dan iklan di surat kabar, di TV, bioskop, dan penerangan secara 
umum melalui kesenian tradisional seperti lenong, reog, pelawak-pelawak, 
maupun film iklan. Untuk daerah-daerah cabang dari Bank Indonesia, kampanye 
dilakukan dengan berbagai sarana komunikasi seperti radio swasta niaga, radio 
pemerintah daerah, pidato populer gubernur atau walikota/bupati, panglima-
panglima daerah dan sebagainya; wawancara media massa yang diikuti muspida, 
pimpinan Bank Indonesia, pimpinan bank-bank, dan pimpinan asurasi setempat, 
pemasangan spanduk dan poster, penggunaan media komunikasi dan tontonan 
daerah, dan sebagainya. Kampanye juga dilakukan dengan mengadakan 
sayembara mengarang cerita sandiwara, skenario film, bacaan anak-anak, seta 
lagu. Tema dari karangan tersebut adalah menabung. Untuk menarik perhatian 
masyarakat, iklan gerakan menabung itu memakai model bintang film yang 
sedang naik daun dan terkenal sebagai idola masyarakat, antara lain artis 
Widyawati. (Patmnono SK, 1998: 99) 
Dapat disimpulkan bahwa Tabanas, Taska dan Tabungan dengan Materai 
Tabungan pada akhirnya adalah membantu mempercepat proses pembangunan. 
Melihat negara yang sedang berkembang memerlukan modal dalam proses 
pembangunan ekonomi dan modal tersebut antara lain berasal dari masyarakat. 
Oleh karena pemerintah harus mempertinggi pengumpulan modal dari masyarakat 
yaitu mendorong masyarakat untuk melakukan tabungan atau deposito di dalam 
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sistem perbankan, selanjutnya mengalirkan dana tersebut kepada para pengusaha. 
Dana dari masyarakat tersebut memungkinkan pengusaha mengembangkan 
kegiatan perdagangan dan industri-insutri. Selain itu pengerahan dana dari 
masyarakat harus diarahkan penggunaannya ke dalam kegiatan-kegiatan 
produktif.  
 
4 Kredit Bank Sentral Untuk Pengadaan Pangan 
 
Sejak awal Orde Baru menyadari pentingnya persediaan beras bagi 
terciptanya stabilitas ekonomi. Untuk memperbaiki pelaksanaan Program Bimas 
yang berkaitan dengan pembiayaan sarana produksi dibentuk Kolognas untuk 
menangani masalah logistik distribusi barang-barang kebutuhan pokok, diberi 
tugas tambahan untuk menyalurkan dana kepada pengikut Bimas melalui para 
Gubernur dan Bupati di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.  
Program Bimas tidaklah selalu berjalan lancar, khususnya di awal Orde 
Baru, areal intensifikasi terus meningkat dengan pesatnya tanpa diimbagi oleh 
penyediaan kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, peptisida, spayer dan 
sebagainya. Keadaan ini memberi pengaruh penggunaan dana pemerintah yang 
terus meningkat Hasil yang dicapai pada tahun 1966 memang mengalami 
peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 640.000 
ton. Dengan terbatasnya devisa, pada tahun itu hanya dapat diimpor 240.000 ton 
karena jatah yang diberikan kepada pegawai sipil dan militer dinaikkan demi 
terciptanya stabilitas politik, maka beras yang diinjeksikan ke pasar hanya 
mencapai 70.000 ton sehingga harga beras pun mengalami kenaikan 300%. (Anne 
Booth & Peter McCawley, 1981: 36). Guna mengatasi hal tersebut, ditempuh 
dengan mengikuti sertakan perusahaan swasta asing maupun domestik dalam 
proyek Bimas.  
Dengan semakin mantapnya Orde Baru Kolognas dibubarkan di tahun 1967 
diganti dengan Bulog, sebuah lembaga yang mengelola persediaan pangan dan 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dibarengi dengan perubahan sistem 
kelembagaan dari produksi sampai pemasaran telah dipadukan. KUD sebagai 
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lembaga perekonomian desa sebagai wadah pemasaran di tingkat desa, Bulog 
sendiri sebagai penjamin pasar untuk mempertahankan tingkat stabilitas harga, 
baik antar tempat dan waktu, BRI Unit Desa sebagai lembaga keuangan di tingkat 
pertanian desa sebagai penjamin keuangan, Penyuluh Pertanian sebagai 
pembimbing usaha tani dapat berjalan bersamaan dalam mengarahkan petani 
untuk meningkatkan produksinya. (Radius Prawiro, 1996: 181)  
Memasuki tahun 1967 disertai perubahan sistem perlembangan, tanda-tanda 
menggembirakan dengan adanya panen padi musim hujan yang baik dan 
pembelian beras dalam negeri yang cukup besar. Namun pertanda itu hanyalah 
pertanda semu saja. Awal September menunjukkan penurunan tajam produksi 
beras sebagai akibat dari musim kering panjang yang melanda Asia Tenggara. 
Harga beras di Jakarta menunjukkan kenaikan luar biasa dan aksi demostasisi di 
depan Departemen Perdagangan nampaknya mengancam stabilitas politik. Impor 
beras pun sangat sulit didapat dengan menurunnya persediaan beras dunia. 
Keadaan ini tertolong dengan datangnya 100.000 ton beras PL-480 dari AS serta 
tepung terigu dan bulgur. Impor beraspun hanya mencapai 350.000 dan harus 
diinjeksikan ke pasar bebas setelah kebutuhan pegawai sipil dan militer terpenuhi 
dulu sehingga kenaikan harga beras tidak dapat dihentikan sebagai akibatnya 
menambah laju inflasi hingga melebih 65 %. (Anne Booth & Peter McCawley, 
1981: 39). 
Selain akibat kondisi alam tersebut, Program Bimas juga terkendala masalah 
pendanaan dan faktor ekonomi yang masih sulit saat itu. Dimana dukungan 
infrastruktur untuk terlaksananya Program Bimas belum dapat dikerjakan secara 
penuh karena masih terbatasnya dana pemerintah. Pembangunan waduk-waduk 
belum dapat berjalan secara penuh karena masih sangat terbatas, sehingga 
keberhasilan usaha tani masih sangat tergantung pada kondisi alam.  
Melihat krisis beras 1967, program penyediaan beras memang peranan 
utama dalam kebijakan stabilitas keseluruhan. Beras mempunyai bobot 31% 
dalam Indeks Biaya Hidup untuk 62 macam barang di Jakarta dan beras juga 
merupakan komponen upah yang penting sehingga memegang ekonomi yang 
menentukan (Anne Booth & Peter McCawley, 1981: 38). 
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Melihat masalah yang telah dihadapi dalam Program Bimas pada tahun 
sebelumnya yang masih terbentur kesulitan di bidang kredit dan distribusi pupuk. 
Pemerintah melaksanakan Program Bimas Nasional yang Disempurnakan atau 
yang lebih terkenal dengan sebutan Bimas Gotong Royong. Bimas Gotong 
Royong adalah usaha menuju suatu program penyuluhan besar-besaran disetai 
penyediaan pupuk dan kredit. Awal dari program Bimas Gotong Royong yaitu 
pada tahun 1968 diselenggarakan pertemuan di Guest House Istana Negara, 
Radius memaparkan hasil percobaan yang diadakan di Yogyakarta bahwa kunci 
dari keberhasilan Bimas adalah bibit unggul, sarana produksi, serta penetapan 
harga gabah atau floor price. Awal pelaksanaan pemberian kredit kepada para 
petani sebuah Pilot Proyek Unit Desa BRI dilaksanakan di Yogyakarta pada 
musim tanam 1969. Untuk itu, 18 buah BRI Unit Desa didirikan di empat 
kabupaten, setiap BRI Unit Desa meliputi areal kurang lebih 1.000 ha, mencakup 
6-7 desa. Untuk melayani para petani, setiap Unit Desa dilatih dan diangkat tiga 
petugas, yaitu mantri Bimas, pemegang buku, dan kasir. Petani dilayani secara 
individual dengan waktu yang sangat cepat dan prosedur yang sederhana. Dimana 
setiap Unit Desa dapat merampungkan pelayanan kurang lebih 600 ha setiap 
musim (Patmono SK, 1998: 120).  
Untuk mengatasi harga dan stock beras lahirlah konsep “Rumus Tani” yang 
memperhatikan antara harga sarana produksi dan harga hasil produksi. Rumus 
Tani mengoperasikan pengertian harga dasar yang disarankan oleh Saleh Afiff 
dan Mears. Pemerintah untuk menciptakan stabilitas harga pangan beras, yakni 
dikeluarkannya Keppres No. 272/1967 tanggal 30 Desember 1969, dalam pasal 8 
ayat (1) dan (2) secara jelas menyatakan, Ayat 1 : Guna menjaga stabilisasi harga 
beras dipasaran maka diadakan penjualan beras secara injeksi di daerah-daerah 
yanga dipandang perlu, Ayat 2 : Dari penyediaan jatah beras guna injeksi pada 
tingkat nasional disisihkan sejumlah persediaan cadangan guna menghadapi 
bencana alam. Kebijakan ini kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 
11/1969 tanggal 1 April 1969 tentang perubahan kedudukan, peran dan fungsi 
Bulog, pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Mempertahankan harga minimum 
beras, sesuai dengan kebijakan pemerintah atas prinsip Rumus Tani yang 
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disesuaikan dengan perkembangan keadaan” (Mohamad Sidik Moeljono, 1981 : 
23)  
Program Bimas Gotong Royong kemudian diperluas ke Jawa Tengah, Jawa 
Barat, Jawa Timur yang mengikutsertakan satu juga petani dengan luas areal 
300.000 hektar. Pemberian kredit dan pelaksanaan distribusi pupuk dan peptisida 
kepada para petani dilaksankan atas dasar kontrak dengan penjual pupuk dan 
peptisida dari luar negeri melalui kepala desa. Dana, bibit, dan nasehat kepada 
para penyuluh juga disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Bulog 
membayar perusahaan-perusahaan asing atas pelaksanaan program tersebut dan 
nantinya Bulog menerima pembayaran dalam bentuk gabah yaitu 1/6 dari hasil 
yang diperoleh petani.(Keterangan Pemerintah Mengenai Keadaan Ekonomi 
Dimuka Sidang MPR-GR). 
Hasil dari Program Bimas Gotong Royong jauh dari harapan. Kendala 
utama dari Program Bimas Gotong Royong adalah ketidaklancaran mekanisme 
pembayaran kembali para petani dalam bentuk gabah dan penyediaan kredit bank 
dalam jumlah yang besar harus disediakan Bulog untuk membayar kontraktor 
asing. Konsekuensi yang lain pembayaran kembali secara in natura tersebut 
ternyata jauh dari tingkat yang diharapkan karena para petani menemukakan cara 
menekan pembayaran hutangnya serendah mungkin, akibat selanjutnya tingkat 
impor beras oleh pemerintah masih tetap tinggi. Devisa yang langka harus 
disisihkan untuk pembayaran impor beras dan pembayaran kepada kontraktor 
asing untuk program Bimas Gotong Royong. Selain itu, pihak kontraktor asing 
cenderung membagikan insektisida yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan 
setempat dan dalam beberapa kasus malah mematikan ikan di kolam dan sungai. 
Petani pun juga mengeluh tentang adanya paksaan dalam pelaksanaan program 
Bimas Gotong Royong, maka tidak jarang para petani menjual pupuk yang 
terimanya di pasar bebas dan bukan menggunakan untuk keperluan tananaman 
padi sendiri. Walaupun begitu program Bimas Gotong Royong dinilai berhasil 
dalam memperkenalkan penggunaan bibit unggul dan penggunaan pupuk (Anne 
Booth & Peter McCawley, 1981: 40-41). 
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Kebijakan pangan selama permulaan Orde Baru yang lebih menekankan 
pengendalian inflasi guna menghindari kemerosotan ekonomi. Program Bimas 
Gotong Royong cukup efektif dalam menyebarkan teknologi baru yang dilandasi 
penggunaan bibit unggul dan penggunaan pupuk. Hasil yang dicapai antara 1965 
dan 1969 produksi beras menunjukkan kenaikan pesat, sekitar 4,5% setahun.  
Menurut H.W.Arndt (1983: 19) mengemukakan bahwa kebijakan pangan 
Orde Baru memiliki kelemahan antara lain (1) Dengan dalih kestabilan harga, tapi 
pada dasarnya demi kepentingan konsumen kota. Kebijakan pemerintah secara 
sistematis telah menekan harga beras dan merangsang petani untuk memproduksi 
lebih banyak lagi. Kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga beras 
memang merupakan kunci untuk mengendalikan inflasi pada tahun 1966-1968 
yang tercermin dalam indek biaya hidup. Walaupun kebijakan tersebut 
mengorbankan pedesaan bahkan perkotaan sendiri. Hal dapat dilihat apabila 
terjadi kenaikan harga beras, maka mereka yang tidak menghasilkan cukup beras 
untuk kebutuhan sendiri akan menderita. Krisis beras tahun 1967 dan 1972 
merupakan kegagalan pemerintah dalam menstabilkan harga beras. Kedua krisis 
beras tersebut terjadi karena kurangnya bahan makanan dunia dan harga tinggi di 
pasar dunia. (2) Program Bimas (bibit unggul, penyediaan pupuk, kredit pedesaan, 
dan perluasan dan irigasi) terutama menguntungkan petani besar dan kaya serta 
tidak mengikutsertakan petani kecil dan buruh tani yang tidak mempunyai tanah 
sendiri. (3) Usaha yang dipusatkan pada beras dan Bimas telah mengabaikan 
produksi bahan makanan lainnya, sehingga total produksi bahan makanan tidak 
dapat mengikuti gerak pertambahan penduduk. Produksi jagung mengalami 
stagnasi, produksi ubi kayu dan kedelai, kacang tanah mengalami penurunan  
 
5 Kebijakan Anggaran Berimbang 
 
Pada masa lalu sektor resmilah yang menyebabkan semakin mengganasnya 
inflasi karena sektor secara langsung menambah jumlah uang yang beredar. Oleh 
karena sebagai langkah awal dalam menangulangi inflasi yaitu dengan 
memberhentikan dan penundaan secara total “proyek-proyek khusus Soekarno” 
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yang menambah jumlah uang yang beredar yang nantinya akan menambah efek 
inflasi. Proyek Mendataris seperti Ganefo dihentikan, pembangunan Istora Bung 
Karno dan Program Trikora ditunda untuk sementara waktu, konfrontasi dengan 
Malaysia diakhiri. (Arndt, 1971: 88) Supaya pemerintah tidak menghambur-
hamburkan uang dan melebihi dari keuangan negara, maka dibuatlah anggaran 
belanja seimbang (balanced budget yaitu besarnya belanja harus berimbang 
dengan besarnya penerimaan).). Pada 30 September 1967, Jenderal Soeharto 
sebagai Pejabat Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 1968). Setelah dibahas dan 
disetujui DPRGR berlakulah Undang-undang No. 13 Tahun 1967 tanggal 30 
Desember 1967 tentang APBN. Berbeda dengan kebiasaan tahun-tahun 
sebelumnya, Undang-undang tentang APBN tahun tersebut dan untuk tahun-tahun 
selanjutnya telah dan akan terlebih dahulu disahkan sebelum tahun anggaran 
dimulai. Prosedur ini sangat penting untuk mencegah dilakukannya terlebih 
dahulu berbagai pembelanjaan dan kemudian baru disahkan oleh DPR. Dalam 
APBN tersebut diambil kebijakan untuk belanja rutin, kegiatan pemerintah akan 
dibiayai oleh penerimaan dalam negeri, sedangkan untuk anggaran pembangunan 
akan dicarikan pembiayaan dari bantuan luar negeri. Hal tersebut dimaksudkan 
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di sektor resmi dengan 
memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai penyeimbangnya (Tim Penulis LP3ES, 
1995: 163) Berikut ini adalah tabel ringkasan skematis anggaran Indonesia 
Tabel 13 : Ringkasan skematis anggaran Indonesia 
A. Pendapatan  A. Pengeluaran  
1. Penghasilan minyak dan usaha pemerintah  1. Personali, material, subsidi, dsb 
2. Pajak-pajak  - 2. Pembayaran utang  
B. Pendapatan untuk  - B. Pengeluaran untuk pembangunan 
1. Bantuan program  - 1. Departemen dan lembaga, inpres 
2. Bantuan proyek  - 2. Cadangan anggaran pembanguan 
 - 3. Bantuan proyek 
Sumber: Radius Prawiro (1998: 39)  
 
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan luar negeri 
ditambahkan dalam pendapatan pemerintah bersama dengan minyak, pajak, dan 
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penerimaan dari usaha pemerintah. Pengendalian utang dimasukkan juga dalam 
pengeluaran rutin bersama dengan biaya personalia, dan biaya-biaya lainnya 
untuk menjalankan pemerintahan. Bila diterima bantuan luar negeri untuk proyek-
proyek pembangunan, akan dimaksudkan ke dalam pendapatan untuk 
pembangunan. Ini berarti bahwa konsep Indonesia tentang Anggaran Berimbang 
tidak seluruhnya standar karena pemerintah menganggap bantuan luar negeri 
sebagai pendapatan, walaupun umumnya bantuan luar negeri termasuk utang baru. 
Konsep tersebut mempunyai fungsi yaitu bahwa pemerintah tidak pernah 
menganggarkan melampui apa yang diharapkan dari perolehan pajak-pajak, 
pendapatan minyak, usaha-usaha pemerintah dan bantuan luar negeri.  
Dalam pelaksanaannya ternyata untuk menciptakan anggaran berimbang 
tersebut pemerintah mengalami dilema disatu sisi keadaan Indonesia masih dalam 
kemelaratan dan kurang menghasilkan pendapatan, disisi lain pemerintah 
memerlukan pendapatan untuk mempertahankan keseimbangan anggaran negara. 
Walaupun begitu, tidak ada pilihan lain selain tetap menarik pajak dari 
masyarakat. Pemerintah membagi pajak menjadi dua kategori yaitu pajak 
langsung, seperti bea atas barang-barang yang diperdagangkan, retribusi dan pajak 
tak langsung, seperti pajak perusahaan dan perusahaan. Tindakan yang dilakukan 
pemerintah tersebut menghasilkan pajak tidak langsung sebesar 49,6% dari 
pendapatan 1967. Selain itu minyak menyumbangkan 8,7% dari pendapatan 1967. 
Perdagangan luar negeri belum memainkan peranan dalam pendapatan. (Radius 
Prawiro, 1998: 41-43) 
Dilema lainnya dalam mengimbangi balanced budget adalah penentuan 
prioritas dan mengatur pengeluaran pemerintah, agar dapat bekerja dalam batas-
batas anggaran. Ternyata mengalami kesulitan dalam mengurangi pengeluaran-
pnegeluaran pemerintah, pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan berusaha 
tetap mempertahankan keuntungan-keuntungannya. Walaupun bergitu pemerintah 
tetap melakukan pemotongan-pemotongan untuk mengimbangi anggaran. 
Pemotongan-pemotongan tersebut dibagi dalam enam katagori: 
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1. Pengurangan dalam biaya personalia, di kantor-kantor sipil maupun 
militer 
2. Penghentian pembelian tanah, bangunan, dan hal-hal lain berkaitan 
untuk kantor-kantor sipil maupun militer 
3. Penghentian subsisi kepada daerah-daerah. 
4. Penghentian subsisi kepada usaha-usaha milik negara 
5. Penghentian atau penundaan proyek-proyek baru berjalan dan yang tidak 
memberikan imbal hasil keuangan secara cepat bagi negara. 
6. Pelarangan proyek-proyek baru yang memberatkan cadangan rupiah 
atau cadangan devisa negara. 
 
Pemerintahan Orde Baru segera mengadakan pemotongan-pemotongan yang 
cukup besar terhadap subsidi-subsidi untuk usaha-usaha milik negara dan militer. 
Pada awal 1966-an pemerintah mengurangi subsidi terhadap BBM. Tujuannya 
adalah mempertahankan beberapa subsidi atas produk-produk esensial, seperti 
beras, minyak tanah. Meninjak April 1968, subsidi untuk bensin dihentikan, 
akibatnya kenaikan harga sebesar 400% dari Rp 4 menjadi Rp 16 per liter. Namun 
kenaikan tersebut tidak berdampak inflasi secara keseluruhan secara besar. 
Walaupun terjadi aksi protes terhadap tindakan pemotongan-pemotongan subsidi 
tersebut, pemerintah tetap teguh dalam posisinya. (Arndt, 1971: 89)  
Walaupun terjadi dilema dalam mewujudkan balanced budjet, APBN tahun 
1967 merupakan anggaran belanja seimbang (balanced budget). (Laporan BNI 
Unit I, 1966-1967: 17) Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Negara 1967 
hanya dimaksudkan mencapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah, yang masih menggunakan kredit-kredit luar negari dalam pembiayaan 
anggaran rutinnya. Barulah pada APBN tahun 1968 pembiayaan anggaran rutin 
dan anggaran pembangunan mulai terpisah. Anggaran rutin dibiayai dari 
penerimaan-penerimaan dalam negeri dan penerimaan kredit-kredit luar negeri 
digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan. (Laporan BNI Unit I, 
1968: 15) 
Untuk mengurangi laju inflasi dari sektor pemerintah dengan menciptakan 
anggaran belanja berimbang, dimana penerimaan dan pengeluaran dibuat 
seimbang. Selanjutnya kegiatan rutin pemerintah dibiayai dari penerimaan dalam 
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negeri dan anggaran pembangunan untuk sementara waktu dibiayai dari 
penerimaan luar negeri.  
 
6 Utang Luar Negeri 
 
Sebenarnya, tanpa bantuan luar negeri, yang merupakan komponen 
penerimaan bantuan luar negeri atau penerimaan pembangunan, seluruh anggaran 
itu mengalami defisit. Tetapi defisit itu tidak akan dibiayai dengan pencetakan 
uang, karena hal itu akan menimbulkan inflasi, seperti telah terjadi sebelumnya. 
Dengan kredit luar negeri, untuk membiayai program pembangunan, secara 
teoritis inflasi yang bersumber dari defisit anggaran akan bisa dicegah. Selain itu, 
anggaran yang terarah kepada rehabilitasi prasarana dan produksi masyarakat 
akan mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga efek dari inflasi 
dari pengeluaran pemerintah akan diimbangi dengan meningkatnya arus barang. 
(Tim Penulis LP3ES, 1995: 163) 
Guna melaksanakan konsep APBN berimbang itu, pemerintah yang 
didukung para ahli ekonomi, berusaha mendapatkan bantuan luar negeri. Tetapi 
pada waktu itu pemerintah Orde Baru masih mewarisi hutang luar negeri sekitar 
U$ 2,7 milyar. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan adalah memperoleh 
persetujuan penundaan dan pengaturan kembali jadwal pembayaran hutang (debt 
rescheduling) terhadap hutang lama. (Tim Penulis LP3ES, 1995: 163)  
Kesepakatan untuk menarik dukungan kreditor dari negara-negara Barat dan 
Jepang didasarkan pada pemerintahan Orde Baru telah menghancurkan partai 
komunis terbesar di luar Rusia dan Cina tanpa meminta bantuan dari negara 
antikomunis lainnya. Pemerintahan Orde Baru juga memahami bahwa posisi 
terpenting untuk menarik para kreditor adalah Amerika Serikat. Hal ini 
berhubungan dengan posisi kepemimpinannya di kalangan negara-negara kapitalis 
dan badan-badan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Pada tanggal 4 April 
1966, seminggu setelah pelantikannya sebagai menteri luar negeri, Adam Malik, 
mengumumkan bahwa Indonesia akan meninjau kebijakan luar negerinya dengan 
penekanan: (1) perluasan kerja sama internasional dengan sebanyak mungkin 
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bangsa dan kegiatan politik, ekonomi dan sosial dan kebudayaan; (2) 
keikutsertaan dalam organisasi-organisasi internasional, seperti PBB dan badan-
badan lainnya; (3) pemecahan Malaysia secara damai. Pada hari yang sama, Wakil 
Perdana Menteri Urusan ekonomi, Sultan Hamengkubuwono IX, juga 
mengumumkan bahwa Indonesia akan mengusahakan penundaan dan 
penjadwalan kembali pembayaran hutang-hutang dan mencari bantuan luar negeri 
yang baru tanpa ikatan-ikatan politik. (Mohtar Mas’oed, 1989: 74) 
Indonesia menyadari bahwa Amerika Serikat merupakan kunci utama untuk 
mendapatkan bantuan luar negeri dari negara-negara Barat lainnya. Pemerintahan 
Orde Baru segera melakukan langkah-langkah diplomatik untuk meningkatkan 
posisi Indonesia dalam daftar prioritas bantuan Amerika Serikat. Namun, sikap 
Amerika awal Orde Baru ditunjukkan oleh duta besarnya di Jakarta, Marshall 
Green bahwa Amerika tidak tergesa-gesa merangkul para pemimpin Orde Baru 
dan membanjiri Indonesia dengan bantuan asing. Sikap Marshall Green juga 
didukung Menteri Luar Negeri Rusk dan pejabat lain di Departemen Luar Negeri 
dan anggota-anggota kongres yang menangani urusan-urusan luar negeri. 
Perubahan sikap Amerika lebih serius untuk melanjutkan bantuan bilateral kepada 
Indonesia setelah melihat penyelesaian konflik secara damai Indonesia dengan 
Malaysia dan perubahan umum haluan politik luar negeri serta merosotnya 
kekuasaan Soekarno. (Mohtar Mas’oed, 1989: 80)  
Selain melakukan diplomasi ke Amerika Serikat, Pemerintahan Orde Baru 
juga melakukan misi mencari bantuan luar negeri yang dipimpin oleh Sri Sultan 
HB IX sebagai Menko Ekuin. Rombongan misi tersebut berangkat pada 1 
September 1966, sehari setelah sidang stabilitasasi dan rehabilitasi Kabinet 
Ampera di Operation Room Hankam. Misi tersebut adalah memperkenalkan dan 
menjelaskan pada dunia pokok-pokok kebijakan pemerintahan Orde Baru. Ada 
dua tim yang berangkat bersamaan dengan waktu itu. Satu tim ke Jepang yang 
dilakukan oleh Sri Sultan, dan tim kedua terdiri dari Frans Seda sebagai Menteri 
Keuangan, Radius Prawiro sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Hans Pandelaki 
sebagai sekjen Departemen Keuangan. Kedua tim ini berangkat ke Jerman, 
Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. (Patmnono SK, 1998: 76) 
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Sesuai pendekatan low profille yang ditujukan Amerika Serikat, sebuah 
konsorsium tujuh negara kreditor Indonesia (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, 
Jerman Barat, Italia, Belanda dan Jepang) dan negara nonkreditor seperi Australia, 
Kanada, Selandia Baru dan Swiss, juga dihadiri IMF dan Bank Dunia 
mengadakan pertemuan resmi di Tokyo pada 19-20 September 1966, untuk 
membicarakan masalah Indonesia. (Mohtar Mas’oed, 1989: 82) Pertemuan 
tersebut merupakan usaha Indonesia untuk memulihkan hubungan dengan dunia 
internasional dan juga pertemuan pertama antara pemerintah dengan negara-
negara kreditor non-komunis untuk penundaan pembayaran pinjaman dan mencari 
bantuan baru dari luar negeri.  
Dalam pertemuan tersebut menghasilkan Tokyo Statement yang tujuan-
tujuan utama antara lain: 
1) Menciptakan kesempatan yang luas dan merata pada semua upaya 
kreatif, negara dan swasta, domestik dan juga luar negeri, dengan 
menitikberatkan peranan utama pada kekuatan pasar; 
2) Mencapai anggaran belanja negara yang berimbang, memberlakukan 
kebijakan kredit yang ketat melalui investasi sistem perbankan; 
3) Pembuatan rancangan undang-undang investasi untuk menarik modal 
asing; 
4) Menghapuskan distorsi agar perusahaan-perusahaan negara menjadi 
lebih efisien; 
5) Pembatasan komitmen kredit asing 
6) Memperkuat posisi Bank Indonesia agar menangani tidak hanya 
mengawasi kredit dan bank, tetapi juga mengelola cadangan dan 
pembayaran internasional.  
(Zaim Zaidi, 1998: 66) 
 
Meskipun demikian, dalam Konferensi Tokyo tersebut, tidak ada 
komitmen untuk pemberian kredit baru yang muncul, kecuali hanya sebuah 
komitmen bahwa pada prinsipnya negara-negara pemberi pinjaman menyetujui 
moratorium dan penjadwalan ulang yang diajukan Indonesia. (Zaim Zaidi, 1998: 
71) Pada Desember 1966 diadakan Paris Meeting dicapai persetujuan penundaan 
hutang-hutang Indonesia dengan syarat-syarat yang lunak. (Berita Yudha, 30 
Desember 1966)  
Melalui proses beberapa kali pertemuan akhirnya dicapai persetujuan 
mengenai cara-cara pembayaran kembali hutang lama Indonesia berdasarkan 
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rumus Dr. Herman T. Abs Ketua Dewan Deutsche Bank, yang ditunjuk untuk 
mempelajari dan menyusun laporan mengenai situasi hutang dan kemampuan 
Indonesia untuk pembayarannya, yang intinya adalah bahwa pembayaran hutang 
pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970 hingga tahun 1999. 
Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan yang sama 
besarnya. Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga. Pembayaran bunga 
pinjaman dilakukan dalam 15 kali angsuran mulai tahun 1985. Dengan formula ini 
ditempuh penjadwalan sekali untukk sampai selesai. Mengingat hutang Indonesia 
berasal dari beberapa negara kreditor maka dibuat prinsip bahwa pembayaran 
hutang dilaksanakan atas prinsip non-diskriminatif, baik terhadap negaa kreditor 
maupun terhadap sifat atau tujuannya. (Risalah tentang Laporan Dr. Herman J. 
Abs. Mengenai The Problems of Indonesia ‘s External Debt and Reflexions on its 
Solution).  
Sebagai tindak lanjut pertemuan Tokyo bulan September 1966, 
diselenggarakan pula pertemuan Amsterdam pada 23-24 Februari 1967. 
Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa negara industri maju yang akan membahas 
kebutuhan kredit Indonesia untuk mendapatkan bantuan berupa kredit dengan 
syarat-syarat lunak sebagai pelengkap APBN. Dari pertemuan itu lahir Inter-
Goverment Group on Indonesia (IGGI), yang merupakan klub negara-negara 
donor bagi Indonesia. Dari pertemuan tersebut menyetujui bantuan kredit sebesar 
US $ 200 juta untuk tahun 1967 guna membantu proses stabilisasi dan rehabilitasi 
yang sedang berlangsung. (Berita Yudha, 24 November 1967)  
Negara-negara kreditor secara berangsur-angsur memberikan bantuannya 
kepada Indonesia. Jepang memberikan bantuan ekonomi tahun 1969 sejumlah U$ 
80 juta yang terdiri atas U$ 65 juta dalam bentuk barang-barang, U$ 10 juta dalam 
bentuk bantuan pembangunan dan U$ 5 juta dalam bentuk batuan bahan makanan. 
Selain itu, Jepang juga akan memberikan tambahan bantuan pembangunan 
sejumlah U$ 30 juta, atas U$ 10 dolar juta diberikan tahun 1968. Belanda 
memberikan bantuan sejumlah 144 juta gulden yang terdiri atas 24 juta gulden 
untuk rehabilitasi industri tekstil, pelayaran, telepon dan sebagainya, 20 juta 
gulden untuk bantuan teknis dan sisanya 70 juta gulden untuk sistem bonus ekspor 
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Indonesia. Amerika Serikat menjanjikan bantuan U$ 110 juta yaitu pada tahun 
1968 sejumlah U$ 26 juta, sisanya akan menyusul, Jerman Barat sejumlah U$ 19 
juta, dan Australia sejumlahU$ 14 juta. (Kedaulatan Rakyat, 4 Djuli 1968).  
Dalam menerima bantuan luar negeri itu, pemerintah berpedang pada 
beberapa prinsip. Pertama, bantuan luar negeri diterima sepanjang ia tidak 
bersifat mengikat. Kedua, besarnya tidak melampaui batas kemampuan Indonesia 
membayar kembali hutang, berikut bunganya. Ketiga, secara keseluruhan, dana 
bantuan itu akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan. (Tim Penulis 
LP3ES, 1995: 164) Pemerintah menganggap, bahwa bantuan luar negeri dalam 
APBN pada hanya sebagai pelengkap, guna memperlancar proses pembangunan. 
Pada dasarnya pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan sendiri, 
dalam arti, sebagian besar kebutuhan pembangunan diusahakan untuk dibiayai 
oleh penerimaan dalam negeri.  
Sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan internasional terhadap 
eksistensi Indonesia di mata dunia dan memudahkan negoisasi utang-utang Orde 
Lama. Langkah yang harus diambil Indonesia yaitu dengan mendaftarkan kembali 
Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia. (Daniel Dhakidae & Frans M 
Parera, 1992: xvi) Tetapi untuk masuk kembali sebagai anggota IMF dan Bank 
Dunia, Indonesia mengalami berbagai kesulitan. IMF mensyaratkan terlebih 
dahulu Indonesia harus menyelesaikan utang-utang sekitar US $ 55.000. Sebagai 
kesanggupan Indonesia bersedia membayar saat itu juga sebesar US $ 30 dan 
sisanya akan diselesaikan dalam satu tahun. Selain itu pemerintah juga meminta 
agar IMF mengirimkan tim ke Indonesia. Tim tersebut bertemu dengan Menteri 
Keuangan RI yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Frans Seda. Ternyata tim 
tersebut tidak langsung bertanya, “Mana uangmu untuk membayarnya?” tetapi 
“What is your policy, exellency!”. (Patmnono SK, 1998: 75) 
Atas kedatangan IMF dibentuklah tim antar departemen yang terdiri dari 
Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan Bank Indonesia. Dalam 
pertemuan itu hadir para staf pribadi Presiden yang terdiri dari ahli-ahli ekonomi 
yaitu Prof. Widjojo, Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. M. 
Sadli, dan Prof. Dr. Subroto. (Patmnono SK, 1998: 76) Tugas Tim tersebut adalah 
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merumuskan dari sekian banyak alternatif suatu pola pokok kebijakan operasional 
yang pragmatis dan realistis berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 
baik dalam keputusan MPRS, hasil seminar AD, statemen-statemen pemerintah, 
dan yang dapat diterapkan dalam kondisi yang dihadapi. (Daniel Dhakidae & 
Frans M Parera, 1992: 131) 
Dengan kembalinya Indonesia anggota IMF pada tanggal 21 Februari 1967 
ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat di dalam “Membership 
Resolution No. 21-12” yang antara lain disebutkan bahwa:  
1. Quota Indonesia ditetapkan sebesar US. $. 207 djuta, dari djumlah mana 
untuk pembajaran iuran emasnja Indonesia akan membajar dalam emas 
sebesar 10% dari tjadangan emas dan devisanja, sedangkan sisanja 
merupakan bagian dalam rupiah akan dibajar dalam rupiah berdasarkan 
kurs jang telah ditetapkan. 
2. Indonesia harus membajar I.M.F dalam emas atau valuta konvertibel 
jang dapat diterima I.M.F semua charges jang belum dibajar dari tanggal 
17 Agustus 1965 sampai dengan saat dimana Indonesia mendjadi 
anggota kembali dari I.M.F. 
3. Selambat-lambatnja tanggal 17 Februari 1967 dan tanggal 17 Agustus 
1967 Indoensia harus mengadakan pembajaran kembali (“repurchase”) 
dalam emas atau valuta konvertibel jang dapat diterima oleh I.M.F 
masing-masing sedjumlah US. $. 6,34 djuta. 
4. Penjelesaian sisa hutang sedjumlah US. $. 50,76 djuta akan ditentukan 
oleh Board of Executive Directors I.M.F. sesudah tanggal 17 Agustus 
1967, namun dalam djangka waktu tidak lebih dari 12 bulan sedjak 
Indonesia mendjadi anggota kembali dari I.M.F. 
(Laporan BNI Unit I Tahun 1966-1967; 146) 
 
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan diatas Indonesia melakukan 
pembayaran kepada I.M.F yaitu pada Februari 1967 : US. $ 10,01 juta, yang 
masing-masing terdiri dari US. $ 6,34 juta untuk angsuran pertama, US. $ 1,77 
juta untuk iuran emas dan US. $ 1,9 juta untuk charges. Agustus 1967: US. $ 6,55 
juta yang masing-masing terdiri dari US. $ 6, 34 juta untuk angsuran kedua, dan 






7 Kebijakan Lalu lintas Devisa 
 
Program stabilitasi yang ditetapakan 3 Oktober 1966 mengambil langkah-
langkah awal dalam penyerhanaan nilai tukar ganda, walaupun tidak 
menghilangkan sama sekali. Pemerintahan akan secara berangsur-angsur akan 
mengembalikan ke arah nilai tukar tunggal. Sesuai Peraturan Pemerintah tanggal 
28 Juli 1967, multiple exchange rate sistemdisederhanakan dengan cara mematok 
nilai tukar Rupiah terhadap USD berdasarkan dua nilai tukar dasar, yaitu Sistem 
Bonus Ekspor dan Devisa Pelengkap (DP). Misalnya seorang pedagang 
mengekspor produk, hasil penjualannya akan menjadi dua bentuk yaitu BE dan 
DP. BE dibatasi untuk digunakan untuk impor atau pembelian barang-barang 
yang diprioritaskan. DP digunakan untuk apapun, termasuk wisata ke luar negeri 
atau pembelian barang-barang yang kurang esensial. Nilai tukar untuk BE jauh 
lebih rendah dari nilai tukar di pasar bebas, sementara nilai tukar DP lebih dekat 
dengan nilai tukar di pasar bebas. Dolar yang diterima pedagang sama untuk BE 
dan DP, tapi ia memperoleh lebih banyak rupiah pada nilai tukar DP dan ia 
mempunyai kebebasan penuh untuk membelanjakan dolar dari DP. (Radius 
Prawiro, 1998: 69-70) Dengan tingginya bea masuk bagi barang-barang lux luar 
negeri berbagai aksi penyelundupan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, di 
pelabuhan Sabang penyelundupan barang-barang lux yang berasal dari dari 
Singapura dan Malaysia dalam waktu 3 minggu telah merugikan negara sekitar 35 
juta. Aksi penyelundupan tersebut dilakukan oleh oknum sipil, militer dan bea 
cukai. (Kompas, 18 Djuni 1969).  
Sistem nilai tukar ganda ini kemudian dicabut pada tanggal 17 April 1971 
dan diganti dengan nilai tukar tunggal sebesar Rp.378,- per USD 1,- Nilai tukar 
dimaksud kemudian didevaluasi menjadi Rp.415,- per USD pada tanggal 23 
Agustus 1971. (Radius Prawiro, 1998: 71) 
 
8 Penanaman Modal Asing 
 
Pada tanggal 27 Januari 1967 pemerintah memberlakukan Undang-undang 
Penanaman Investasi Asing yang memberikan kesempatan pihak luar negeri untuk 
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menanamkan modalnya ke Indonesia. Langkah tersebut merupakan sikap 
Indonesia mengubah sosok dari anti-investasi menjadi lebih bersahabat bagi 
investasi asing. Sebagai langkah awal untuk memulihkan kepercayaan luar negeri, 
pemerintah memberikan prioritas kepada investasi asing yang mampu membantu 
peningkatan devisa negara, memberikan insentif pajak bagi investasi yang 
memenuhi persyaratan tertentu, serta memberikan penghargaan status pelopor 
bagi investasi di Indonesia antara tahun 1967-1968. Setelah diberlakukkannya 
undang-undang tersebut pemerintah segera mengembalikan unit-unit usaha 
kepada pemilik sebelumnya. (Radius Prawiro, 1998: 67) 
Walaupun pemerintah telah berusaha keras, investor asing masih takut 
untuk menanamkan modalnya dan mau meninggalkan Indonesia. Pada tahun 
1966, investasi asing bersih menurun sebanyak $16 juta. Pada tahun 1967, 
walaupun ada invesati baru, investasi asing bersih masih merosot $ 12 juta dan 
pada tahun 1968 merosot menjadi $ 3 juta. Namun demikian, adanya undang-
undang investasi asing yang baru membuat kepercayaan investor terhadap 
Indonesia berangsur-angsur pulih kembali. Hal ini terlihat menjelang tahun 
1969/1970 terjadi kenaikan bersih investasi asing bersih asing sebesar $ 39 juta 
dan jumlah investor mengalami kenaikan 163 dari pada tahun-tahun sebelumnya. 
(Radius Prawiro, 1998: 67)  
Pada April 1967, tiga bulan setelah pemberlakukan UUPMA, Freeport 
Sulphur Inc. menandatangani kontrok besar untuk mengeksplorasi tembaga di 
Irian Jaya. Masuknya Freeport Sulphur Inc. atas lobbying yang dilakukan oleh Ali 
Boediardjo, seorang kawan lama Sri Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1950-
an ketika Sultan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. (Yahya Muhaimin, 1980 : 
139)  
Untuk memperlancar arus keuangan menjelang tahun 1968, sejumlah bank 
asing telah siap menjalankan operasinya di Indonesia. Gelombang pertama dari 
bank-bank asing dari AS, Chase Manhattan Bank, Bank of American, American 
Express, dan First National City Bank of New York (Citibank); dari Eropa, The 
chartered Bank of London, Pierson and Heildring, Nederland Overzeese, 
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Algemeene Bank Nederland; dari Asia Honkong dan Shanghai Banking 
Corporation, Bank of Tokyo, dan Bangkok Bank. (Radius Prawiro, 1998: 68) 
 
D. Dampak Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan Soeharto Tahun 
1966-1972 
 
1. Bidang Ekonomi 
a. Kestabilan Harga  
Perkembangan harga sebelum tahun 1968 menunjukkan turun naik yang 
sangat besar. Keadaan ini mencerminkan stabilitas ekonomi yang belum mantap. 
Turun naiknya harga tersebut dapat dilihat pada perkembangan angka indeks 
biaya hidup di Jakarta yang meliputi 62 macam barang dan jasa, yang lazimnya 
dipergunakan untuk mengukur laju inflasi. Berikut ini adalah tabel prosentase 
kenaikan indeks biaya hidup tahun 1968-1972.  
Tabel 14 : Prosentase Kenaikan Indeks Biaya Hidup Tahun 1968 - 1972 
(September 1966 - 100) 








 Sumber : Anne Booth & Peter Mc Cawley (198: 142) 
 
Kenaikan indeks biaya hidup yang menyolok terjadi dalam tahun 1966. 
Kenaikan tersebut disebabkan karena naiknya indeks sektor makanan, perumahan, 
pakaian dan sektor lain-lain, masing-masing sebesar 495,7%; 846,2%; 890,0% 
dan 1.092,3%. (www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/) Dengan 
kebijakan ekonomi yang memberikan prioritas ke arah stabilitas moneter oleh 
Pemerintah Orde Baru, kenaikan indeks biaya hidup yang menyolok tersebut 
dalam tahun-tahun berikutnya sudah mulai dapat diperkecil dan dikuasai. Seperti 
yang terlihat dalam tabel 14. Keadaan tersebut mencerminkan berhasilnya 
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kebijakan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi  yang  dijalankan Pemerintah sejak 
Oktober 1966, yang kemudian diikuti dengan kebijaksanaan meningkatkan 
pembangunan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi sejak pelaksanaan 
Repelita I. 
KestabiIan harga juga dapat dilihat dari perkembangan indeks 9 macam 
bahan pokok. Berikut ini adalah perkembangan indeks 9 bahan pokok, Desember 
1966 - Desember 1972.  
Tabel 15 : Perkembangan Indeks 9 Macam Bahan Pokok 
Desember 1966 - Desember 1972 














Cuci Tekstil Batik 
 
Indeks  
 Total  
1966 Desember  123 160 171 202 168 100 140 83 84 122 
1967 Desember 459 337 279 237 497 268 212 136 91 372 
1968 Desember 570 680 531 647 677 311 391 353 183 515 
1969 Desember 609 681 553 650 993 346 421 348 194 549 
1970 Desember 577 699 638 962 993 750 481 360 197 562 
1971 M a r e t 624 823 678 992 993 742 550 352 197 601 
 J u n i 504 799 653 966 857 703 549 348 197 517 
 September 513 752 643 932 828 711 550 345 197 519 
 Desember 535 755 648 914 828 725 550 353 191 535 
1972 Januari 563 828 649 914 870 744 550 348 192 556 
 Pebruari 591 878 656 943 936 750 550 352 192 579 
 Maret 591 881 658 977 993 750 550 358 192 582 
 April 582 881 658 986 965 750 550 358 192 576 
 Mei 563 881 655 1055 964 738 550 358 192 564 
 Juni 529 911 649 1028 965 718 550 353 192 541 
 Juli 530 921 629 1007 965 718 550 351 193 540 
 Agustus 551 948 609 1029 965 726 550 386 198 560 
 September 578 949 601 1117 965 741 550 417 199 584 
 Oktober 622 948 601 1137 965 750 550 421 199 614 
 Nopember 868 948 601 1196 965 750 550 428 199 776 
 Desember 1132 947 604 1202 965 750 550 436 199 948 
www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/ 
 
Dalam tahun 1967 indeks 9 macam bahan pokok naik sebesar 204,9 %, 
kemudian dalam tahun-tahun berikutnya persentase kenaikan ini turun menjadi 
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39,3 %, tahun 1968, 6% tahun 1969 serta 2,4 % dan 4,8 % untuk tahun 1970 dan 
1971. Kenaikan indeks 9 bahan pokok yang agak besar terjadi pada tahun 1972 
yaitu sebesar 58,5 % terutama disebabkan karena adanya kenaikan harga beras 
dalam bulan-bulan Oktober, Nopember dan Desember, sedangkan indeks bahan-
bahan seperti gula pasir, garam, minyak tanah, sabun. cuci, tekstil dan batik 
adalah relatif stabil.  
 
b. Jumlah Uang Beredar  
Perkembangan jumlah uang beredar dari tahun 1966–1972 dapat dilihat 
pada tabel 16. Jumlah uang beredar pada akhir tahun 1966 baru sebesar Rp. 22,3 
milyar dan kemudian menjadi Rp. 470,8 milyar pada akhir tahun 1972. Hal ini 
berarti bahwa dalam jangka waktu 6 tahun jumlah uang beredar telah meningkat 
sekitar 23 kali lebih besar. Walaupun demikian kenaikan ini tidaklah 
menyebabkan naiknya laju inflasi. Ternyata laju inflasi dalam periode yang sama 
makin lama makin mengecil (Lihat tabel 17). 
Secara absolut kenaikan jumlah uang beredar dalam periode tersebut makin 
lama makin bertambah besar, yaitu dari Rp. 19,6 milyar dalam tahun 1966 
menjadi Rp. 158,0 milyar dalam tahun 1972. Akan tetapi persentase kenaikannya 
dari tahun ke tahun relatip berkurang. Persentase  kenaikan jumlah uang beredar  
dalam  tahun  1966  adalah  sebesar 763,5%, kemudian  menurun  menjadi  
130,9%; 121,2%;  57,9%; 34,0%; 30,0% dan 49,9%, masing-masing untuk tahun 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971 dan 1972. Berikut ini tabel jumlah uang beredar 
tahun 1966-1972. 
Tabel 16: Jumlah Uang Beredar Tahun 1966-1972 
(dalam milyar rupiah) 
Tahun Jumlah Uang Kartal Uang Giral  Mutasi Persantase 
1996 22,3 14,4 7,9 + 19,6 763,5 
1967 51,5 34,1 17,4 + 29,2 130,9 
1968 113,9 74,7 39,2 + 62,4 121,2 
1969 179,9 114,2 65,7 + 66,0 57,9 
1970 241,1 152,8 88,3 + 61,2 34,0 
1971 312,5 195,4 117,1 + 71,4 30,0 
1972 470,8 269,5 210,8 + 158,0 49,9 
   Sumber : Statiscal Poket Book Indonesia Tahun 1972/1973 (378)  
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Dalam tahun 1972 terjadi sedikit kegoncangan dibidang stabilitas harga, 
yaitu ketika harga beras naik sebagai akibat musim kemarau yang panjang dan 
kurangnya persediaan beras impor. Akibatnya, laju inflasi dalam tahun tersebut 
kembali naik lagi sehingga mancapai 25,7% setahun, namun masih pada tingkat 
yang masih aman. (Patmnono SK, 1998: 99) Menurut Anne Booth & Peter 
McCawley (1981: 155-157) Keberhasilan dalam menekan laju inflasi tersebut ada 
hubungannya antara jumlah uang yang beredar dengan dan tingkat harga. Hal ini 
dapat dijelaskan, pada masa sebelum tahun 1966 masyarakat mengharapkan 
inflasi yang makin parah, dan setiap orang berusaha menekan saldo uang riil yang 
dipegang serendah mungkin, berarti harga-harga didorong naik cepat dari pada 
laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, setelah tahun 1966 
masyarakat menunjukkan keinginan memegang saldo uang riil dalam jumlah 
besar sehingga pemerintah dapat meningkatkan jumlah uang tanpa diikuti 
kenaikan harga-harga. Kenaikan jumlah uang yang beredar yang dibarengi dengan 
kenaikan permintaan uang mengakibatkan kenaikan harga yang kecil dari pada 
kenaikan jumlah uang yang beredar. Pemerintah berhasil melakukan pergeseran 
tersebut tanpa menimbulkan inflasi, karena masyarakat memang menghendaki 
memegang saldo kas riil. Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah uang Yang 
beredar dan tingkat harga tahun 1966-1972 
Tabel 17: Jumlah Uang Yang Beredar dan Tingkat Harga Tahun 1966-1972 
Tahun 
Tingkat 
Kenaikan (harga %) 
Tingkat Pertambahan 
Jumlah Uang Yang 
Beredar 
1966 650,0 763,5 
1967 120,0 130;9 
1968 85,0 121,2 
1969 9,9 57,9 
1969/1970 10,6 60,9 
1970 8,8 34,0 
1970/1971 7,8 28,2 
1971 2,5 30,0 
1971/1972 0,9 30,0 
1972 25,7 49,9 
         Sumber : Anne Booth & Peter Mc Cawley (198: 142) 
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Apabila prosentase kenaikan jumlah uang beredar dibandingkan dengan 
prosentase kenaikan harga, maka ternyata selama periode 1966-1972 keduanya 
memperlihatkan arah yang menurun. Tapi turunnya prosentase kenaikan harga 
adalah lebih cepat dari turunnya prosentase pertambahan jumlah uang beredar. 
Hal ini adalah mungkin, apabila tingkat perputaran uang menjadi lebih lamban 
dan keadaan ini sekaligus mencerminkan semakin bertambah besarnya 
kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan lembaga perbankan. Di lain 
pihak prosentase uang giral sebagai komponen jumlah uang beredar makin lama 
makin membesar. Dalam tahun 1966 prosentase tersebut baru berjumlah 30%, 
kemudian meningkat menjadi 42% dalam tahun 1972. Sejalan dengan ini, dapat 
pula dilihat bahwa sebagian besar dari pertambahan jumlah uang beredar adalah 
berasal dari sektor kegiatan perusahaan dan tidak lagi berasal dari sektor 
Pemerintah seperti sebelum tahun 1966. (www.bappenas.go.id/get-file-
server/node/7136) 
Pertambahan  jumlah  uang  beredar  yang  relatif  pesat  dalam periode  
tersebut,  adalah  sebagai  akibat  dari perubahan – perubahan  yang  terjadi  pada 
sektor-sektor  luar  negeri,  Pemerintah, kredit,  deposito  dan  sektor  lain-lain.  
Disektor Pemerintah kebijakan yang  dijalankan  adalah  jelas,  yaitu  anggaran 
belanja yang seimbang. Akibatnya dalam masa stabilisasi dan rehabilitasi  serta 
pelaksanaan  REPELITA I, sebab utama  kenaikan jumlah uang beredar tidak lagi 
berasal dari sektor Pemerintah tetapi terutama berasal dari sektor kegiatan 
perusahaan.  Berikut ini adalah tabel sebab-sebab perubahan jumlah uang beredar 
1966-1972.  
Tabel 18: Sebab-Sebab Perubahan Jumlah Uang Beredar, 1968 - 1971/1972  
(dalam milyar rupiah) 
 1968 1969/1970 1970/1971 1971/1972 *) Jumlah 
    I II III IV '1971/1972 *) 
Aktiva luar negeri + 6,0 - 7,0 - 4,7 -20,8 +10,6 + 5,2 +16,2  + 61,2 
Tagihan pada Pemerintah + 2,9 - 10,6 - 21,7 + 2,9 -12,6 +17,2 + 3,5  + 11,0 
Kredit Pengadaan Pangan + 21,2 + 27,4 - 11,5 + 8,7 + 2,0 - 2,1 - 1,1  + 7,5 
Dics   + 3,8 + 6,6 + 5,4 + 1,2 + 0,9 + -0,9 +2,1  + 5,1 
Tagihan Per.swasta & negara  +39,7 +112,5 +139,8 +18,8 +52,2 +12,4 +41,0  +124,4 
Lain-lain - 0,l - 21,6 - 8,1 +26,8 -24,0 - 7,7 -41,5 - 46,4 
Jumlah uang beredar +62,4 + 79,8 + 59,4 +21,4 +12,5 + 8,5 +38,6 + 81,0 
Deposito +11,1 + 27,3 + 39,8 +16,2 +16,6 +17,4 +31,6 + 81,8 
*) Angka perbaikan.        
 Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/ 
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Dari tabel 18 diketahui bahwa pada tahun 1968 kegiatan sektor Pemerintah 
telah mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar dengan Rp. 2,9 milyar.      
Kemudian dalam tahun 1969/1970 dan 1970/197 kegiatan sektor ini telah   
mengakibatkan berkurangnya jumlah uang beredar masing–masing sebesar Rp. 
10,6   milyar dan Rp.21,7 milyar. Dalam tahun berikutnya 1971/1972 sektor    ini 
kembali mengakibatkan bertambahnya jumlah uang beredar dengan Rp 11,0   
milyar.  Selanjutnya kredit pengadaan pangan untuk tahun-tahun 1968,  
1969/1970, 1970/1971 dan 1971/1972 telah mengakibatkan perubahan jumlah    
uang beredar dengan masing–masing + Rp. 21,2   milyar, + Rp.  27,4 milyar,- Rp.  
11;5, milyar dan  +  Rp . 7,5 milyar. Perubahan yang terjadi dalam   sektor   ini    
adalah seirama dengan program pengadaan pangan dalam rangka  
mempertahankan  stabilitas  harga. 
Tagihan  kepada  Perusahaan  Negara  dan  Swasta  merupakan sektor utama  
yang  menyebabkan  bertambahnya jumlah  uang beredar selama  periode  1968 - 
1972. Dari  tahun ke tahun penambahan  jumlah  uang  beredar  yang  berasal  dari  
sektor  ini  selalu meningkat,  yaitu dari Rp. 39,7 milyar  dalam  tahun  1968 
menjadi Rp. 112,5  milyar, Rp. 139,8  milyar  dan Rp. 124,4 milyar dalam tahun - 
tahun 1969/1970, 1970/ 1971 dan  1971/1972. Penambahaan jumlah uang  beredar 
sebagai  akibat  dari  peningkatan kredit ini  adalah  lebih  menguntungkan  dari  
pada  penambahan  jumlah  uang  beredar  karena  defisit  Anggaran  Belanja  
Negara, karena pemberian  kredit  kepada  perusahaan-perusahaan pada gilirannya  
akan  meningkatkan  produksi  dan  akhirnya  turut memperlambat laju inflasi. 
 
c. Perkreditan  
 Selama periode 1966-1972 volume perkreditan bank mengalami kenaikan 
yaitu pada tahun 1966 dalam posisi Rp. 6,3 milyar menjadi Rp. 576,0 milyar pada 
September 1972. Peningkatan volume perkreditan bank ini berarti secara langsung 
maupun tidak langsung telah mempengaruhi laju peningkatan produksi dan 
distribusi. (Lihat tabel 19). Persentase kenaikan perkreditan bank dalam periode 
1969/1970- 1971/1972 telah menunjukkan trend yang selalu menurun. Penurunan 
tersebut bukanlah berarti berkurangnya pula peranan lembaga perbankan dalam 
peningkatan produksi nasional, akan tetapi setiap perluasan yang dijalankan selalu 
memperhatikan pengaruhnya terhadap kestabilan harga dan peningkatan usaha-
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usaha produktif/pembangunan. Dengan demikian penurunan persentase  kenaikan  
perkreditan bank dalam periode tersebut adalah merupakan penyesuaian antara 
perluasan kredit  perbankan  dengan  keperluan  selalu menjaga  kestabilan  harga  
dan  peningkatan  laju  pembangunan sehingga dapat diciptakan keserasian  
perluasan perkreditan dengan kemantapan harga dan peningkatan  usaha-usaha  
pembangunan. Berikut ini adalah tabel perkembangan kredit menurut sektor 
perbankan 1966 - 1972 
Tabel 19 : Perkembangan Kredit Menurut Sektor Perbankan 1966 – 1972 















1966 3,0 2,1 1,2 6,3 - - 
1967 17,2 9,3 4,7 31,2 24,9 395,2 
1968 92,0 26,2 8,5 126,7 95,5 306,1 
1969 166,9 58,9 19,6 245,4 118,7 93,7 
1969/1970 167,6 70,3 24,2 262,1 125,3 91,6 
1970 209,6 122,6 30,2 362,4 117,0 47,7 
1970/1971 202,8 142,5 35,3 380,6 118,5 45,2 
1971 247,2 207,4 40,7 495,3 132,9 36,7 
1971/1972 247,6 233,1 41,9 522,6 142,0 37,3 
1972 : Januari 240,8 213,4 41,6 495,8 0,5 0,1 
 Pebruari 243,4 212,8 41,5 497,7 1,9 0,4 
 Maret 247,6 233,1 41,9 522,0 24,9 5,0 
 April 243,2 238,6 42,2 524,0 1,4 0,3 
 Mei 234,5 237,7 43,3 515,5 8,5 1,6 
 Juni 226,4 252,2 43,9 522,5 7,0 1,4 
 Juli 228,4 267,9 45,0 541,3 18,8 3,6 
 Agustus 228,0 276,8 49,0 553,8 12,5 2,3 
 September 231,0 294,0 51,0 576,0 22,2 4,0 
Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/ 
 
Selain itu, dari tabel 19 dapat diketahui  bahwa kredit Bank Indonesia pada 
akhir tahun 1966 mencapai jumlah Rp. 3,0 milyar dan pada akhir tahun 1968 
menjadi Rp. 92,0 milyar, atau kenaikan sekitar 31 kali. Kenaikan kredit Bank 
Indonesia yang relatif pesat dalam periode ini, disebabkan antara lain karena Bank 
Indonesia masih berfungsi sebagai bank umum. Keadaan ini kemudian berakhir 
dengan keluarnya Undang - undang No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat 
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itu Bank Indonesia kembali fungsinya hanya sebagai bank sentral dan mulai 
membatasi dirinya dalam pemberian kredit secara langsung. 
Sesudah tahun 1968 peranan Bank-bank Pemerintah dan Bank-bank Swasta 
semakin berarti. Pada akhir September 1972, volume kredit Bank-bank umum 
Pemerintah mencapai jumlah Rp. 294,0 milyar. Dibandingkan dengan posisi 
perkreditan Bank umum Pemerintah pada akhir tahun 1968 sebesar Rp. 26,2 
milyar, maka hal ini berarti bahwa sejak 1968-1972 telah terjadi kenaikan 
pemberian kredit oleh Bank Pemenintah sekitar 11 kali. Demikian pula halnya 
dengan pemberian kredit oleh Bank-bank umum Swasta dalam periode yang sama 
telah meningkat sekitar 6 kali, yaitu dari posisi Rp. 8,5 milyar pada akhir tahun 
1968 menjadi Rp. 51,0 milyar pada akhir September 1972. Meningkatnya peranan 
pemberian kredit Bank-bank Umum Pemerintah dan Bank-bank Umum Swasta 
adalah sebagai hasil serangkaian kebijaksanaan Pemerintah antara lain dengan 
dikeluarkannya Undang-undang Pokok Perbankan tahun 1967, beberapa undang-
undang tentang Bank-bank umum Pemerintah dalam tahun 1968, peraturan 
tentang Bank Asing, kebijakan perubahan komponen cash ratio tahun 1971 dan 
lain sebagainya. (www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/) 
Perkembangan perkreditan bank menurut sektor ekonomi, selama periode  
1968–1972, menunjukkan sebagian besar dari volume perkreditan tersebut terarah 
ke sektor produksi, kemudian menyusul kesektor lain-lain dan sektor ekspor. 
Dalam tahun 1968 kredit ke sektor produksi berjumlah Rp. 55,4 milyar  untuk 
kemudian meningkat menjadi  Rp. 248,1 milyar pada akhir tahun 1971 atau 
sekitar 4,5 kali. Kredit kesektor ekspor pada periode yang sama telah meningkat 
dengan 3,2 kali, sedangkan  kredit  ke sektor  lain-lain  meningkat dengan 3,5 kali.  
Besarnya  volume  kredit  ke sektor  lain-lain  dalam periode tersebut adalah 
sebagian besar  berupa kredit pengadaan pangan dan perdagangan dalam negeri. 






Tabel 20: Perkembangan Kredit Menurut Sektor Ekonomi Tahun 1966 - 1972 
(dalam milyar rupiah) 
Tahun/Bulan Produksi Ekspor Lain-lain Jumlah Kenaikan Persentase 
1966 4,0 1,1 1,2 6,3 - - 
1967 14,0 4,9 12,3 31,2 24,9 395,2 
1968 55,4 10,1 61,2 126,7 95,5 306,1 
1969 96,4 20,9 128,1 245,4 118,7 93,7 
1969/1970 114,0 22,6 125,5 262,1 125,3 91;6 
1970 167,8 28,4 166,2 362,4 117,0 47,7 
1970/1971 182,4 29,8 168,5 380,6 118.5 45,2 
1971 248,1 31,9 215,3 495,3 132,9 36,7 
1971/1972 255,4 31,4 235,8 522,6 142,0 37,3 
1972 :       
Januari 254,1 31,3 210,4 495,8 0,5 0,1 
Pebruari 246,9 31,5 219,3 497,7 1,9 0,4 
Maret 255,4 31,4 235,8 522,6 24,9 5,0 
April 262,2 31,1 230,7 524,0 1,4 0,3 
M e i 258,2 33,0 224,3 515,5 - 8,5 - 1,6 
J u n i 260,7 32,8 229,0 522,5 7,0 1,4 
J u 1 i 261,4 33,5 246,4 541,3 18,8 3,6 
Agustus 263,5 33,5 256,8 553,8 12,5 2,3 
September 262,0 32,9 281,2 576,0 22,2 4,0 
Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/ 
 
Pada akhir September 1972 posisi dana perkreditan bank seluruhnya (tidak 
termasuk Bank Indonesia) telah mencapai jumlah Rp, 445,7 milyar, dibandingkan 
dengan posisinya pada akhir tahun 1968 sebesar Rp. 50,8 milyar. Kenaikan yang 
terjadi dalam periode tersebut terutama berasal dana giro dari tahun ke tahun 
selalu meningkat, yaitu dari Rp. 38,3 milyar pada akhir tahun 1968 menjadi Rp. 
72,0 milyar pada akhir tahun 1969, kemudian menjadi Rp. 105,0 milyar dan Rp. 
136,1 milyar untuk akhir tahun 1970 dan 1971. Demikian pula halnya dengan 
perkembangan dana deposito dan dana lain-lain, yaitu dari posisi Rp. 11,1 milyar 
dan Rp. 1,4 milyar pada akhir tahun 1968 menjadi Rp. 135,6 milyar dan Rp. 18,0 
milyar pada akhir tahun 1971. Perkembangan dana perkreditan bank yang lebih 




Tabel 21: Perkembangan Dana Perkreditan Bank 1966 - 1972 
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(dalam milyar rupiah) 
Tahun/Bulan Giro Deposito Lain-lain Jumlah Kenaikan Persentase 
1966 6,1 0,4 0,2 6,7 - - 
1967 18,1 2,7 0,7 21,5 14,8 220,9 
1968 38,3 11,1 1,4 50,8 29,3 135,0 
1969 72,0 48,5 2,5 123,0 72,2 142,1 
1969/1970 90,8 51,5 3,2 145,5 71,2 95,8 
1970 105,0 71,0 13,8 189,8 66,8 54,0 
1970/1971 121,7 89,7 12,2 223,6 78,1 53,7 
1971 136,1 135,6 18,0 289,7 99,9 52,6 
1971/1972 159,1 159,5 24,9 343,5 119,9 53,6 
1972 : Januari 148,6 141,9 21,8 312,3 22,5 8,0 
 Pebruari 148,0 150,7 23,0 321,7 9,4 3,0 
 Maret 159,1 159,5 24,9 343,5 21,8 7,0 
 April 159,5 164,3 29,0 352,8. 9,3 3,0 
 M e i 166,6 171,3 34,3 372,2 19,4 6,0 
 J u n i 178,5 - 179,6 39,3 397,4 25,2 7,0 
 J u 1 i 190,8 184,6 56,3 431,7 34,3 9,0 
 Agustus 195,9 180,4 55,8 432,1 0,4 - 
 September 198,8 135,8 61,1 445,7 13,6 3,0 
Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/ 
 
Turunnya laju inflasi yang telah dicapai tahun 1968 meningkatkan 
kepercayaannya masyarakat terhadap lembaga perbankan, merupakan faktor 
penting bagi pertumbuhan yang cepat dana perbankan tersebut. Kenaikan 
pertumbuhan dana sesudah tahun 1968 sampai dengan September 1972, meskipun 
tidak lagi sepesat seperti yang dialami dalam periode sebelumnya, akan tetapi 
menunjukkan posisi yang menggembirakan. Kenaikan ini disebabkan karena 
antara lain adanya gerakan deposito berjangka sejak bulan Oktober 1968, gerakan 
tabungan berhadiah sejak bulan Pebruari 1969, pengeluaran sertifikat Bank, 
gerakan Tabanas serta Taska dan lain sebagainya. 
Gerakan deposito berjangka yang telah dimulai sejak bulan Oktober 1968 
memperlihatkan kemajuan yang mengembirakan. Pada akhir tahun 1968 deposito 
berjangka baru berjumlah Rp. 4,5 milyar, kemudian akhir September 1972 posisi 
deposito berjangka mencapai jumlah Rp. 146,4 milyar yang terdiri dari Rp. 100,9 
milyar deposito berjangka waktu 12 bulan, Rp. 35,3 milyar deposito berjangka 
waktu 6 bulan dan Rp. 10,2 milyar deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan. 
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Keadaan ini memperlihatkan betapa besarnya minat masyarakat terhadap gerakan 
ini, meskipun suku bunganya sudah diturunkan berkali-kali. (Lihat tabel 23) 
Berikut ini adalah tabel perkembangan deposito berjangka bank-bank 
pemerintah 1968-1972   
Tabel 22: Perkembangan Deposito Berjangka Bank-Bank Pemerintah 
1968-1972 
(dalam milyar rupiah) 
Tahun/Bulan 12 6 di bawah Jumlah Kenaikan Prosentase 
1968  2,8 0,9 0,8 4,5 - - 
1969  25,1 6,7 1,8 33,6 29,1 647 
1969/1970  29,5 3,6 1,7 34,8 18,4 112 
1970  38,3 6,8 5,3 50,4 16,8 50 
1970/1971  45,0 6,8 7,9 59,7 24,9 72 
1971  75,5 15,5 13,6 104,6 54,2 108 
1971/1972  82,1 25,6 18,4 126,1 66,4 111 
1972: Januari 78,6 19,2 15,3 113,1 8,5 8 
 Pebruari 82,7 22,1 17,1 121,9 8,8 8 
 Maret 82,1 25,6 18,4 126,1 4,2 3 
 April 82,0 27,3 18,8 128,1 2,0 2 
 Mei 85,1 30,0 21,0 136,1 8,0 6 
 Juni  89,7 36,1 19,4 145,2 9,1 7 
 Juli 92,0 37,1 16,4 145,5 0,3 - 
 Agustus 96,2 35,4 10,8 142,4 3,1 2 
 September 100,9 35,3 10,2 146,4 4,0 3 
Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/ 
 
Tabel 23: Perkembangan Suku Bunga Deposito 
Berjangka Bank-Bank Umum Pemerintah, 1968 -1972 
 (dalam persentase) 











1 Oktober 1968 1,50 4,00 5,00 6,00 
17 Maret 1969 1,50 3,00 4,00 5,00 
1 Mei 1969 1,00 2,00 3,00 4,00 
10 Juli 1969 1,00 1,50 2,50 3,00 
15 September 1969 1,00 1,50 2,00 2,00 
1 Januari 1970 1,00 1,50 1,75 2,00 
31 Mei 1972 0,75 1,00 1,25 1,50 
Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7115/ 
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Untuk memupuk lebih lanjut kegairahan masyarakat terhadap lembaga 
perbankan, sejak bulan Pebruari tahun 1969, diadakan pula gerakan Tabungan 
Berhadiah. Gerakan ini bertujuan untuk menghimpun dana yang berasal dari 
masyarakat yang rendah penghasilannya, sehingga dapat dimanfaatkan bagi 
pembangunan. Dalam bulan Maret tahun 1969, tabungan berhadiah baru sebesar 
Rp. 36 juta. Dalam periode berikutnya gerakan ini meningkat terus, hingga pada 
akhir Juni tahun 1971 jumlahnya telah menjadi Rp. 1.497 juta. Kenaikan ini 
antara lain disebabkaan, karena adanya suku bunga yang menarik disamping 
adanya hadiah bagi penabung yang menang undian. Berikut ini adalah tabel 
perkembangan hasil penujualan nominal tabungan berhadiah 1969-1972.  
Tabel 24: Perkembangan Tabungan Berhadiah 1969-1972 
                                                      (dalam jutaan rupiah) 
Tahun/Bulan 12 bulan 6 bulan 3 bulan Jumlah 
1969 : Maret 27 7 2 36 
 Juni 55 16 4 75 
 September 174 34 15 223 
 Desember 294 46 31 371 
1970 : Maret 685 78 91 854 
 Juni 873 88 18 979 
 September 953 83 48 1.084 
 Desember 1.137 93 22 1.252 
1971 : Maret 1.284 119 28 1.431 
 Juni 1.3787 105 14 1.497 
 September 1.266 48 9 1.323 
 Desember 902 18 --- 920 
1972 : Januari 770 9 --- 779 
 Pebruari 515 --- --- 515 
 Maret 440 --- --- 440 
 April 360 --- --- 360 
 M e i 302 --- --- 302 
 Juni 231 --- --- 231 
                  Sumber: www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7136 
 
Sejak 1 Agustus tahun 1971, penerimaam tabungan berhadiah dihentikan 
dan selanjutnya diganti dengan gerakan baru, yaitu Tabungan Pembangunan 
Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska). Suku bunga 
Tabanas adalah 18% setahun dan suku bunga Taska sekitar 15% setahun. Kedua 
gerakan ini semenjak dilaksanakan, memperlihatkan hasil-hasil yang 
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menggembirakan. Pada akhir September tahun 1972, Tabanas telah mencapai 
jumlah Rp. 21.244 juta, sedangkan Taska sejumlah Rp. 144 juta.  Berikut ini 
adalah tabel perkembangan tabanas dan taska. 
Tabel 25: Perkembangan Tabanas dan Taska 1971 - 1972 
TABANAS JUMLAH TASKA 
Tahun/buian  Penabung Posisi 




 (Jutaan rupiah) 
1971 : Agustus 40.103 434 1.275 1 41.378 435 
 September 232.429 1,194 6.596 6 239.025 1.200 
 Oktober 472.306 2.129 14.871 13 487.177 2.142 
 Nopember 660.748 3.448 17.441 23 678.199 3.471 
 Desember 867.240 4.992 19.967 36 887.207 5.028 
1972 Januari 1.082.08 6.827 22.094 49 1.104.179 6.876 
 Pebruari 1.300.47 8.896 22.816 63 1.323.290 8.959 
 Maret 1.503 11.017 23.648 77 1.527.123 11.094 
 April 1.693.54 12.734 25.593 94 1.719.141 12.828 
 M e i 1.862.58 15.153 26.046 109 1.998.629 15.262 
 J u n i 1.963.16 16.606 26.458 127 1.989.627 16.733 
 J u 1 i 2.062.56 18.006 26.919 143 2.089.487 18.149 
 Agustus 2.150.78 19.601 26.835 155 2.177.618. 19.756 
 September 2.226.23 21.244 26.110 144 2.252.344 21.388 
Sumber: www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7136 
 
Perkembangan yang telah terjadi tersebut menandai mulai berubahnya 
tingkah laku masyarakat dan sikap menyimpan uang di rumah menjadi penyimpan 
uang (savers) Melalui tabungan ini pemerintah berupaya untuk sebanyak mungkin 
menyedot kelebihan uang yang ada di masyarakat, dan bersamaan dengan itu juga 
menangguhkan pengeluaran konsumtif masyarakat. Dengan semakin stabilnya 
harga, masyarakat mulai tertarik untuk menabung. Terkumpulnya dana 
masyarakat di bank berarti mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Bila 
uang menjadi langka, nafsu membeli akan berkurang.  
 
d. Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. 
Keberhasilan juga dialami dalam pelaksanaan anggaran yang menggunakan 
prinsip “anggaran berimbang” yang berarti dalam pengeluaran pemerintah 
dibatasi oleh pendapatan pemerintah. Keberhasilan dalam kebijakan anggaran 
tersebut merupakan faktor utama berkurangnya penciptaan uang yang berasal dari 
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sektor resmi. Kebijakan ini merupakan instrumen utama dalam stabilisasi dan 
berperan besar dalam menekan inflasi. Berikut ini adalah tabel penerimaan dan 
pengeluaran negara tahun 1966-1972.  
Tabel 26: Penerimaan dan Pengeluaran Negara 1966-1972 
              (dalam milyar rupiah) 
Penerimaan Pengeluaran Tahun 
Rutin Pembangunan Jumlah  Rutin  Pembangunan  Jumlah  
Surplus 
Defisit  
1966 - - 13.14 - - 29.43 - 16.29 
1967 - - 84.90 - - 87.55 - 2.65 
1968 149.75 35.54 185.29 149.75 35.54 185.29 0 
1969 243.71 91.05 334.76 216.54 118.13 334.67 0.09 
1970 344.60 120.53 465.13 228.17 169.76 457.93 +  7.20 
1971 428.61 131.10 559.12 349.09 191.48 540.57 + 18.55 
1972 590.61 157.80 748.41 438.10 298.22 736.32 + 12.09 
Sumber : Statiscal Poket Book Indonesia Tahun 1972/1973 (354)  
 
 Dari tabel 26 dapat diketahui bahwa di tahun 1968 untuk pertama kali, 
anggaran berimbang dapat direalisasikan. Memasuki tahun 1969 sebagian besar 
pendapatan dalam negeri dapat disisihkan untuk membiayai pengeluaran 
pembangunan sehingga pembiayaan pembangunan tidak lagi hanya bersumber 
pada penerimaan nilai bantuan luar negeri. Anggaran pendapatan dan belanja 
pemerintah dalam tahun 1970 dan selanjutnya malah mengalami surplus dalam 
anggaran rutin dan anggaran pembangunan.  
Penerimaan rutin negara selama periode 1967-1969 tersebut naik dari 13,14 
milyar menjadi 748,41 milyar. Kenaikan ini dicapai melalui pengumpulan pajak 
yang lebih tekun terutama pajak langsung seperti pajak pendapatan dan pajak 
perseroan. Peranan pajak tidak langsung telah turun sangat besar dari 80,13 % 
dalam tahun 1966 menjadi 60,09% dalam tahun anggaran 1971. Pentingnya 
peranan pajak perdagangan luar negeri juga bergeser dari 43,02% dalam tahun 
1966 menjadi 34,19% dalam tahun anggaran 1971. Sampai tahun 1969 anggaran 
pembangunan seluruhnya berasal dari bantuan luar negeri. (Sukadji Ranuwihardjo 





e. Ekspor dan Impor  
Sesuai peraturan 3 Oktober 1966 pemerintah telah mengambil serangkaian 
kebijakan-kebijakan dibidang ekspor, impor dan lalu-lintas devisa. Sasaran 
kebijakan adalah mendorong ekspor barang-barang utama dan mendorong ekspor 
barang lainnya. Kebijakan impor terutama diarahkam kepada penghematan 
devisa, memperluas kesempatan kerja dan mendorong produksi. Berikut ini adalah 
tabel  neraca perdagangan tahun  1966-1972.  
Tabel 27: Neraca Perdagangan Tahun  1966-1972. 
(dalam jutaan US $) 
Termasuk Tidak Termasuk 
Minyak bumi dan hasil-hasil lain-lainnya 
Tahun  Ekspor Impor Sisa Ekspor Impor Sisa 
1966 678.7 526.7 + 152.0 475.1 519.2 - 44.1  
1967 665.4 649.2 + 16.2 425.8 636.6 - 210.8 
1968 730.7 715.8 + 14.9 436.1 709.8 - 273.7 
1969 853.7 780.8 + 73.0 470.8 769.8 - 299.0 
1970 1.160.6 1.001.5 + 159.1 714.3 986.8 - 272.5 
1971 1.233.6 1.102.8 + 130.8 755.7 1.082.4 - 326.7 
1972 1.777.7 1.561.7 + 216.0 864.6 1.531.3 - 666.7 
Sumber : Statiscal Poket Book Indonesia Tahun 1972/1973 (248)  
 
Dari tabel 28 diketahui bahwa ekspor termasuk minyak bumi mengalami 
kenaikan yang sangat menonjol setelah tahun anggaran 1970. Ekspor diluar 
minyak bumi menunjukkan naik turun dari tahun ke tahun. Dari tahun 1967 
hingga tahun 1972, tingkat pertumbuhan ekspor berkisar antara 13,2% hingga 
15,3% setahun.  
Jika dilihat menurut jenis barangnya, maka sejak tahun 1967 sampai 1972, 
nilai ekspor barang-barang utama kecuali karet, kopi dan biji sawit pada 
umumnya mengalami kenaikan. Kenaikan yang menyolok diantara barang-barang 
ekspor diluar minyak bumi terjadi dalam ekspor kayu, yaitu dari US. $. 10,22 juta 
dalam tahun 1967 menjadi US. $. 227,8 juta dalam tahun 1972 atau kenaikan 
sebesar 2.133%. Naik turunnya nilai ekspor diluar minyak dalam periode tersebut 
diatas, antara lain disebabkan pula oleh naik turunnya harga barang-barang ekspor 
Indonesia dipasaran dunia. (www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7136/) 
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Perkembangan impor mengalami kecenderungan yang meningkat setelah 
tahun anggaran 1970/1971. Kecenderungan ini terutama berasal dari kenaikan 
impor diluar minyak bumi yang mengalami kenaikan sebesar 14,6% dam 27,1% 
dalam tahun 1971/1972. Jika dilihat menurut golongan barang, maka dari tahun 
1967-1972 prosentase impor barang konsumsi senantiasa menurun, sebaliknya 
impor bahan baku dan barang modal menunjukkan prosentase yang selalu me-
ningkat. Hal ini adalah sejalan dengan gerak pembangunan, dimana kebutuhan 
akan bahan baku dan modal selalu meningkat. (www.bappenas.go.id/get-file-
server/node/7136/) 
Tabel 28: Neraca Pembayaran Indonesia tahun 1966-1972 
Deskripsi 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
A.Neraca berjalan  -132 -282 -351 -361 -474 -353 -435 
 1. Barang dagangan  110 9 41 2 53 102 126 
 2. Jasa  -242 -291 -292 -363 -421 -455 -561 
B. Sokongan hibah  28 20 47 28 69 45 51 
C. Lalu lintas modal dan emas moneter  126 284 -229 279 315 336 30 
1.  Sektor bukan monoter  115 275 213 259 271 357 348 
     Swasta  34 84 26 42 30 131 177 
     Pemerintah  81 191 191 217 241 226 271 
2.  Sektor moneter  +11 +9 +12 +20 +44 -21 -100 
     Bank sentral  +11 +9 +12 +20 +44 -21 -100 
     Bank-bank devisa  - - - - - - - 
D. Selisih yang tidak diperhitungkan  -30 -4 35 20 55 -56 87 
Untuk sektor moneter (+) berarti defisit dan (-) berarti surplus  
Sumber : Unit Khusus Museum Bank Indonesia (2005: 195) 
 
Dari tabel 29 diketahui  bahwa sejak tahun 1966, neraca pembayaran 
menunjukkan defisit neraca jasa yang selalu besar dari pada surplus neraca 
perdagangan. Namun demikian, perekonomian Indonesia telah menunjukkan ciri-
ciri ke arah perbaikan, yaitu nilai ekspor yang terus meningkat cukup besar, 
kenaikan impor ke tingkat yang lebih stabil sesuai dengan kebutuhan 
perekonomian Indonesia dan pulihnya aliran modal ke dalam negeri. (Tim BI, 
2008: 175) 
 Selain itu, penjadwalan kembali utang Indonesia dan pemberian bantuan 
luar negeri mencerminkan kepercayaan luar negeri terhadap usaha pemerintah 
memulihkan ekonomi. Bantuan tersebut berasal dari negara-negara kreditor atau 
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badan-badan internasional, baik yang tergabung dalam Intergovernmental Group 
on Indonesia (IGGI) ataupun diluar itu seperti Polandia dan Rumania. Dalam 
tahun 1968, jumlah bantuan luar negeri yang telah disetujui berjumlah US $ 175,9 
juta. Dalam tahun-tahun berikutmya jumlah ini meningkat terus, hingga dalam 
tahun 1971/1972 jumlah bantuan luar negeri yang sudah disetujui adalah sebesar 
US $ 646,3 juta. Jika dilihat menurut jenis bantuan luar negeri yang sudah 
diterima, maka umumnya bantuan tersebut dapat digolongkan dalam empat 




Setiap negara yang sedang membangun seperti Indonesia, sudah tentu 
membutuhkan modal. Pembentukan modal tersebut sebagian ada yang 
berasal dari sektor Pemerintah dan sebagian lagi dari sektor swasta 
Penanaman modal dalam negeri yang telah disetujui sejak tahun 1968 
memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Sampai dengan 
bulan Maret 1970, jumlah proyek yang telah mendapat persetujuan, baru 
225 proyek dengan modal yang direncanakan sebesar Rp. 104,52 milyar. 
Dalam periode berikutnya, baik jumlah proyek yang telah mendapat 
persetujuan maupun jumlah modal yang direncanakan meningkat terus, 
sehingga sampai dengan Desember tahun 1972, jumlah proyek yang telah 
disetujui telah mencapai 1266 proyek dengan modal yang direncanakan 
sebesar Rp. 666,61 milyar. Jumlah proyek yang sudah dilaksanakan, juga 
selalu meningkat yaitu dari 62 proyek sampai dengan bulan Maret 1970, 
menjadi 734 proyek sampai dengan bulan Desember 1972. juta 
(www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7136/)  
Dilain pihak penanaman modal asing yang telah disetujui sejak tahun 
1967 juga memperlihatkan kemajuan yang pesat disemua sektor. 
Permohonan penanaman modal asing yang telah disetujui sampai bulan 
Maret 1970 berjumlah 209 proyek, meliputi modal yang direncanakan 
sebesar US. $. 1.162,3 juta. Dalam periode berikutnya, jumlah proyek yang 
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disetujui serta modal yang direncanakan meningkat terus, sehingga sampai 
akhir Desember tahun 1972, jumlah proyek yang mendapat persetujuan adalah 
497 proyek dengan modal yang direncanakan sebesar US. $. 2.383,048 juta 
(www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7136/)  
 
Memang perubahan pemerintahan dibawah Presiden Soekarno ke 
pemerintahan dibawah Presiden Soeharto, seperti yang diutarakan diatas prestasi 
perekonomian Indonesia dalam pengertian pertumbuhan ekonomi secara 
menyeluruh (ekonomi makro) menjadi sebagai baik secara dramatis. Namun 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan pemerataan 
ekonomi pada lapisan bawah. Menurut H.W. Arndt (1983: 139-140), Indikator 
makro ekonomi dapat menunjukkan “sukses” jika terbatas terutama pada 
minoritas orang kaya, pertumbuhan membuat keadaan menjadi buruk, bukan baik, 
dalam pengertian kesejahteraan secara luas.  
Program pertanian yang telah dijalankan Pemerintah Orde Baru telah dinilai 
gagal dalam kasus krisis beras 1967 dan 1972, dengan dalil kestabilan harga, 
pemerintah menekan secara sistematis harga beras dan merangsang petani untuk 
memprosuksi lebih banyak. Kebijakan tersebut telah merugikan orang-orang yang 
tidak menghasilkan cukup beras untuk kebutuhan sendiri, akan menderita bila 
harga beras naik, baik di pedesaan maupun perkotaan. Kebijakan Bimas pun lebih 
banyak menguntungkan petani besar dan kaya serta cenderung tidak 
mengikutsertakan petani yang tidak memeliki tanah. Hal ini menimbulkan 
kesenjangan sosial antara petani kaya dan petani miskin. Selain itu, kebijakan 
Pemerintah Orde Baru sejak awal juga tidak memperlihatkan usaha untuk 
memperbaiki kesejahteraan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan. (H.W. 
Arndt, 1983: 25-26)  
Menurut Mohtar Mas’oed (113), kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan 
yang tinggi tersebut tidak menyelesaikan masalah-masalah dasar ekonomi 
Indonesia, bahkan beberapa masalah di antaranya menjadi lebih gawat yaitu 
pengangguran, kebangkrutan bisnis pribumi serta gejala pengusaha klien dan 
pengusaha birokratis.  
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Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah pendidikan massal 
yang dilakukan pemerintah. Lulusan SMA dan pengguruan tinggi semakin 
banyak, namun tidak dapat menemukan pekerjaan yang pantas atau pekerjaan 
yang ada tidak disukai oleh anak muda terdidik tersebut. Ahli ekonomi 
memperkirakan bahwa pada awal 1969 di Jawa saja terdapat 3 sampai 4 juta orang 
penganggur dan 15 juta orang setengah menganggur.  Persoalan diperburuk oleh 
penutupan usaha dan kebangkrutan sektor swasta serta penanaman modal asing 
yang tidak banyak menolong dalam memberikan pekerjaan.  (Mohtar Mas’oed1, 
1989: 114-116).  
 
2. Politik  
 
a. Legitimasi Kekuasan dengan Pembangunan Ekonomi 
Berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno antara tahun 1966-1967 telah 
membuka peluang yang besar kepada Angkatan Darat, yang sekarang memiliki 
memiliki peluang yang besar dalam pemerintahan Orde Baru. Peluang itu mulai 
muncul ketika Presiden Soekarno dipaksa memindahkan kekuasaan eksekutifnya 
kepada tiga serangkai yang terdiri dari Jenderal Soeharto, Sultan 
Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Walaupun Soekarno tetap sebagai 
Presiden, namun sebenarnya kekuasaan telah hilang dari tangannya. (H.W. Arndt. 
1994, 86) Di satu pihak, pemerintah baru harus menghadapi kekacauan politik dan 
ekonomi. Di pihak yang lain, militer masih belum mempunyai legitimasi untuk 
berperan dalam kegiatan politik dan ekonomi, sementara Jenderal Soeharto masih 
merupakan seorang jenderal yang belum begitu dikenal dan belum mendapatkan 
dukungan, baik dari militer dan masyarakat. Tantangan besar inilah yang harus 
dijalankan untuk memperoleh keabsahan (legitimasi), ketika kekuatan Orde Lama 
masih sangalah kuat. Pemerintah baru tersebut menggunakan pembangunan 
ekonomi untuk memperkokoh legitimasinya, karena hal tersebut mempunyai daya 
tarik yang kuat bagi semua orang yang telah lama menderita akibat kemerosotan 
ekonomi yang tercermin dalam hiperinflasi, menipisnya cadangan devisa, defisit 
anggaran belanja, utang luar negeri, langkanya barang konsumsi dan bentuk 
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kemerosotan ekonomi lainnya. Pembangunan ekonomi akan menarik simpati para 
pegawai di semua tingkat, kaum buruh, petani kecil dan pedagang kecil. Selain itu 
pembangunan ekonomi juga mempunyai daya tarik yang besar bagi anggota-
anggota militer yang mengelola perusahaan-perusahaan negara, yakni perusahaan-
perusahaan yang dulu milik Eropa yang telah dinasionalisasi pada 1957. 
(Muhaimin Yahya. 1991, 119) Menurut Mohtar Mas’oed (1989: 198), upaya 
menghadapi tantangan tersebut pemerintah baru menghadapi dua kendala. 
Pertama, sikap Jenderal Soeharto yang mementingkan soal legitimasi tindakan 
Orde Baru dalam melawan kekuatan Orde Lama, terutama karena Presiden 
Soekarno masih tetap berpengaruh dan masih mempunyai pendukung setia. 
Kedua, Jenderal Soeharto untuk menciptakan strategi melawan kekuatan Orde 
Lama tanpa resiko perang saudara. Jenderal Soeharto mengandalkan cara-cara 
tidak langsung yaitu mencari legitimasi rakyat melalui program pembangunan 
ekonomi. Tindakan yang diambil yaitu memberikan berbagai “kepuasan materiil” 
dalam bentuk kebutuhan barang konsumsi pokok yang terdiri sandang-pangan dan 
perbaikan ekonomi masyarakat. Dengan begitu dapat merebut dukungan 
masyarakat terhadap pemerintahan baru.  
 
b. Birokrasi Sipil yang Terkendali 
Reformasi ekonomi yang dilakukan Pemerintahan Orde Baru secara 
pragmatis dan radikal adalah bagaimana program pemerintah secara efektif 
diterapkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa diselewengkan oleh birokrasinya. 
Agar Pemerintahan Orde Baru bisa berfungsi, yaitu mendukung program 
pembangunan ekonomi, diperlukan suatu birokrasi yang efektif dan tanggap 
terhadap pucuk pimpinan eksekutif. Reformasi birokrasi segera dilakukan oleh 
Orde Baru diarahkan pada tiga hal. Pertama, mengalihkan wewenang 
pemerintahan ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Kebijakan Kebijakan pusatlah 
yang menyiapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Rencana Pembangunan Lima  
Tahun (Repelita), Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang lebih merinci 
kebijakan yang dijalankan pemerintahan selama tahun tersebut. Kedua, 
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mengikutsertakan perwira ABRI dan teknokrat sipil yang menduduki departemen-
departemen dan badan-badan pemerintahan. Birokrasi tersebut diharapkan 
tanggap dan taat pada kemauan pimpinan eksekutif puncak dan mampu 
melaksanakan perubahan. Untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan 
menempatkan kaum teknokrat dan perwira yang mendukung program-program 
pemerintahan Orde Baru pada jabatan-jabatan birokrasi yang langsung. Terutama 
sejak dibentuknya Kabinet Pembangunan I tahun 1968, sebagian besar 
departemen dan badan pemerintahan dikepalai oleh perwira ABRI atau teknokrat 
sipil. Posisi-posisi seperti inspektur jenderal, sekretaris jenderal dan direktur 
jenderal juga diduduki birokrasi yang loyal kepada pimpinan eksekutif. 
Sedangkan pos-pos yang tidak penting diberikan pada politisi partai. Ketiga, 
penempatan gubernur atau bupati yang dapat dikendalikan langsung Jakarta. 
Kaum ABRIlah yang mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat untuk 
menduduki posisi itu. Pada tahun 1960 hanya beberapa gubernur saja yang berasal 
dari ABRI, maka tahun 1968 hampir 68% dari gubernur-gubernur propinsi berasal 
dari ABRI, dan jumlah itu meningkat menjadi 92 % pada awal tahun 1970. 
Jabatan bupati pada tahun 1968 hampir 59% dipegang perwira ABRI. (Mohtar 
Mas’oed, 1989: 150-154)  
 
c. Munculnya NBO (Negara-Biokratik-Otoriter)  
Dalam pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi di pahami sebagai 
serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, melalui 
langkah pencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan dukungan stabilitas 
politik yang tinggi, karena dinamika politik merupakan hambatan bagi 
perkembangan ekonomi. Oleh Pemerintah Orde Baru Stabilitas politik dipercaya 
dapat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi. 
(http://dhenov.blogspot.com/2009/03/analisa-kebijakan-ekonomi-post-orde.html) 
Untuk menciptakan stabilitas politik sebagai tindakan untuk mendukung 
pembangunan ekonomi, Orde Baru muncul sebagai Negara-Borokratik-Otoriter 
(NBO). Menurut O’ Donnell, yang dikutip oleh Mohtar Mas’oed (1989: 9-10), 
bahwa Negara-Birokratik-Otoriter (NBO) memiliki karakteristik sebagai berikut, 
pertama: posisi-posisi puncak pemerintahan biasanya di jabat oleh orang-orang 
yang sebelumnya telah berhasil ketika mereka berada dalam organisasi birokrat, 
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misalnya, organisasi militer, pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta besar. 
Kedua, dalam NBO akan selalu ada pembatasan partisipasi politik yang ketat 
(political exclusion). Ketiga, dalam NBO juga ada pembatasan dalam partisipasi 
ekonomi (economic exclusion). Keempat, negara mengembangkan kebijaksanaan 
depolitisasi dan demobilisasi massa. Secara ringkas, NBO ini dicirikan oleh 
adanya peran dominan para birokrat, khususnya militer yang daripadanya lahir 
kebijaksanaan pembatasan partisipasi politik dan ekonomi, serta muncul 
kebijaksanaan depolitisasi dan demobilisasi. Ia juga menggabungkan konsep 
koporatisme yaitu pengaturan hubungan negara dengan kelompok kepentingan 
dimana kebijakan pemerintahan dihasilkan melalui interaksi antara birokrasi 
negara dengan sejumlah kelompok kepentingan yang kuat, seperti usahawan.  
Menurut Mas’oed (1989: 28-30) lahirnya kembali bentuk negara otoriter di 
Indonesia pada awal Orde Baru disebabkan oleh : pertama, oleh warisan krisis 
ekonomi dan politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an. Struktur politik 
yang ditinggalkan oleh masa sebelumnya memiliki kecendrungan untuk 
memberikan kekuasaan yang berlebihan pada pemerintahan. Lebih dari itu, pada 
masa tersebut Orde Baru hendak berusaha secara cepat memproleh legitimasi 
politiknya, karena menurutnya, Soekarno masih memiliki pengaruh yang tidak 
kecil dan pendukung yang tidak sedikit. Kedua, koalisi intern Orde Baru yang 
memaksa untuk segera melakukan restrukturisasi ekonomi secara radikal juga 
menyebabkan lahirnya NBO di Indonesia. Orde Baru memilih untuk dengan 
segera melakukan stabilisasi ekonomi yang memberikan peluang yang besar 
kepada modal domestik dan modal internasional untuk terlibat. Ketiga, orientasi 
ekonomi keluar yang dirumuskan oleh Orde baru pada masa akhir tahun 1960-an 
dan berlanjut pada tahun 1970-an adalah adalah satu faktor yang mendesak 
pemerintah untuk memilih bentuk NBO  
Menurut Mothar Mas’oed (1989: 204-208) bahwa semua karakteristik 
struktural NBO yang di kemukakan oleh O’ Donnell sepenuhnya dapat di jumpai 
pada sistem Politik Orde Baru . Pertama, pemerintah Orde Baru hampir dapat 
dikatakan berada di bawah kendali militer secara organisatoris yang bekerja sama 
dengan teknokrat sipil. Kedua, modal domestik swasta besar yang memiliki 
hubungan khusus dengan negara, dan modal internasional memiliki peran 
ekonomis yang menentukan. Ketiga, hampir seluruh bentuk kebijaksanaan 
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pembangunan yang dilahirkan, sejak dari proses perencanaan sampai pada 
evaluasinya sepenuhnya berada pada tangan birokrat dan teknokrat. Kelima, 
dalam menanggapi kritik dan para penentangnya, pemerintah Orde Baru tidak 
segan-segan melakukan tindakan tegas. Terakhir, dan merupakan ciri khusus 
untuk Indonesia, dapat dijumpai pada otonomi dan besarnya peran kantor 
kepresidenan, yang diwujudkan dengan demikian luas wewenang yang ada pada 
Sekretariat Negara. Implikasi kebijakan stabilitas politik dengan munculnya NBO 
telah membawa imbas yang positif terhadap pembangunan ekonomi, seperti yang 
telah dijelaskan diatas.  
 
d. Ketergantungan Pada Mafia Berkeley dan Bantuan Luar Negeri  
Pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan yang sangat pragmatis 
sebagai konsep utamanya, yang berlawanan sepenuhnya dengan kebijakan 
Demokrasi Terpimpin, pemerintah Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1967 
memberlakukan UU No.1 tahun 1967 yakni UU Penanaman Modal Asing (PMA) 
selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1968 memberlakukan UU No 6 Tahun 1968 yakni 
UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua Undang-Undang itu 
dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia 
usaha swasta. Selain itu UU PMA diharapkan mendorong investasi sebesar-
besarnya, terutama investasi asing guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. 
Pemerintah yakin bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh suntikan 
modal dan teknologi akan meluber secara spontan ke seluruh lapisan masyarakat. 
Salah satu implikasi terpenting dari teori “Trickle Down Effect” (tetesan ke 
bawah), yang hampir selama periode pemerintahan Orde Baru sangat di percaya 
sebagai suatu model pembangunan ekonomi. Teori ini sangat erat kaitannya 
dengan teori yang dikembangkan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, tentang 
tabungan dan investasi modal. Menurut kedua peneliti tersebut, kalau tabungan 
dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga 
rendah. (http://dhenov.blogspot.com/2009/03/analisa-kebijakan-ekonomi-post-
orde.html) 
Kepercayaan seperti inilah yang mendasari Mafia Berkeley untuk mengejar 
kebangkrutan ekonomi yang di wariskan Orde Lama dengan mencari tambahan 
modal, baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan 
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dalam negeri), maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar 
negeri). Presiden Soeharto sendiri menyerahkan sepenuhnya pembenahan 
ekonomi kepada Mafia Berkeley yang sebelumnya pernah menjadi Dosen ketika 
menempuh pendidikan ilmu-ilmu dasar ekonomi di SESKOAD Bandung. (H.W. 
Arndt, 1983:117) Pemerintahan Orde Baru guna melakukan pembangunan 
ekonomi meminta dukungan IMF, Bank Dunia, IGGI, serta negara donor seperti 
Jepang, Amerika Serikat mulai mengucurkan dananya untuk memperbaiki 
kemerosotan ekonomi Indonesia. (Patmnono SK, 1998: 76) Hubungan baru antara 
organisasi-organiasai keuangan internasional serta negara kapitalis dengan 
pemerintahan Orde Baru bisa dikatakan sebagai momentum awal dari pada 
ketergantungan (dependen) pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak 
eksternal atau luar negeri.  
Hubungan yang erat tersebut oleh pemerintahan Orde Baru dengan melihat 
pertimbangan bahwa tidak tersedianya dana dalam negeri untuk program 
ekonomi. Posisi Indonesia di dunia internasional waktu itu juga lemah. Untuk 
itulah dipilih pendekatan yang “berorientasi keluar” yaitu stabilisasi dratis dan 
pertumbuhan yang cepat dengan sebagian besar pembiayaan dari sumber-sumber 
luar negeri. Sumber-sumber luar negeri tersebut diperoleh dari IMF, Bank Dunia, 
IGGI, serta negara donor seperti Jepang, Amerika Serikat. Memang dengan 
pendekatan berorientasi keluar telah berhasil mengurangi defisit APBN secara 
dratis dan kemudian dapat mengendalikan laju inflasi dari 600% pada akhir 1966 
menjadi 15% pada tahun 1968. Penggunaan barang-barang impor dalam program 
stabilisasi telah menyingkirkan barang-barang produksi dalam negeri di pasar, dan 
gilirannya menyebabkan kebangkrutan dalam masyarakat bisnis pribumi. (Mothar 
Mas’oed, 1989: 199) 
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BAB V 




1. Pengabaian masalah-masalah ekonomi dan kesalahan dalam manajemen 
pengolahannya serta lebih memberikan prioritas kepada masalah-masalah 
politik mengakibatkan timbulnya banyak kesulitan-kesulitan di bidang 
ekonomi. Di tahun 1966 terjadi peralihan kekuasaan politik yang berangsur-
angsur dari Soekarno ke tangan Soeharto yang memungkinkan rezim Orde 
Baru mengambil hati rakyat dengan menciptakan kepuasan meterial. Persoalan 
yang harus segera diselesaikan adalah rendahnya daya beli rakyat sebagai 
akibat hiperinflasi yang menganas, defisit anggaran pemerintah yang telah 
mencapai tingkat yang parah dan merosotnya produksi dalam negeri. Dengan 
demikian dapat disimpulakan latar belakang kebijakan moneter pada masa 
pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 adalah terjadinya kekacauan di 
bidang moneter, terganggunya produksi, defisit neraca perdagangan, serta 
defisit anggaran pemerintah yang semakin meningkat, utang luar negeri, 
demoralisasi yang semua itu merupakan warisan yang ditinggalkan 
pemerintahan Soekarno.  
2. Kebijakan moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-1971 
didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 
tentang “Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan 
Pembangunan” yang merinci tiga tahap pembangunan yaitu (1) tahap 
penyelamatan, yakni mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi 
lebih buruk lagi; (2) tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, yang 
mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi; (3) tahap 
pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk 
merealisasikannya Pemerintahan Orde Baru segera membentuk Kabinet 
Ampera dengan membagi dalam program jangka pendek  dan jangka panjang.  
Melihat perkembangan ekonomi yang sedang dihadapi Pemerintahan Orde 
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Baru menjalankan kebijakan ekonomi yang memberikan prioritas kearah 
stabilitas moneter yaitu menjalankan koordinasi kebijakan ekonomi makro 
yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan ekonomi makro 
lainya yang mendorong ke arah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.  
3. Sebelum pelaksanaan kebijakan moneter dijalankan diperlukan hampir 1 tahun 
sesudah peristiwa G 30 S digunakan untuk menghancurkan kaum komunis dan 
para simpatisannya. Pada Maret 1966 Presiden Soekarno dipaksa 
memindahkan kekuasaan eksekutifnya kepada tiga serangkai yang terdiri dari 
Jenderal Soeharto, Sultan Hamengkubowono IX, dan Adam Malik. 
Pelaksanaan kebijakan moneter pada masa pemerintahan Presiden Soeharto 
tahun 1966-1971 awali dengan usaha pengendalian hiperinflasi yaitu dengan 
kebijakan moneter-kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dilakukan adalah 
kebijakan anggaran berimbang. Mengingat sangat sulitnya pengumpulan 
pajak, pemerintahan melakukan penjadwalan hutang-hutang luar negeri dan 
meminta bantuan luar negeri guna pemulihan dan pembangunan Indonesia. 
Dengan bantuan organisasi-organisasi keuangan internasional seperti IMF, 
Bank Dunia, IGGI dan negara-negara kreditor, seperti Amerika Serikat, 
Jepang, Belanda dan negara-negara kreditor lainnya Indonesia dibanjiri 
bantuan luar negeri guna  pemulihan dan pembangunan Indonesia. Sementara 
itu kebijakan moneter yang erat kaitannya dengan penawaran dan permintaan 
uang dilakukan dengan usaha-usaha mobilisasi tabungan, penyaluran kredit ke 
sektor-sektor prioritas dalam perekonomian, dan melakukan penyesuaian suku 
bunga tinggi yang nantinya dapat mendorong masyarakat menyalurkan 
tabungannya  melalui sistem perbankan. Untuk itulah Bank Indonesia 
menawarkan suku bunga yang tinggi dalam beberapa jenis deposito berjangka. 
Selain itu pemerintah juga telah mengurangi campur tangan dalam 
perekonomian dan memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha 
swasta untuk peranan yang lebih besar. Hal dengan terlihat dalam liberalisasi 
sistem devisa yang pada masa sebelumnya diberlakukan secara ketat 
berangsur-angur dikurangi oleh pemerintah Orde Baru.  
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4. Dampak kebijakan  moneter pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1966-
1972 antara lain dalam bidang ekonomi dan politik, yaitu:  
a.  Dalam bidang ekonomi telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan uang 
yang beredar secara berangsur-angsur dari 763% pada tahun 1966 menjadi 
121% pada pada tahun 1968, 35% pada tahun 1970, 30% pada tahun 1971. 
Sejalan dengan itu laju inflasi turun dari 650 % dalam tahun 1966 menjadi 
9,9% dalam tahun 1969; dalam tahun 1971 menjadi 2,4%. Mobilisasi 
tabungan masyarakat juga mengalami peningkatan dalam beberapa jenis 
tabungan. Dimulai dari kampanye tabungan pada akhir tahun 1968 
deposito berjangka baru berjumlah Rp. 4,5 milyar, kemudian pada tahun 
September 1971 menjadi Rp. 126,1 milyar. Pada tahun 1969 diadakan pula 
gerakan tabungan berhadiah untuk menghimpun dana yang berasal dari 
masyarakat yang penghasilan rendah. Dalam bulan Maret tahun 1969, 
tabungan berhadiah baru sebesar Rp. 36 juta kemudian pada akhir Juni 
tahun 1971 jumlahnya telah menjadi Rp. 1.497 juta. Sejak 1 Agustus 
tahun 1971 tabungan berhadiah dihentikan dan diganti dengan 
Tabanas dan Taska, gerakan ini telah memperlihatkan hasil yang 
mengembirakan pada Desember tahun 1971, Tabanas telah mencapai 
jumlah Rp. 4,992 juta, sedangkan Taska sejumlah Rp.36 juta. 
Keberhasilan juga dialami dalam APBN yang menggunakan prinsip 
anggaran berimbang yang dapat direalisasikan pada tahun 1968, pada 
tahun berikutnya penerimaan rutin telah mengalami surplus.  Mengenai 
neraca pembayaran, defisit neraca jasa selalu besar dari pada surplus 
neraca perdagangan. Namun, perekonomian Indonesia telah 
menunjukkan ciri-ciri ke arah perbaikan, yaitu nilai ekspor yang 
terus meningkat cukup besar, kenaikan impor ke tingkat yang lebih 
stabil sesuai dengan kebutuhan perekonomian Indonesia dan 
pulihnya aliran modal ke dalam negeri.  
5. Dalam bidang politik antara lain: (1) Pemerintahan Orde Baru 
menggunakan pembangunan ekonomi untuk memperkokoh legitimasinya, 
karena  bidang tersebut mempunyai daya tarik yang kuat bagi semua orang 
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yang telah lama menderita akibat stagnasi ekonomi. (2) Pemerintahan 
Orde Baru menciptakan birokrasi sipil yang efektif dan setia pada 
kekuasaan eksekutif untuk mendukung program pembangunan ekonomi. 
Untuk itulah Pemerintahan Orde Baru melakukan reformasi birokrasi 
dengan jalan mengalihkan wewenang pemerintahan ke tingkat birokrasi 
yang lebih tinggi, mengikutsertakan perwira ABRI dan teknokrat sipil 
yang menduduki departemen-departemen dan badan-badan pemerintahan, 
penempatan gubernur atau bupati yang dapat dikendalikan langsung 
Jakarta. (3) Orde Baru muncul sebagai Negara-Borokratik-Otoriter (NBO) 
sebagai konsekuensi terciptanya stabilitas politik yang mendukung 
pembangunan ekonomi (4) Ketergantungan pada Mafia Berkeley dan 
bantuan luar negeri, ini terlihat dari penyerahan sepenuhnya presiden 
Soeharto kepada kaum teknokrat (Mafia Berkeley) untuk melakukan 
pembenahan ekonomi. Sesuai pandangan kaum teknokrat untuk 
membiayai pembangunan ekonomi sumber-sumber luar negeri sangat 
diperlukan. Sumber-sumber luar negeri ini diperoleh dari IMF, Bank 




1. Implikasi Teoritis 
Menurut teori, tugas kebijakan moneter di negara-negara berkembang pada 
umumnya jauh lebih berat dan rumit daripada negara-negara maju. Faktor yang 
menyebabkan hal tersebut yaitu (1) tugas menciptakan penawaran uang yang 
cukup sehingga pertambahan uang dapat selalu selaras dengan pembangunan. 
Kurangnya modal dan terbatasnya pendapatan negara sering kali menimbulkan 
dorongan yang kuat pemerintah untuk meminjam uang secara berlebihan kepada 
bank sentral. Kalau hal tersebut dilakukan, laju jumlah uang beredar akan 
bergerak lebih cepat daripada yang dibutuhkan, sehingga terjadi kenaikan harga-
harga barang dan jasa. Pada akhirnya jumlah uang beredar yang terlalu cepat 
dapat menimbulkan inflasi. Dengan begitu inflasi dapat terjadi karena permintaan 
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masyarakat terhadap barang lebih besar dari pada penawaran barang, sehingga 
terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya kebutuhan 
barang dan jasa dari masyarakat besar namun produksi barang dan jasa untuk 
mencukupinya rendah; (2) tugas dalam mengawasi perkembangan valuta asing 
dan mengawasi kegiatan ekspor dan impor, karena kegiatan tersebut sangat mudah 
menimbulkan inflasi di negara-negara berkembang. Menurut teori, kebijakan 
moneter harus disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi negara-negara 
berkembang. Karena jumlah uang yang beredar (uang kertas dan uang logam), 
merupakan bagian terbesar dari penawaran uang, maka kebijakan moneter 
diarahkan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dari masyarakat, yaitu 
dengan menarik yang uang tunai dari masyarakat melalui sistem bank. Kemudian 
digunakan untuk modal yang lebih produktif. Selain itu, diperlukan koordinasi 
antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro lainya 
untuk mengatasi kemerosotan ekonomi. Kebijakan tersebut sesuai dengan yang 
terjadi di Indonesia tahun 1966-1971, pemerintahan Orde Baru dalam mengatasi 
kemerosotan ekonomi melakukan pendekatan ekonomi yang berbeda dengan 
pemerintahan Orde Lama yaitu melakukan koordinasi antara kebijakan moneter, 
kebijakan fiskal, kebijakan lalu lintas devisa serta kebijakan ekonomi makro 
lainya. Pada intinya semua kebijakan tersebut dibawa untuk mempengaruhi 
penawaran uang dengan membawa kepada sistem bank untuk membentuk modal,  
selanjutnya tabungan tersebut dialirkan kepada pengusaha untuk mengembangkan 
ekonomi, baik sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri. Langkah-
langkah tersebut akan membantu mempercepat pembangunan ekonomi.  
 
2. Implikasi  Praktis 
Setiap negara  mempunyai hanya satu bank sentral karena bank sentral 
mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara. 
Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan salah satu perwujudan dari 
kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan dari tugas Bank Indonesia yang 
mempunyai hak eksklusif untuk mencetak uang dan bertanggung jawab 
menyediakan perbankan dan sistem kredit dan untuk memelihara stabilitas mata 
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uang nasional. Namun keistimewaan tersebut telah dirampas hanya untuk 
kepentingan politik dan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ini terbukti pada 
masa Pemerintahan Presiden Soekarno Bank Indonesia menjadi salah satu 
instrumen pemerintah untuk mencetak uang guna menyiasati defisit anggaran 
belanja negara. Akibatnya situasi moneter mengalami kekacauan dan juga 
merupakan kegagalan Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai penjaga 
stabilitas moneter. Keistimewaan bank sentral tersebut tidaklah cukup untuk 
menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga dibarengi keseriusan pemerintah 
melakukan pembenahan di sektor ekspor dan sektor riil. Karena  kebijakan 
moneter yang dilakukan penguasa moneter hanya efektif dalam jangka pendek, 
sehingga menunjang pembangunan ekonomi diperlukan pembenahan sektor 




1. Bagi Peneliti Lain 
Bagi peneliti sejarah yang ingin meneliti mengenai sejarah bangsa 
Indonesia khususnya sejarah ekonomi Indonesia dapat menggunakan sumber 
primer dari surat kabar yang ada di Perpustakaan Daerah Yogyakarta, karena 
masih banyak dari peristiwa yang menyangkut sejarah ekonomi Indonesia yang 
belum diteliti. 
 
2. Bagi Para Pendidik 
Guru sejarah sangat disarankan agar membekali diri dengan pemahaman 
yang komprehensif mengenai peristiwa sejarah ekonomi Indonesia serta 
pemahaman teori-teori ekonomi untuk menjelaskan berbagai peristiwa sejarah 
Indonesia tersebut. Hal ini dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran 
terintegratif, yaitu suatu metode pembelajaran dimana anak didik diajak melihat 
suatu permasalahan dari kacamata lebih dari satu bidang ilmu secara interintratif. 
Nantinya anak didik diharapkan dapat menganalisis peristiwa sejarah dari sudut 
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